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TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Menimbang: a.

1.

PELAYAMAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal & ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Daerah,
periu  dilakukan pendelegasian kewenangan perizinan dan
nonperiginan  kepada Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanalkan urusan pelayanan terpadu satu pintu;

bahwa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomer 10
Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang
Perizinan kepada Kepala Saituan Kerja Perangkat Daerah
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesual dengan
perkembangan keadaan serta penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Sam Pintu sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan nonPerizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2013);




Undang-Undang Nemer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1292 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 350 2);

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor 3656,

Undang-Undang Nomor & Tahun 19499 tentang Perlindungan
Konsurnen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Mommor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3821);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara vang Dersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepolisme (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 1999

homor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3851);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 lentang Telelkomunilcasi
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388 1);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 teniang Pembentulkan
Kabupaten Sarclangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran  Negarn Republik  Indonesia Nomor  3903)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang
Nomor 54 Tehun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Eabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Tndonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistom
Nasional Penclitian, Pengembangan  dan Penerapan  Tlmu

Pengetahuan dan  Toeknologi  [Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42 19);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20072 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 4247);

Undang-Undang Nemor 13 Tahun 2003 lentang Ketenagakerjaan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomaor 30,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4279j;

Undang-Undang Nomoeor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Fendidikan Nasional [Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomaor 4301);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 (entang Perubahan Atas Undang-TUndang
Nomoer 31 Tahun 2004 tentang Perikanan [Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang  Sistemn
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Ponanaman
Modal (Lembaran Negama Republik Indonesis Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran MNegara Reopublik Tndonesia
Nomer 4724):

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
RFuang (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia
Nomaor 4725):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elelttronik [Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran MNegara Republik

Indonesia Nomaor 4843);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik  (Lembaran Negara Republik Tndonesis

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor b4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42849},

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikra,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomaor 93, Tambahan Lembaran Megara Repuhblik
[ndonesia Nomor 4396);

Undang-Undang Nomaor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisalaan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1k
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4966]);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 lentang Peternakan dan
Kesehatan  Hewan (Lembaran Nepara Republik  Indonesia

Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 49938);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan  Jalan  (Lembaran Negara Rcpublik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2025);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Normor 5038);

. Undang-Undang Nomor 232 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Letnbaran
Negara Republik Indenesia Nomor 5058);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
\Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 2063);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan (Lembaran Negara
FEepublik Tndonesia Tahun 2009  Nomor 149, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor BO6R);
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraluran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2071 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembeaga Keuangan
Mikre [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 53594);

Undang-Undang Noemor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 2492);

Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomaor 6, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomaor 5494

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang ¥omor 23 Tahun 2014
lentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Fepublik [ndonesia Nomor 3679);

Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 lentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  NWegara Repuablik  Tndoncsia

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 lentang Perkebunan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2613);
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Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1909 tentang Obat
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 129, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3509);

Peraturan Pemerintah  Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 37 18);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3955)

Peraluran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakal Jasa Konstruksi (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomer 3955)
sebagmimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemcrintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang
Perubahan FKeliga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

Konstruksi {Lembaran Negara Republike Indonesia Tahun 2010
Nomor 157);

Peraturan Pemerintah  Nomer 29 Tahun 2000 tentang
Fenyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah dinbah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Megara
REepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan  Pembinasn  Jasa  Konstruksi (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 3957);

Peraturan Pemcrintah MNomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telckomunikasi (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentarg
Keamanan, Mutu, dan Gizi (Lembaran Megara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambshan Lembaran
Negara Republik Tndonesis Nomor 44 24},

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahuan 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repuhlike

Indonesia Nomor 4532);

Poraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilavah Nasional (Lembaran Negara Republile
Indonesin Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4833):

Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan  Penyelengsarasan  Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik * Indonesia  Nomor 2 103)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
06 Tahun 2010 tentarg Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Momor 17 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenpggaraan  Pendidikan  (Lembaran Negara  Republik
Indomesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 51 57)

Peraturan Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelengparaan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Eekavasa, Analisis Dampak serta Manajemen
Eebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Eepublik Tndonesia
Tahun 2071 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisatsan Nasional Tahun 2010-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2265);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 9017 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20172

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik Indonesia
MNomuoar 52835);

feraturan  Pemerintah  Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentans
Pelayanan  Publik  (Lembaran Negara Kepuhlik Indoncsia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republilk

Indonesia Nomor 5504

Peraluran Pemenntah Nomeor 74 Tahun 2014 lentang Angkutan
Jalan  [Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5357);

Feraturan  Pemerintah  Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenpgarasn  Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 36135];

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang [zin
Usaha Industri (Lembaran Negara Fepublik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran MNegara Republik

Indonesia Nomor 5797);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentan B
Peniyelenggaraan  Perumshan dan  Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomar SE81);

Peraluran Permerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Dacrah  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114):

Peraturan Pemcrintah  Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor BO04):

Peraturan Presiden MNomor 39 Tahun 2014 lentang Dalar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha vang Terbula
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
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Penvelengparaan Pelavanan Terpadu  Satu. Pintu [Lembmran

Mogara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomar 221

Poraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tenta ng Percepatan

Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 210);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167 /KAB/B.VIL/ 1972
tentang [Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah
dengan 'eraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331/ MENKES/
PER/X/2002 ientang Perubahan MAtas Peraturan  Menter
Keschatan Nomor 167/KAB/B.VII/ 1972 tentang Pedagang
Focran Ohal;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 920/ MENKES JPER/XIL/

1986 tentang Upaya FPelayanan Kesehatan Swasta di Bidang
Medik;

Peraturan Menieri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER /32006
tentang Penataan dan Pembinaan Perpudangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 JM-DAG/PER /9, 2007
tentang Penerbilan Surat Tzin Usaha Perdagangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nemor 07 /M-DAG/PER/2/2017 tenlang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menter Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor G7M-DAG/PER /9 /2007
tentang Penyelengparaan Pendaltaran Perusahaan;

Peraturan Menteri Tenaga Negara dan Transmigrasi Nomor
PERE.O7 /MEN/IV /2008 tentang Penempatan Tenaga Eeorja;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER /6 /2008
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian  lzin Usaha

Indusiri, [zin Perluasan dan Tanda Daftar Ind Lstri;

Peraturan Bersama Moenteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan
Urmum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ke pala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Neomor 18 Tahun 20008,

Nomar 07 /PRT/M/2009, Nomar 19/PER/ M. KOMINFO /03 /2000
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dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan

Penpgunaean Bersama Menara Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/ Permentan /O, 140/
4/200% tentang Svaral dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha
Obat Hewan:

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan
Kesangpupan Penpelolaan dan Pemantauan Linglangan Hidup;

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang
Izin Mendirikan Bangurnan:

Peraturan Menier Pertanian Nomor 34 PERMENTAN/OT. 140/
G/2010 tentang Pedoman Perizinan Usahsa Budidaya Tanaman

PATAT]

Peraluran Moenteri Kesehatan Nomor Hh.0Z2.02/ MENKES /
148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawal
schagaimana  telah  diubah  dempan  Peraturan Menteri
Eesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Noror HE.OZ.02/MENKES/ 148/
172010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;

Peraturan Menleri Kesehatan Nomor 1191 {MENKES [PER/
VIIT/ 2010 tentang Penyaluran Alat Eeszehalan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor O4/PRET /M /2011

tenlang Pedoman Persyaratan Pemberdan Izin Usaha Jasa

Konstraksi Nasional;

Peraturan Mepteri Dalam Negerd Nomor 64 Tahun 2011 tentang
Pedoman  Penerbitan  Rekomendasi  Penelitian sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Fegeri Momor 64 Tahun 2011 tenlang Pedoman Penerbitan

Relkomendasi Penelitian:

Feraturan Menteri Keschatan Nemor B89/ MENKES/PER/V /2011
tentang Registrasi, Izin Praktik dan Tzin Kerja Tenaga
Refarmasian  sebapgaimana telah diubah Peraluran Men terd

keschatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
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Peraturan Menteri Keschatan Nomor 8RO /MENKES /PER/V /2011

lentang  Registrasi, lzin Praktik dan  [zin  Kerja Tenagn

Keofarmasian:

- Peraturan Menteri Kesehaten Nomor 2052/ MENKEES [ PER /

A/2011  tentane  Izin  Prakiik  dan Pelaksarnaan  Praktik
Kedokieran;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5§ Tahun 2012
tentang .Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan:

P'eraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/& /2012
tentang Penyelengoarann Waralaba:

Peraturan Mentcri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 lentang
Penyelenggaraan  Pekerjusn  Refraksionis  Optisien  dan

Optomelrs;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Eebudavaan Nomor 81

Tahun 2013 fentang Pendirian Satuan Pendidlean nomFormal:

Peraturan Menteri Perlanian Nornor 98/ PERMENTAN/OT 140/
972013 tentang  Pedoman  Perizinan  Usaha Perkebunan
sebagaimana felah diubeh beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomar 21 /PERMENTAN /KB.410/
62017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menters
Fertanian  Nomor 98/PERMENTAN/OT. 140/9/2013  tentang

Poedoman Perizinan Usaha Perlebunan:

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Klinilk:

Peraturan  Menteri Kelaulan dan  Perikanan Nomor 3G /

PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan lkan:

Peraturan Menteri Keschatan Nomer 56 Tahun 2014 tentarng
EKlasifikasi dan Perizinan Fumah Sakat;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang

Puskesmas;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/PERMENTAN fPD.200
/2014 tentang MPedomen Perizinan Usaha Budidaya Heltikulhara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Eebudavaan MNomor 849
Tahun 2014 Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
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Peraturan Menteri Agraria dan Tata Fuang/Kepala Badan
Pertanahan Nasiomal Nomor 5 Tahun 2015 tentang lzin Tokasi:

Peraturan Menteri Koperasi dan Ussha Keeil dan Menengah
Nomor 15/PER/MEUKM/TX/2013 tentang  Usaha Simpan

Pinjam olch Koperasi;

Peraturan Menleri Kelenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015
tentang  Tala Cara Pengpunaan Tenaga Kerja  Asing
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ataz Poraturan Menteri Eetenagakerjaan Nomor 16 tentanyg Tata
Cara Penggunann Tenaga Keda Asing;

Peraturan Menleri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Penyelengoaraan Analisis Dampak Lalu Lintas schagaimana
telah dinbah beberapa kali teralkhir dengan Peraturan Menteri
FPerhubungan Nomor 11 Tahun 2017 lentang Perubahan Ketiga
Alas Peraluran Menteri Perhubungan Nomeor 75 Tahun 2015
tentang Penyelenpgaraan Analisis Dampak Lalu Lintas:

Peraturan  Menteri Perindustrian  Nomor B4 /M- IND /FPER/
7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Werja den Nilad
Investasi untuk Klasifikosi Usaha Industri;

Feraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016

tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan

Kena;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tenlang

Pendaftaran Usaha Pariwisata;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 lentang

lzin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis (igl dan Mulut;

Peraturan Menteri Dalam MNegerd Nomor 100 Tshun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanamsn Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten /Kota;
Peraluran Menlcr Kesehatan 9 Tahun 2017 lentang Apatels;

Peraturan Menteri Kesehatan 28 Tahun 2017 tentang Izin dan

Penyelenggarsan Prakiik Bidan:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017

tentang Penyelenggarasn Angkutan Penyeherangan;
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Anglutan Orang  dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak dalam Travek;

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 138 Tahun 2017

tentang  Penyelenggaraan  Pelayvanan Terpadu Satu  Finmg
Daerah;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obal dan Makansn Momor
HK 03.1.23.04, 12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman;
Permnberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga,

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomer 4

Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan

[nvestasi secora Elcktronik:

Peraluran Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal:

Eepulusan Menteri Heschatan Nomor 1363/ MENKES/SK/
XIT/2001 tentang Regisitasi dan Izin Praktilk Fisioterapis;

Eeputuzan Menteri Pertanian Nomor 404 /Kpts /OT.210/6 /2002

tentany Pedoman Perizinan dan Pendaflaran Usaha Petermakan;

Eeputusan Menleri Kesehatan Nomor LOTo / MENKES /SK /VII/
200.3 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511 JKpts/PD.310,/9/2006
lentang Jemis Komoditi Binean Direlttoral Jenderal Perkebunan,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal
Hortikultura sebapsimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 3599/ Kpts, PD_390/ 10/2009 tentang
Ferubahan  Atas  Keputusan Menteri  Pertanian Noror
211/ Kpts/PD.310,/9/2006 tentang  Jenis  Komoditi, Binaan
Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan dan Dircktorat Jenderal Hortikoultura:

Kepulusan Menteri Kesehatan Nomor 04 /MENKES /SK/I/
2012 tentang Lahoratorium Keschatan Swasta:
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Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pajak  Daerah (Lembaran  Daecrah
Kabupaten Tanjung J abung Tirmur Tahun 2012 Nomaor 2);

LPeraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10

Tahun 2012 tenlang Retrdbusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomeor 109;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomaor 11
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2012 Nomor 1 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7
Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor rd

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomeor 8
Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjuian (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2013 Nomaor 1&];

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan  Pelavanan  Publik
(lembaran  Daerah Kabupaten Tanjung .Jabung Timur
Tahun 2013 Normor 12):

Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1
Tahun 2015 tentang lzin Jasa Usaha Konstruksi [Lembaran

Daerah Kahupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015
Nomaor 1)

Peraturan  Daerah  Kabuparten Tanjung Jabung Timur
Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah [Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2016 Nomar Bi;

Peraturan  Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 11 Tahun 2017 tenm'ng Fencana Induk Pembangunan
Pariwisata Daerah Ksbupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2016-2025 [Lembaran Daergh Kabupaten Tanjung Jabung
Timuar Tahun 2017 Nomor 1 1);
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Peraturan Bupati Tanjung Jabu ng Timur Nomor 39 Tahun 2014
tentang Pelimpahan  sebapgian Kewenangan Bupati kepada
Camatl untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

[Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014
Nomaor 349);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2015
lentang - Rencana  Usaha  denfatau Kegialan yang  Wajib
dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 20);

Peraluran Bupati Tanjung Jabung Timur WNomor 31
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
tan Fungsi serta Tata Kerja Perangkal Daerah (Berita. Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);

Peraturan  Bupati  Tanjung Jabung Timur Nomor ¢
Tahun 2017 tentang Persyaratan Kepesertaan Jaminan Sosial
Resehatan dan Ketenagakerjman (Berita Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 4}

MEMUTUSEAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
FPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FINTL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Bupali ini vang dimalksud dengan:

1. Pemerintah Pusat vang selanjutnva disebut Pemerintah  adalah Presiden

Republik  Indonesia  yang memegang  kekuasaan Pemerintahan Negara
Republik Indonesia vang dibanlu Wakil Presiden dan Menteri sehagaimang

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia
Tahun 19445,

2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Dasrah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelalsanaan urusan pemerintahan

¥ang menjadi kewenangan daerah otonom,

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Tirmur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Eabupaten Tanjung Jabung Timur.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Titmur,

Peraturan Daerah tentang Pajak Dacrah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Tamung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tenlang Pajak Dacrah dan/atan
perubahannya/penggantiannys,

Peraturan Daerah tentang Retribusi Daersh  adalah Peraturan  Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 20712 tentang Retribusi
Daerah dan/atau perubahannva/ penggantiannya.

Crganisasi Peranglal Daerah adalah Organisasi Perangkat Dacrah Kahupaten
Tanjung .Jabung Timur.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu vang selanjutnya
discbut DPM-FTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timuar.

Unit Kerja Pelayanan DPM-PTSP adalah Bidung Pelayanan Perizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tanjung Jabung Timur,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selamjutnya disebut PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap

permohonan sampai dengan lahap penvelesaian produk pelayanan melalui

satll pintu.

Pendelegasian Wewenang adalah  Prndelepasian Kewenangen dari Badan
danjfatau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/alau
Pejabat Pemerintahan vang lebih rendah dengan tanggung jawab dan
langgung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Perizinan adalah pemberan dokumen dan bulti legalitas persetujuan dari
Pemernintah Daerah kepada seseorang atau pelal usaha/lkepiatan tertenin

sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang-undangan.

. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atan bukti legalitas atas sahnyva

seauatul  kKepads seseorang atau sclelompok orang  dalam  kemudahan

pelayanan dan informasi sesuai dengan ketontuan puraturan perundang-
undangan.
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Izin adalah dokumen dan bkt legalitas persetujuan dari Pemerintah Daecah
kepada seseorang atau pelaku  usaha/kegiaten terteniu  sesuu; dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi juga:

H. pErpanjangan;

b. perubahan; dan

€. pengganiian.,

Standatisasi adalah standar yang berlakuy yang meliputi: persyaratan, jangka
waktu dan biaya berdasarkan ketentuan vang berlakn,

standarisasi uniuk perpanjangan, perubahan atau penggantian  adalah
standar yang berlalu dalam proses penerbitan izin, kecuali diatur tersendin
dalam Peraturan Bupati ini.

- Perpanjangan adalah izin yang diterbitkan sebagai perpanjangan atas izin

tertentu  wvang telah diterbitkan sebolumnya, atas  dasar  permohonan
Pernegang izin yang diajukan sebelum habis masa berlakunya.

Perubahan adalsh izin vang diterbitkan sebagai perubahan terhadap izin yang
telah diterbitkan sebelumnya, atas dasar permohonan pemegang izin vang
diajukan sebelum habis masa berlakunya,

Penggantian adalah izin vang diterbitkan sehagal pengganti izin vang telah
diterbitkan schelumnya vang dalam masa berlakunya hilang atau rusak, atas
dasar permohonan pemepang izin dengan persyaralan keterangan instansi

berwenang untuk izin yang hilang atau mengembalikan izin asli vang rusak.,

Hari adalah hari kerja.
Perorangan adalah perorangan warga Negara Indonesia.

Badan adalah badan hulum yang didirikan dengan hukum Indonesia, YANE
dapat berbeniuk;

A. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara
Indonesia;

b. Commanditaire Vennootschap ([CV];

¢. Firma (Fa), Koperasi dan/atau Yayasan yang didirikan warga Negara
Indonesia;

d. Badan Usaha Milik Negara [BUNMN); atau

£. Badan Usaha Milik Dacrah (LML,

Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Penanam Modal
adalah pernrangan, badan, Negara Republik Tndonesia atau Daerah vang
melakukan penanaman modal di Wilayeh Nepgara Republik Indonesia,




26,

28,

21,

S0,

31.

S

33

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untulk
tnelakukan usaha di Wilayah Megara Republik Indonesia yang dilakulkan oleh
penanam modal dengan mengpunakan modal dalam negeri.

. Bidang Usaha vang Tertulup adalah bidang usaha terteniy vang dilarang

diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal, sebapaimana tercantum
dalam Larapiran I Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar

Bidang Usaha wvang Tertutup dan Bidang Usaha vang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal,

Bidang Usaha vyang Terbuks dengan Persyaratan adalah bidang usaha

tertentu vang dapal diusahakan schagai kegiatan penanaman modal dengan

syarat lertentu, yaitu:

a. bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi;

b, bidang usaha vang dipersyaratkan dengan kemitraan:

. bidang usahu vang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

d. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu: dan

e. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus,

sebagaimana lercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 230
Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
vang Terbuka dengan Persvaratan i Bidan g Penanaman Modal,

Bidang Usaha vang Terbuka tanpa Persyaratan adalah bidang usaha selain
dari yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran [I Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan
Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Memulai Produksi/Operasi adalah saat dimana penanam maodal telah siap

unink melakukan produksifoperasi barang dan/atan menghasilkan jasa
sebelum melakukan transaksi penjualan,

Memulai Kegiatan Konstruksi adalah saat dimulainya perencanaan pekerjaan
hisik berupa perencanaan telmik yang terkait dengan kepiatan usaha.

Klasifikasi Baku Lapangan Ussaha Indonesia selanjutnya disebut KRBLI adalah
pengelompokan setiap kegiatan ckonomi dalam klasifilasi lapangan usaha.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekefaan konstruksi yang
menyatu dengan lempat kedudukannva, scbagian atau seluruhnya berada di
ataz dan/atau 4di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagal tempat
manusia melakuken kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tingpal,

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun
kegiatan khusus,




34,

39,

A6,

JH.

31.

43,

4.3.

Menara telekomunikasi  adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum
yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatyan
konstruksi dengan bangunan gedung vang dipergunakan untuk kepentingan
Wmum yang struktur fisiknya dapar berupa rangka baja vang ditkal cleh
berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal taripa simpul, dimana fungsi,
desain dan konstruksinva  disesuaikan sebagai  sarana  penunjang
menempatlkan perangkat telekomunikasi,

Penyelenggara telckomunikasi adalah perscorangan, koperasi, badan usaha
milik dacrah, badan usaha milik negars, badan usaha swasta, instansi

pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara,

Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daecrah,
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usahs Swasla yvang memiliki dan
mengelola  menara telekomunikasi untuk digunakan hbersama oleh

penyclengpara telekomunikasi.

. Pengelola  menara  adalah badan usaha yvang mengelola dan/atau

mengoperasikan menara vang dimiliki oleh pihak lain.

Permukiman adalah bapian dari lingkungan hunian yang terdid atas lebih
darl satu satuan perumahan YANg MeTnpUnysl prasarana, sarana, ulilitas
Umim,  serta mempunyal penunjang kegiatan fungsi lain di  kawasan

perkolaan atau kawasan perdesaan.

. RFumah adalah bangunan pedung yang berfungsi schagai tempat linggal vang

layak huni, sarana pembinasn keluarga, cerminan harkat dan martabat

penghumninya, serta asct bagi pemiliknya,

. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik

perkotaan maupun perdesaan, vang dilengkapi dengan prasarana, sarana,

dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah vang layak huni,

Tempat Usaha adalah tempat dilaksanskannya usaha tertentu oleh
perorangan atau badan.

Lisaha Perdapgangan adalah keglatan usaha transaksi barang atau jasa seperti
Jual beli, sewa beli, sewa menyews yang dilakukan secara berkelanjutan

dengan fujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan
alau kompensasi.

Usaha Mikro adalah usaha dengan kriteria;

a. memiliki kekavaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- {(ma puluh juta
rupiah) tidak rermasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atay
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b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.200.000.000 - [higa
ratus juta rupiahy],

sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Menter
Perdagangan Nomor 36/ M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Tein
Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 07/ M-DAG fPER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor S6/M-DAG/PER/9/2007 tenlang
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Usaha Kecil adalah usaha dengan kriteria:

A. memiliki kekayvaan hersih lebih dari Ep.50.000.000,- (ima puluh juta
rupiah] sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Ep.200.000.000,- [tiga ratus

Juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500,000.000,- [dua milyar
lima ratus juta rupiah),

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Menter
Perdagangan Nomor A0/ M-DAG/PER/9/2007 tenlang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 7/ M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Perdaganpgan  Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang

Pencrbitan Surart Izin Usaha Pordagangan.
Usaha Menengah adalah usaha den gan kriteria;

a. memiliki kelkavaan bersih lebih dand Rp.500.000,000,- (lima ratus juta
rupiah} sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah] tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: atan

1

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dad Fp.2.500.000.000,- (dua milyar

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Fp.50.000.000.000, -
{ima puluh milyar rupiah),

sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tenteng  Usaha Mikro, Eecil dan Menengah dan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 6/ M-DAGPER/9 /2007 tentang Penerhitan Surat [zin
Usaha Perdagangan scbagaimana telah diubah dengan Poraturan Mentes
Perdagangan Nomor 07 /M-DAG/PER/2/2017 tenlang Perubahan Keliga Atas
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Peraturan  Menteri FPerdagangan  Nomaor 36,/ M-DAG /PER/ 9/ 2007 tentang:
Penerbitan Surat Izin Usaha Ferdaganpgan,

Usaha Besar adalah usaha dengan kriteriz;

a, memilild kekayasn bersih lebih dar Rp.10.000.000,000,- (sepuluh milyar
rupiah} tidak termasuk tanah dan bangunan;: atan

b. memiliki hasil penjualan tahunan lehik dar Ep.20.000.000.000, (lima
puluh milyar rupiah),

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36,M-
DAG/PER /9 /2007 tentang Pcnerbitan  Surat  1zin Usaha Perdagangan
schagaimana telah diuhah dengan Peraturan Menter Perdagangan Nomaor
07 {M-DAG /PER /2 /2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 3/ M-DAG /PER/9 /2007 tentang Penerhitan Surat Izin
Usaha Perdaganpan,

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha vang didirikan berdasarkan hulum
Indonesia, berkedudukan dan bekerja di  Indonesia vang menjalankan
kKegialan usaha ¥ang bersifal tetap dan  terus  menerus untuk tujuan
memperoleh keuntungan danfatay laba.

Gudang adalah suaty Tuangan tidak bergerak yang dapat diturup dengan
tujuan tidak uniuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus
sebagal tempat penyimpanan barang perniagaan dan tidak untuk kelwtuhar
sondird,

Waralaba adalah hak lkhosus vang dimiliki nlch perorangan atau badan
terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan
barang dan/atau jasa vang telah terbukii berhasil dan dapatl dimanfaatlan

dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralahea,

- Pemberi Waralaha adalah prrorangan alau badan vang memberikan halk

untluk memanfaatkan dan/arau mengminakan waralaba yang dimilildnya
kepada penerima waralaba.

>L. Pencrima Waralaba adalah perorangan atau badan yvang memberikan hale

yang diberikan hak olch pemberi waralaba untul memantfaatkan dan/atay
menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba,

- Pemberi Waralabwa Lanjutan adalah prnerima waralaba yang diberikan hak

aleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.

Penerima Waralaba Lanjutan adalah perorangan atau badan yang menerima
hak dari pemberi waralaba lanjulan  untuk memanfaatkan dan fatan

mengpunakan waralaba.
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- Industri adalah sehiruh bentuk kegiatan ekonomi vang mengolah bahan bl

(bahan mentah, barang  setengah  jadi  atau barang jadi] dan/atay
memanfaatkan sumber dayva industd schingga menghasilkan barang yang

mempunyai nilai tambah atau manfuat lebik tinggi, termasuk jasza industri.

- Tenaga Kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima atau tmemperoleh

penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratyr,

Nilai Investasi adalah nila tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan

prasarana fidak termasuk modal kerja vang dipunakan untuk melakukan
kegiatan industr

Industri Kecil adalah industri dengan kriteria:

a. mempekerjakan paling banvak 19 {sembilan belas) orang tenaga kerja dan
memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000, (satu milyar
rumah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada hurufl a

merupakan tanah dan bangunan yang lokasinys menjadi satu dengan

lokasi ternpat tinggal pemilik usaha,

schagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindusirian Nomor 64 /M-
INIV/PER/T /2016 tentanyg Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Invesiasi
untuk Klasifikasi Usaha Industri,

Industri Menengah adalah indusiri dengan kriteria :

a. mempekerjakan paling banvak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan
memiliki nilai investasi paling sedikit Ep. 1.000.000.000,- (satu milvar
rupiah); atau

b. mempekerjakan paling sedildt 20 ([daa puluh] orang tenaga kerja dan
memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas
milyar rupizhj,

schagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomaor 64 /M-
IND/PER/T/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Tnvestasi
untuk Klasifikasi Usaha Indastri.

Perluasan Indusiri adalah penambahban kapasitas produksi untuk Klasifikasi
Baku Lapanpan Usaba Indonesia 5 lima) digit yang sama sebapaimana
tercanturm dalam Tzin Usaha Tndustri.

Kawasan Indusiri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Indusiri yang

dilenglkapi dengan sarana dan prasarana penunjang vang dikembanpgkan dan
dikelola oleh perusahasn kawasan industri.
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Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lshan yang diperuntukkan
bagi kegiatan Industri berdasarksn  rencans tata ruemg wilayah wvang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekdame adalah henda, alat, pethuatan atau media vang menurut bentuk dan
corak ragamnya  dirancans  untuk tujuan  komersial, memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap

barang, jasa, orang atau badan vang dapat dilihat, dibaca, didengar,
dirasakan dan/atau dinikmati umum.

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakuksn menurat kaidah dan metode ilmiah

secard sistematis untuk memperoleh informa #l, data dan keterangan yang
berkaitan  dengan  pemahaman  dan pembuktian kehenaran  atan
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atay hipotesis di bidang ilmu pengetahuan
dan teknologl serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmuy
pengetahuan dan teknolog,

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstrulksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan lavanan jasa

konsultansi pengawasan pekerjaan konstrulksi,

Analisis Dampak Lalu TLintas selanjutnya  disebut ANDAL LALIN adalah
serangkaian kepiatan kajian mengenai dampalk lalu lintas dari pembangunan
pusal kegiatan, permukiman, dan infrastruktur vang hasilnya dituangkan
dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas,

Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan atau Tanaman Hortikultura adalah
jeniz komoditi schagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat
Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat
Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menterd
Pertamian Nomor 3399/Kpts/PD, 360/ 10/2009 lentang  Perubahan  Atas
Feputusan Menteri Pertanian Nomor 511 JKpts/PD.A10/9 /2006 tentang Jenis
Komodii Binaan Direktorat Jenderal Perkelanan, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan dan Direkiorat Jenderal Hortikaltura

Usaha Budidava Tanaman Perkebunan adalah serangkaian  kegiatan
penpusahaan tanaman perkebunan  yang meliputi kegiatan pratanam,
penanaman, pemeliharaan ilanaman, pemanenan den sortasi lertmasuk

perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman

Usaha Industri Penpolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan

penanganan  dan pemrosesan  yang  dilakuken terhadap hasil lanaman
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perkebunan yang ditujuksn untuk mencapai hilai tambah yang lebih tinggi

dan memperpanjang dava sirnpan,

Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa

perkebunan, yvang meliputi usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha
indusiri pengolahan hasil perkebunan.

- Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan adalah serangkaian kegiatan

pengusahasn tanaman pangan vang meliputi usaha penviapan lahan dan
media tumbuh tanaman, pembenihan {snaman, penanaman, pemeliharaan

tanatnan dan/alag pemancnan.

Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman FPangan adalah serangkaian
kegatan  pengusahaan  tanaman pangan  yang meliputi  pembersihan,
pengupasan /perontnkan,  pengeringan,  sorfasi, grading, pengolahan,
pengawslan, pengomasan, penyimpanan, standarisssi mulu, distribusi

dan/atau pemasaran hasil produaks.

Usaha Keterpaduan Tanaman Pangan adalah  serangkaian kegiatan
pengusahaan tanaman pangan vang meliputi usaha proses produksi dan
PENANZANANn pasca panen.

Usaha Budidaya Hortikultura adalah serangkaian kegiatan membudidayakan
tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnva dalam

ckosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan telknologi.

Usaha Budidaya Hortiluliura Menengah adalah usaha budidaya hortilultura
dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari . 300.000.000,- (lima
ratus juta rupiah] sampai dengan paling banyak Rp.10,000.000.000,-
(sepulubh milyar rupiah) tddak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
sebagaimana dimaksud  dalam Pﬁratma.nl Menteri  Perlanian Nomor

7O/PEEMENTAN/PD.200/6/2014  tentang  Pedoman  Perizinan  Usaha
Budidaya Hortilcultura.

. Usaha Budidaya Hortikullura Besar adalah usaha budidaya hortikultura

dengan kriteria memiliki kclkayaan bersih lebih dari Ep. 10,000,000, 000 -
(sepuluh milyar rapiah) tidak termasuk tanah dan batngunan tempat usaha,
schagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Mented  Pertanian Notmor

70/PERMENTAN /FD.200/6/2014 tentang  Pedoman  Perzinan  Usaha
Budidaya Hortikultura,

- Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan menghasilkan ternak (ternak

bibit /potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasul

mengumpilkan, mengedarkan dan memasarkan nya.
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. Depo atau pershop obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha

penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor,

Toko obat hewan adalah unit usaha vang melakukan usaha penvediaan

dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras.

Medik Veteriner adalah dolter hewan atay dokter hewan spesialis yvang
menjalankan  aktivitasnya  di bidang pelayanan jasa medik velerdner

berdasarkan kompetensi kewenangannya,

Dokter Hewan adalah orang vang memiliki profesi di bidang kedokteran

hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

Dokter Hewan Praktik adalah dokier hewan yang melakukan pelayanan jasa

medik veleriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi

terapetik,

ioritas Veteriner adalah kelembagaan Pemeriniah dan/atau kelembagaan
yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang
bersifal teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter
hewan dan dengan mengerahkan semua liog kemampuan profesi mulai dari
mengidentifikasi  masalah, mencntukan kebijakan, mengkoordinasikan
pelaksanaan kchijakan, sampal dengan mengendalikan teknis operasi di
lapangan,

Paramedik WVeteriner adalah tenaga  kesehatan hewan lulusan  seknlah
kejuruan, pendidikan diploma  atau memperoleh  sertifikat untuk
melaksanakan urusan kesehatan hewan yang memadi kompetensinya dan

dilaluakan di bawah penvelisan dokier hewan,

Sarjana Kedokteran Hewan adalah orang yang lelah selesai menempuh
pendidikan Strata-1 di bidang kedokteran hewan tetapi belum menjalankan
kegiatan lko-asistensi yang merupakan syaral untuk mendapatkan pelar

dokter hewan, sehingsa vang bersanglutan belum memiliki kewenangan
medik veteriner.

. Pelayeman Jasa Medik Veteriner adalsh kegatan  pelavanan jasa vang

berkaitan dengan kompetensi dokier hewan wang diberikan kepada
masyarakat dalam rangka penyclenggaraan prakiik kedokteran hewan:

Pembudidayaan lkan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan,
dan/atau membiakkan ikan scrta memanen hasilnya dalam lingkungan yang
terkontrol, termesuk kepiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyvimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau




3.

39,

aq,

Sl

mengawetkannya, melipati

4. usaha pembenihan ikan:

b.usaha pembesaran ikan;

c. usaha penpganglulan ikan hasil pembudidayaan:
d. usaha pembenihan ikan dan pumbesaran ikan:

F

- usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; dan
g usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan pengangkutan ikan hasil

pembudidayaan,

]

. Pembudidaya Tkan Kecil adalah pembudidaya ikan dengan kriteria:

a. melakukan pembudidayaan  ikan dengan  menggunakan  teknolog

sederhana; dan

b. melalukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:

1] usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
a) pembenihan, tidak lebih dard 0,75 hektar: atau

b) pembesaran, tidak lebih dari 2 heletar.

2) usaha pembudidayaan ikan di air DayaLL;
a| pembenihan, tidak lebih dan 0.5 hiektar; atau
b} pembesaran, tidak lebit dari 5 hektar,

3] usaha pembudidayaan ikan di air laut:
a) pembenihan, tidak lekih dari 0,5 hektar: atay
h) pembesaran, tidak lebih dad 2 hektar.

Pengumpulan sumbangan adalah seliap usaha mendapatlkan nang atau
barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahterasn sosial rental/
agama fkerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan  bidang  kebudayaan,
sebagaimana dimaksud dalara Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961
tentang Pengumpulan Uang atan Barang.

Usaha pengumpulan sumhbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan

dalam rangka pengumpulan sumbangan.

Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah, badan bulam atan

perorangan yang memenuhl persvaratan untuk menyelenguarakan pelatihan
kerja.

Lembaga Pencmpatan Tenaga Kerja Swasta adalah lembaga swasta berbadan
hukum yang telah mempercleh  izin tertulis untuk  menvelenggarakan

pelayanan penempatan tenaga kerja,
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Fumah Sakit adalah instifisi pelayanan keschatan yang menyelenggarakan
pelayanan  keschatan PefuTangan  secara paripurna yang menvedialoan

pelayanan rawat inap, rawai Jalan dan gawat darmirat,

Rumah Sakit Publik adalsh Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah,

Femerintah Daerah dan badan yang hersifat niraba.

. Rumah Sakit Prival adalah Bumeh Sakit yang dikclola olch badan vang

berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero dengan tujusan profil.

Pusat Kesehatan Muasyarakal vang sclanjutnya disebut Puskesmas adalah
tasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upava keschatan perseorangan lingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promoetif dan preventif, untuk mencapai  derajat

keschatan masyarakat vang setinggi-lingginya di wilayah kerjaryva.

Klinik adalah fasilitas pelayanan  kesehatan vang menyvelenggarakan

pelavanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelavanan medis dasar
dan/atau spesialistik,

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek
kefarmasian oleh apoleker.

Lahboratorium kesehatan adalah sarana  keschatan vang melaksanakan
pengukuran, penetapan dan pengujan terhadap bahan vang berasal dari
manusia atau bahan bukan berasal dad manusia untuk penentuan jenis
penyakil, penvebab penyalkit, kondisi kesehatan atau factor vang dapat
berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat, vang meliputi:
laboratorium klinik dan laboratorium keschatan masyarakat,

Optikal adalah  fasilitas pelayanan  kesehatan  vang menyelenggarakan
pelayanan refralsi, pelavanan optisi dan/atau pelayanan lensa kontak,

Alal Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atan implan ¥Ang
tidak mengandung ochai yvang dipunakan untuk mencegah, mendiaghosis,
menyembuhkan  dan  meringankan penyvakit, merawat orang  sakit,

memulihkan keschatan pada manusia, dan fatan membentuk struktur dan
memperbaild fungsi tuhuh,

Toke alat kesehatan adalah unit usahsa yang diselenggarakan oleh perorangan
atall badan untuk melakulkan kegiatun penpadaan, penyimpanan, penvaluran

alat kesehatan tertentu secara eceran sesyai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pedagang Eceran Obat adalah arang atau badan yang memilild izin unnik

menyimpan obat-obat bebas dan obat-ohat terbatas (daftar W) untulk dijual
eceran di tempat tertentu,

Usaha Mikro Ohat Tradisinnal adalsh usaha yang hanyva membuat sediaan

obat tradisional dalam beniuk param, tapel, pilis, cairan ohat laar dan
rajangan

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan
dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanalkan upaya kesehatan.

.Dokter dan Dokter Gigi adalash  Tulusan pendidikan  kedokteran  atay

kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh
Pemerintah Republik  Indonesia  sesuai dengan  peraturan  perundang-

undangan.

Peketjaan kefarmasian adaluh pembuatan  termasuk pengendalian mutu
sediaan farmasi, pPeEngamanan, pengadaan, penvimpanan dan pendistribisian
alau enyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,

pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan nbat

Tenaga kefarmasian adalah tenaga yYang melakukan pekerjaan kefarmasian,
yang terdirl atas apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah
mengucapkan sumpah jabatan apotelker,

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenapa yang membantu apotelker dalam
menjalankan pekerjaan kefarmasian, vang terdid atas Ssarjana Farmasi, Ahli

Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten
Apoteler,

Perawat adalah seseorang yung telah lalus pendidikan perawat baik di dalam

maupun di luar negeri sesuai dengan perafuran perundangan-undangan.

Bidan adalah seorang perempuan yeng lulus dari pendidikan bidan yang telsh

teregiztrasi sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.

Refraksionis Optisien adalah setiap orang vang telah lulus pendidikan refralksi
optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Optometris adalah sctiap orang ¥ang telah lulus pendidikan optometri sesuai
dengan ketentusn peraturan perundang-undangan.

Fisioterapis adalah segeorang vang telah Iulus pendidikan hsioterapi sesuai

dengan peraturan perundan g-undangsn yang berlakuy,
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Figioterapi adalah bentuk pelavanan  kesehatan yang ditujukan kepads
individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara  dan
memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan
MeEngEunakan penanganan secara manual, pEniﬁgkalun gerak, peralatan
(fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi,

Terapis Gigi dan Mulut adalah scliap orang vang telah lulus pendidikan

kesehatan gigl, perawat glgi atau terapis gigi dan mulut sesisi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara,
obal dan pengobatnya ¥Ang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan Lurin
temurun, dan ataun pendidikan /pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan
norma yang berlaku dalam masyaraloat,

Obat tradisional adalah bahan atag ramuan bahan yang berupa bahan
tumbuhan, bahan hewsn, bahan rmineral, sedisan sarian (galenik] atau
campuran bahan tersebut vang secars turun temurun telah digunakan untulk
pengobatan berdasarkan pengalaman.,

. Pengobat tradisional adalah orang vang melakukan pengobatan tradisional

(alternatif), meliputi:

a. pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat urut,
patah tulang, sunat, dukun bayvi, refleksi, akupresuris, akupunkiuris,
chirapractor dan pengobat tradisional lainnya vang metodenya sejenis;

b, pengobat tradisional ramuan terdin dari pengobat tradisional ramuan
Indonesia (jamu}, gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan
pengobal tradisional lainnya yang metodenya sejenis:

. pengobat tradisional pendekatan agama;dan

d. pengobal tradisional supranatural terdin dari pengobat tradisional tenaga
dalam (prana), paranormal, reilky master, gigong, dukun kebatinan dan
pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis,

Pangan adalah sepala sesuatu yvang berasal dari sumber hayati dan air, haik
vang diolah maupun vang tidak diolah, yang diperuniukkan scbagai makanan
atau minuman bag konsumsi manusia, lermasuk bahan tambahan pangan,

bahan baku pangan dan bahan lain vang digunakan dalam proses penyiapan,

pengolahan, dan/atau pembuatan makenan atau minuman,

Pangan Olahan adalah makanan atav minuman hasil proses dengan cars

atau metode tertentu, denpan atan tanpa bahan tambahan,
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Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahasn pangan yang memiliki
tempat usaha di temnpat tingpal denpan peralatan pengolahan pangan manual
hingga sermi otomatis,

Pangan Produksi Industri Rumah Tangga Pangan adalah pangan olahan hasil
produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan delam lkemasan
ecerat dan berlabel.

. Pendidikan Anak Usia Dini adalah sualil upaya pembinaan vang ditujukan

kepada anale sejak lahir sampal dengan usia 6 [enam) tahun vang dilakukan
melalul pemberian rangsangan pendidikan untuk membaniu pertumbuhan

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjuat.

Pendidikan nonformal adalahk jalur pendidikan di luar pendidikan formal vang
dapat dilaksanalian secara terstruldur dan begjenjang,

Saluan Pendidikan nonformal adalah kelompok layanan pendidikan vang

menyeienggarakan program pendidikan nonformal.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwizata,

Pengusaha Pariwisata adalah orang alau sckelompok orang yang melakukan

kegiatan usaha pariwisata,

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha
hanya usaha simpan pinjam,

Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah anit usaha koperasi yang berperak di
bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi
vang bersanghkutan.

Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah
kantor cabang yang mewakili kanior Pusat dalam menjalankan kegiatan

usaha menghimpun dana dan penyvalurannya serta MEMPUTYal wewenang
memutuskan pemberian pinjaman,

kantor Cabang Pembanty Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan  Pinjam
Koperasi adalah kantor cabang permnbantu yang berfungsi mewakili kantor
cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dans dan
penvalurannya serta MEmMPUnyal Wewonang menerma Permohonan pinjaman

tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian mnjaman.
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah

kantor kas yang berfungsi rmewakili kantor cabang dalam menjalankan
kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
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Pendaflaran Penanaman Modal Dalam Negeri adalah bentuk persetujuan
Pernerintah Daerah vang harus dimiliki oleh perusahasan yang akan mernulai
usahanya, berupa:

a1, Pendaltaran Penanaman Modal Dalam Negeri Baru, untuk:

1] pendirian usaha baru:

2) penambahan bidang usaha baru:

4} penambahan lokasi usaha baru:

4l penambahan kapasitas produksi di sekior industri untuk perluasan
usaha:

5) penambahan jenis usaha pada hidang usaha yang sama di luar sektar
industri;

6} perubahan atas data vang tercantum dalam Pendaltaran Penanatnan
Muodal; danfatau

7] perubahan lokasi provel.

b. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri Alih Status dari Penanaman
Modal Asing ke Penanaman Modal Dalam Negeri; dan

c. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri Perubahan sehubungan
dengan perubahan atas data:
[} nama perusahaan;
4) Nomor Pokek Wajit Pajale
3) alamart kantor pusat; dan Jfatau
4 penyertaan dalam modal perseroan  sepanjang belum memiliki Izin
Usaha/lzin Perluasan.

Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri adalah izin yang wajib dimiliki
perusahaan untuk memulai produksi/onerasi kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan, meliputi juga Perluasan untulk Penanaman
Medal di Sektor Industr, Penggabungan Perusahasn dun Perubahan lzin
Usaha, termasuk Penanaman Maodal pada bidang usaha tertenty yang dapat
langsung diberikan Izin Usaha tanpa melalui Pendaftaran Pensanaman Madal,
dengan  ketentuan : telah berbadan usaha Indonesin denpan bataszan
kepemilikan  saham  sesyaj dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan, telah memililki Nomor Pokolk Wajib Pajak dan telah Mmengasal
kanteor/tempat usaha dengan  kriteria bidang usaha yang lidak memerhukan
kegiatan konstruksi: atay bidang usaha yang tidak memerlulan fasilitas
pembebasan bea masulk atas npor mesin/ barang modal,

lzin Mendirikan Bangunan adalah izin tertulis yang diberiken Pemerintah
Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun  baru, mengubah,
memperluas, mengurangi dan/atau merawar bangunan.
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Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi adalah izin mendirilan

bangunan vang diberikan oleh Pemernptah Dacrah kepada pemilik menara
telckomunikasi  untuk membangun  baru  alau menpgubah  menara
lelekomunikasi.

Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan adalah izin tertulis yang
diberikan Pemerintah Daerah kepada pengembang untuk melalssanaan
pembangunan dan pengembangan perumahan,

Surat lzin Tempat Usaha adalah iwin teriulis vang diberikan Pemerintah
Dacrah kepada perorangan atau badan atas penyvelenggaraan tempat usaha.

Surat Izin Usaha Perdagangan adalah izin tertylis vang diberikan Pemerintah
Dacrah kepada perorangan atau badan untulk melaksanakan kegislan usaha
perdagangan.

Tanda Daftar Perusahaan adalah surat tanda pengesahan yvang diberikan

Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan yang telah melakulan
pendaftaran perusahaan,

Tanda Daftar Gudang adalah surai tanda dallar yang yang diberikan
Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan yang berlaku sebagai

bukii bahwa gudang tersebut telah didafiar untuk dapat melakukan kegiatan
sarana distribusi,

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba adalah bukti pendaftaran prospekius
penawaran waralaba yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan
atau badan, sebagui;

A. penetima waralaba dari waralaba dalam negeri:

b. penerima waralabsa lanjutan dari waralaba dalam negeri; alau

c. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.

Izin Usaha Industri Kecil adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah

Daerah kepada perorangan atau baden untuk melakulan kegiatan usaha
industri kecil, kecuali untul: -

a. industri sirategis;

=3

- Industri teknologi tingsi:

. industri minuman beralkohaol:

industri yang terlkait langsung dengan pertahanan dan keamanan:
- iIndustrni yang berdampak penting pada lingkungan; dan

industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal

1 B = .

yang menggunakan modal asing, vang berasal dar pemerintah negara lain,
yang didasarkan perjanjisn yang dibuat oleh Pemenntah Pusat dan
pemerintah negara lain,
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Izin Usaha Industri Menengah adalah izin lertulis yang diberikan Pemerintah
Daerah kepada perorangen atau badan untuk melakukan kegiatan usaha
Indusiri Menengah, kecuali unruk industri sebagaimana dimaksud pada
angka 139 huruf a sampai dengan T,

lzin Usaha Imdusid Menengah harus berada di kawasan industri atau dapat

berada kawasan peruntukan industri dengan ketentuan ¢

a, belum ada Kawasan Industri atau telah memiliki Kawasan Industri tetapi

seluruh  kaveling Industri daism  Kawasan Industrinya telah habis:

dan/fatau

b.termasuk  klasifikasi  Indusis menengah  yang  tidak  berpotensi
menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak  luas
dan/atau Industri ¥ang menggunakan Bahan Baku khusus dan fatau

proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang ditelapkan oleh
Menter].

Izin Perluasen Industri adalah izin yang diberikan kepada Perusabaan

Industri untuk melakukan Perliazan.

. Tanda Daftar Industri adalah keterangan tertulis vang diberikan Pemerintah

Diaerah  kepada prrorangan  atan  badan  yang  melakukan pendirian
perusahaan indusin kecil, dengan kriteria:

a. nilai investasi perusahaan sampai dengan Rp. 200,000,000 - [dua ratus juta
rupiah) tidak rermasuk tanah dan bangunan lempat usaha, sebagaimang
dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomar 41/ M-IND/
PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha

Industri, Lxn Perluasan dan Tanda Diaftar Industri: dan fatay

b, bukan merupakan industei Fang mengolah dan menghasilkan bahan
beracun dan  berhahaya (B3], industdi minuman Beralkohol, industri

teknologl tinge vang stralegls, industr kertas berharga dan industri senjata
dan amunisi,

lzin Reldame adalah izin tertulis vang diberikan Pemerintah Daerah kepada

Perorangan alau badan unnglk menyelengearakan reklame.

Jzin Penelitian  adalah izin yung diberikan Pemerintah Daerah kepada

Perorangean atau badan untuk melakukan kKeglatan penelitian.

Izin Usaha Jasa Konstrulsi adalah izin tertulis yang diberikan Permeorintah
Daerah kepada badan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstrulesi,
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Tanda Daftar Usaha Orang Persenrsngan Jasa Konstruksi adalah tanda buldti
pendaftaran vang diberikan Pemerintali Daerah kepada usaha perorangan
yang melaksanakan usaha di bidang jasa konstrulsi,

Persetijuan ANDAL LALIN untuk Jalan Kabupaten adalah persetujuan alas
dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.

[zin Penvelenggaraan Anglutan Orang dalam T rayek adalah izin tertulis Yang
diberikan Pemerintab Daerah kepada badan untuk penyelenggaraan angkulan
orang dalam trayek dalam daerah kabutpaten, vang meliputi : angkutan
perdesaan dan perkotaan.

lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Travek adalah izin tertulis
vang diberikan Pemerintah Dacrah kepada badan untuk penyelengearasn
angloatan orang tidak dalam Irayek dalam dacrah kabupaten, yang meliputi :
angkutan orang dengan taksi, angkutan orang dengan tujuan terfentu,

angkutan orang keperluan pariwisata dan angkutan orang di kawasanm
terteniu,

-lzin Usaha Anglatan Sungai adalah izin tertulis vang diberilkan Pemerintah

Daerah kepada badan untuk melaksanakan usaha angkulan sungai.

Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya adalah izin tertulis yang diberikan
Pemerintah Daerah dan wajlb dimiliki oleh perusahaan perkebunan untuk
melakukan usaha budidaya perkebunan, dengan kriteria luas lahan 25 [dua
puluh lima) hektar atau lehih, sehagaitnana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Pertanian Nomor QB;PE:RMET*ITAN,-’DT-M'I}jleﬁﬂlﬂ tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana lelah boeberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menlerd Pertanian  Nomor 21 /PERMENTAN/KB.410/6/
2017 tentang Perubahan Kedug Alag Peraturan Menleri Pertanian Nornor

QEHPEEI'UIEI‘WHNI{}T 140/942013 tentang  Pedoman  Perizinan Usaha
Petkebunan.

-Izin Usaha Perkebunan untulk Pengolahan adalah izin tertulis yang diberikan

Pemerintah Daerah dan wajib dimilild oleh perusahasn perkebunan untuk
melakukan kegiatan usaha induscd pengolahan kelapa sawit, teh dan teli,
dengan kriteria paling rendah:

a. kelapa sawit © 5 ton tandan buah segar/jam, dengan produk: Crude Palm
CHl [CPOY; inti sawit: tandan kosong, cangkang: danfatau
seral dan slude;

b. teh hijau + 1 ton pucuk segar/ hari:

C. teh hitam  : 10 ton pucuk scgar/hari: atan
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d. tebu » 1.000 ton tebu/hari dengan produk: gula kristal putih,

sebagaimana  dimaksud  dalam Feraturan Menterd Pertanian  Nomor
9B/PERMENTAN /OT.140/%/2013 tentang  Pedoman  Perizinan  Usaha
Perkebunan  sebagaimana  telah beberapa kali diubah  terakhir dengan
Peraturan  Menteri  Portanian Nomor 21 /PERMENTAN/KB.410/6/2017
lentang  Perubahan Kedus Atas  Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor
95/PERMENTAN /0T, 140/9/2013 tentang  Pedoman  Perizinan  Usaha
Perkebunan,

Tzin Usaha Perkebunan adalah izin tertulis yung diberikan Pemerintah Daerah
dan wajib dimiliki perusahesn perkebunan untuk melakukan kegiatan usaha
perkebunan sceara terintegrasi, yang memenuhi kriteria yang diwajibkan
mermiliki Tzin Usaha Perkebunan untuk Budidaya sebagaimana dimaksud

pada angka 151 dan lzin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan sebagaimana
dimaksud pada anglka 152,

Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi adalah izin tertulis yang
diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimilild perorangan atau badan untuk
melakukan usaha proses produksi, dengan kriteria;

a. luas lahan 25 (dua puluh lima) hekiar atay lebih; dan/atau

b. menggunakan tenaga kerja tetap 10 {sepuluh) orang atau lehih,

sebagaimana dimaksud  dalam Feraturan Menteri Pertanian Nomor

29/PERMENTAN /OT. 140 /6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya
Tanaman Pangan,

Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen adalah izin tertulis
yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh perorangan atay
badan untuk melakukan usaha prnanganan pasca panen, dengan kriteria:

4. pemanaenan ¢ 1 hektar/jam atan lebih;
b. kapasitas terpasang;

I} pengeringan dan penggudangan padi - S ton/hari atau lebih:
2] pengeringan dan penggudangan jagung ¢ 50 ton/han atau lebih:

4] pengolahan jagung ¢ 2 ion/jam atau lebih;
4 pengeringan dan pengpudangan : 30 ton/hari atau lebihk:
3 pengolahan kedele : 2 lon/hari atau lebih:
%) penanganan pasca panen ubi kayu t B ton/hard atau lebihe
7] usaha chip/gaplek ubi kaya 0 2 lnfhan ataa lebih;
8) usaha tapioka ubi kayu : Zton/hari atau lebih:

4] usaha repung kasava uhi kayu : 2 ton/hari atau lebih;
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10} usaha tepung fermentasi ubj kavn r 2 ton/hari atan lebih:

11} penanganan pascs panen dan + b lon/hari atau lebih;
pengolahan ubi jalar
14] usaha tepung ubi jalar . 2 ton/hari atau lebih:
13) pengolahan kacang hijau . Jdton/hari atag lebih;
dan fatau
14} pengolahan tepung sorpum 3 ton/jam atau lebih:
¢. distribusi dan pemasaran hasil 9 ton/hari atay lebih;

d. mempunyai hasil penjualan tahunan Rp. 2.500.000.000.- (dua milvar lima
ratus juta rupiah) atau lehih; dan fatau

©. menggunakan tenaga ketja tetap 10 {2epuluh) orang atau lebih,

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan  Menteri  Pertanisn  Nomar

J9/PERMENTAN /T, 140/6/2010 tentang Pedoman Perizing n Usaha Budidaya
Tanaman Pangan.

-lzin Usaha Budidaya Tanaman Pangan adalah izin tertulis vang diberikan

Pemcrintah Daerah dan wajib dimiliki aleh perorangan atau badan untuk
melakukan usaha keterpaduan tanaman pangan, yang memenuhi keiteria
yang diwajibkan memiliki [zin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi dan
Tzin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen.

Izin Usaha Budidaya Hortikultura adalah izin lertulis yvang diberikan
Pemerintah Dacrah kepada PEFOTATIEAN petani, organisasi petani atau badan

untuk melakukan usaha budidaya hortikultura menengah atau usahs
budidaya hortikultura hesar.

lzin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberiken Pemerintah Daerah

dan wajib dimilild oleh perurangan atau badan untuk melakulkan usaha
petemalkan, dengan kriteria;

4, ayam ras petelur b lebih dari 100000 ekor indulg
b, ayam ras pedaging : lebih dari 15.000 ekor produksi/siklus:
c. itik, angsa dan/atau ¢ lebih dari 15.000 ckar CHIMPUran;

entok

d. kalkun t lebth dari 10,000 ckor CATTIPLIrAD;

¢. burung puyuh b lebih dari 25.000 ekor campuran;

f. burung dara i lebih dari 25.000 skor campuran’

g. kambing dan/atau ¢ lebih dari 300 ekor campuran:
domba

h. sapi potong tlebih dari 100 ekor campuran:

1. sapi perah : lebih dari 20 ckor campuran;
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J- kerbau : lebih dari 73 ekor campuran;

k. kelinei : lebih dari 1,500 ekor campuran: atau

L. rasa . lebih dari 300 ekor,

sebagaimana dimaksud dalam Kepultusan Menteri Pertanian Nomor 404 f

Kpts/OT.210/6 /2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha
Peternalan.

Izin Usaha Depo/Petshop Obat Hewan adalah izin tertulis vang diberikan

Pemerintah Daerah kepada prrorangsn atau badan untuk melakukan usaha
depa atau petshop obat hewan.

Tzin Usaha Toko Obat Hewan adalah izin tertulis vang diberikan Pemerintah

Daerah kepada perorangan atau badan untuk melakukan usaha toke obat
hewan.,

Izin Diokter Hewan Praktik adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah
Daerah kepada dokter hewan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan
hewsn meliputi pelavanan Jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan

pengujian veteriner, jasa medik veleriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan
hewarn,

Izin Tenaga Kesehatan Hewan adalah izin tertulis vang diberikan Pemerintah

Daerah kepada sarjana kedolkteran hewan dan/atau paramedik veteriner yang
terlibat dalam pelavanan jasa medik veteriner,

lzin Pelayanan Jasa Medik Veleriner adalah izin tertulis vang diberilan

Pemerintah Daerah untul melaksanakan pelayanan jasa medil veteriner,

Sural lzin Usaha Perikanan Budidava adalah izin tertylis vang diberikan
Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan untuk melakukan usaha
budidaya perikanan kecuali pembudidays ikan-kecil, Pemerintah, Pemerintah
Daerah, alau  perguruan  tngsi  untuk kepentingan  pelatihan  dan
peneliltian /eksplorasi perikanan. meliput -

a. surat Izin Usaha Perikanan Pembenihan;

b, Burat Tzin Usaha Perikanan Pembesaran; dan

¢. Surat lzin Usaha Perikanan Pembenihan dan Pembesaran.

Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Dacrah Kabupaten adalah igin tertulis
yang diberikan Pemerintah Daerah kepada organisasi /kepanitiaan yang akan
meiaksanakan usaha pengumpulan sumbangan dalam bidang sosial;
pendidikan; kesehatan; olahraga; agama/kerokhanian; kebudayaan; bidang
kesejahleraan sosial lainnya vang lidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan progrem Pemerintah dalam bidang kescjahteraan
sos1al.
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Perpanjangan lzin Mem pekerjakan Tenaga Eerja Asing adalah Perpanjangan

Izin tertulis yvang diberikan kepada pemberi kerja Tenags Kerja Asing.

Izin Lembaga Pelatihan Kerja adalah bukii tertulis yang diberikan Pemerintah
Daerah kepada Tzin Lembaga Pelatihan Keda Swasta yang menyelenggarakan
pelatihan kerja bagi masyvarakat urmnum.

[zin Lembaga Penempatan Tenapa Kefa Swasta dalam Ll {saiu] Daerah
Kabupaten adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintab Daerah kepada

Lembaga FPenempatan Tenags Kerja Swasta untuk menvelenggarakan
pelayanan penempatan tenaga kerja,

Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas © dan Kelas [3 adalah izin tertulis yang
diberikan Pemerintah Daerah kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah
Alau badan jang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi
bangunan vang telah ada untulk menjadi Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D,

[2in Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas [ adalah izin tertulis vang
diberikan Pemerintah Daerah kepada penvelenggara/pengelola rumah sakit

untuk menvelengzarakan pelavanan keschatan di Fumah Sakit Kelas C dan
Kelas D,

LAn Operasional Puskesmas adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintlah
Daerah kepada Puskesmas untuk menvelenggarakan pelavanan kesehatan,

Izin Mendirikan Klinik adalah izin teriulis vang diberikan Pemerintah Dacrah

kepada perorangan, badan atau instansi Pemerintah,/ Pemerintah Dacrah
untuk mendirikan klinik.

Izin Operasional Klinik adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah
kepada pemegang Izin Menditikan Klinik untuk menyelenggarakan pelavanan
kesehatan di klinik,

Surat Izin Apotck adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah
kepada apotelker untuk mendirikan apotel.

Izin Laboratorium adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah

kepada  perorangan  atau  badan  untuk menyelenggarakan  pelayanan
laboratorivm,

Izin Penyelenggaraan Oplikal adalah izin tertulis vang diberikan Pemerintah
Dacrah kepada perorangan atau badan untuk menyelenggarakan optikal.
Izin Toko Alat Keschatan adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah

Daerah kepada perorangan atau badan untuk metiyalurkan alat kesehalan
tertentu dan dalam jumlah terbalas,
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Izin Toko Obat adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada
pedagang cceran obat untuk menyimpan  obat-obat bebas dan obat-ohat

terbatas {daftar W) untul dijual secarn eceran di tempat ferteara scbagaimana
lercantum dalam surat izin.

lzin Usaha Mikro Obat Tradisional adalah  izin tertulis vang diberikan

Pemnerintah Daerah kepada badan usaha atay perorangan untuk menjalankan
usaha mikro obal tradisional

Surat Izin Praktik Dokter adalah bukt tertulis yvang diberikan Pemerintah

Dacrah kepada dokter dan dokter gigl yang akan menjalankan praktik
kedokteran,

Surat Izin Praktik Apoteker adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker
untuk dapat melaksanakan prakiik kefarmasian pada fasilitas pelayanan

kefarmasian dan melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi

atau fasilitas distribusi atau penvaluran.

Surat Izin Praktik Tenega Teknis Kefarmasian adalah sural izin praktik yang
diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan

peleerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian,

Surat [zin Praktik Perawat adalah bukii tertulis pemberian kewenangan untulk
menjalankan prakiik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa

praktl mandiri.
Sural lzin Kerja Perawat adalah bukti teriulis pemberian kewenangan untuk

menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar
praktik mandiri.

Surat lzin Kerja Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis pemberian

kewenangsn untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien pads fasilitas

pelayanan kesehatan,

Surat Izin Praktik Bidan adalah bukii tertulis yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah kepada bidan sebapai pemberian kewenangan untuk menjalankan
praktik kebidanan.

Surat lzin Kerja Oplometris selanjutnya adalah bukti tertulis pemberian

kewenangan untuk menjalankan pekerjaan  optometris  pada  fasilitas
pelayanan kesehatan.

Sural lzin Praktik Fisiotcrapis adalah hukti tertulis vang diberikan kepada
fisioterapis untuk menjalankan pralktik fisiotcrapi.
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Surat Izin Praktilk Terapis Gigi dan Mulut adalah bkt tertulis pemberian
kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian terapis gipl dan mulut.

Surat Terdaftar Pengobat Tradisional adalah bukt teriulis vang diberikan

Pemerintah Daerah kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan
pendaftaran.

Surat Izin Pengobat Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan
Pemerintah Daerah kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dileaji,

diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagl keschatan,

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah jaminan tertulis
¥ang diberikan oleh Pemerintah Daersh terthadap pangan produksi Industri
Fumah Tangga Pangan vang telah memenuhi persyaratan dalam ranglka
peredaran Pangan Produksi Industd Rumah T angea Pangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah lzin Pendirian yang
meliputi ; Taman Kanak-Ka nak, Taman Kanak-kanak Luar Biaza, Kelompok
Bermain, Taman Penitipan Anale, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan
& (enam) tahun secara mandid atan lerintegrasi dengan berbagal lavanan

kesehatan, gizi, keagamaan, dan arau kesejahleraan sosial.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal adalah lzin Pendirian yang
meliputi : Lembaga Kursus, Kelompolk Belajar, Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat. Muajelis Taklim: dan Satuan Pendidikan NemFormal scjenia yang
terdini atas atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan
belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masvarakar dan ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Nonformal dan Informal.

Tanda Daltar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diberikan kepada

Penpusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha patiwisata,
melipiat;

n. Bidang Usaha Daya Tarikk Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik
wisala alam, dava tarik wisata budaya, dan/atan dava tarik wisata

buatan/binaan manusia, vang meliputi Jenis Usaha;

1) Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan
tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang

bersumber dari air pepunungan, di darat maupun tepi laul;

<] Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfastsan dan pelestarian goa untuk

tujuan pariwisais;




3} Pengelolaan Peninggalan  Sejurah  dan Purbakala adalah usaha
penyediaan sarana dan prasarana dalam ranglea kunjungan wisata ke
situs  cagar  budaya dan/atau  kawasan cagar budaya dengan

memperhatikan  aspelk pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan;

4) Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas,
serla kegiatan pameran capar adaya, benda seni, koleksi dan/atan
replika vang memilild fungsi cdukasi, rekreasi dan fiset untuk
mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai

pelestarian, denpan tijusn uniuk memperoleh keuntungan;

5] Pengelolaan  Permukiman danfatau Lingkungan Adat adalah usaha
penyediaan tempart dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke

kawssan budaya masvarakat tradisional dan Jfatau non tradisional:

§] Pengelolaan  Objek  Ziarakh  adalah usaha penyediann =sarana  dan

PTasarana kunjungan wisata ke tempat-ternpat religi; dan

T} Wisata. Agro adalah usaha permanfaatan dan pengembangan pertanian
vang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan,

perternakan, dan/atau perikanan darat unngk nyjuan pariwisata,

- Bidang Usaha Kawasan Pariwizara sebagai usaha pembangunan dan [atau

pengelolaan  kawasan untuk memenuahi kebutuhan pariwisata sesyai

pPeraluran perundang undangan,

> Bidang Usaha .Jasy Tratsportasi Wisata sebagai usaha  penvediaan

angkutan untuk keburuhan dan kepiatan pariwisala, bukan anglkutan

transporlasi reguler /umum, yang meliputi Jenis Usaha:

1) Anglkutan Jalan Wisata adzlah usaha penyedisan anglatan orang untuk
kebutuhan dan kegiatan pariwisata:

2] Angkutan Wisala denpan Kereln Api adalah usaha penyediaan sarana
dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan
panwisata;

3 Angloatan Wisata di Sungai dan Danau  adalah usaha penyediaan

angkulan wisata dengan menggunakan kapal vang dilakukan di sUnNgai
dan danau untuk kebnituban dan kegiatan pariwisata:

4 Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah vsaha penyediaan angkutan
laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan  pariwisata, bulkan
angkulan transportasi regulerfurmum, di wilayah perairan Indoncsia sesual

dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan




3] Anglatan Laut Infernasional Wisata adalah usaha penyediaan angkutan
laut internasional untuk kebutuban dan kegiatan pariwisata, bukan

angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangun.

- Bidang Usaha .Jasa Perjalanan Wisata adalalh usaha penyelenpgaraan

perjalanan wisata, vang meliputi Jenis Usaha;

1) Biro Perjalanan Wisata, adalah usaha penyediaan jasa perencanaan
perjaianan dan/atau jasa pelayanan dan penyelengoaraan pariwisata,
termasuk penvelenggaraan perjalanan itbadah; dan

2] Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jAsa pemesanan sarana, scperti

pomesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dolkumen
perjalanan.

- Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah ussha penyediaan
makanan dan  minuman  yang dilengkapi  dengan peralatan  dan
perlengkapan untuk proses  pembuatan,  penyimpanan dan/atan

penyajiannya, vang meliputi Jenis Usahas

1} Festoran adalah ussha penyediaan makanan dan minuman yang
dilengkapi dengan peralatan dan periengkapan untuk proses pembuatan,
penyimpanan  dan penyajian, i suaty tempatl  tetap yang tidak
berpindah-pindah;

2} Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang
dilengkapi dengan peralatan  dan perlengkapan  untuk  proses
penyimpanan dan  penvajian, di  suatu tempat letap vang  tidak
berpindah-pindah:

4) Kafe adalah usaha penvediaon makanan ringan dan minuman ringan
yvang dilengkapi dengan peralatan dan perlenglkapan untuk proses
pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajisnnya, i dalam 1 (satu)
tempat letap yang tidak berpindah-pindah:

4] Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,
penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang dinginkan
oleh pemesan; dan

3) Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penvediaan tempat dan fasilitas

untuk restoran, ramah makan dan/atau kafe vang dilengkapi dengan
meja dan kurst,




[ Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penvediaan pelayanan
penginapan untuk wisalawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan

pariwista lainnya, yang meliputi Jenis Usaha:

1] Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa karnar-
kamar di dalam 1 [salu] atau lebik bangunan, termasuk losmen,
penginapan, pesanggrahan, vang dapat  dilengkapi dengan  jasa
pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas
lainnya;

2) Kondominium Hotel adalah usahsa penyediaan akomodasi secara harian
berupa unit ksmar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola
oleh usaha fasa manajemen hotel:

3) Apartemnen Servis adalah usaha penyvediaan akomodasi secara harian
berupa unit hunian dalam 1 [satu} atau lebih bangunan, Bumi
Perkemahan adalah useha penvediaan akomodasi di alam terbuks
dengan mengunakan tenda;

4) Persinggahan Karavan adalah 1saha penyedinan tempat di alam terbuka
yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan [asilitas menginap

dalam bentuk karavan:

5] Vila adalah usaha penvediaan akomodasi beripa penyewsan bangunan
secara keseluruhan untuk jangka walktu tertentu, lermasuk cottage,
bungalow, gues! house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat

dilengkapi dengan sarana hiburan dan fazilitas penunjang lainnya;

6] Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa ba nEguUnan
rumah tinggal yang dihuni oleh pemilikbnya dan dimanfastkan sebagian
untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan
untuk berinteraksi dalam kehidupan  sehari-hari  pemiliknya, yang

dimiliki oleh masyarakal setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi
lokal;

7) Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyvelenggaraan

pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daye manusia, dan

pemasaran dari suatu hotel:

8) Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyvediaan akomodasi
berupa bangunan hunian wisata warga senjor yang dilengkapi sarana
kesehatan dan fasilitas rendukung lainnya sesuai kebutahan Warga

Beniog:




9] Fumah  Wisata adalah  usaha pengelolaan  dan/atau  penyvediaan

akomodasi secara harian berupa  bangunan ramah tinggal yang
disewakan kepaca wisatawan: dan

10} Usaha Motel adalah wusaha penyvediaan  akomodasi secars  harian
dan fatan sckurang kurangnva 6 fenam) jam herupa kamar-lkamar yang
dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi
fasilitas rmakan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama

dengan tujuan memperoleh keuntungan.

g. Bidang Usaha Penyelenggarasn Kegiatan Hiburan dan kRekreasi adalah
usaha penvelengearaan kegiatan herapa usaha seni perlunjukan, arena
permainan, karaoke, serlg kegiatan hiburan dan rekreasi lainnva yang

bertujuan untuk pariwisata, vang meliputi Jenis Usaha:

1) Gelanggang Rekressi Dlahraga adalah usahs ¥ang menvediakan tempat
dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan;

2] Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untyk
melakukan  kegiatan semi atay  menonton karva seni dan/atau

perfunjukan seni, melipati :

a) Sanggar Scni adalah usaha penyediaan temuvar, fasilitas dan sumber
daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi

pemenuhan kebuluhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;

b) Galeri Seni adalah wusaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk
memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan  mempromosikan
karya seni, kriva dan desain serta pelaku seni untuk mendulkung
pengembangan  pariwizaty dengan memperhatikan nilai pelestarian

seni budava dan kreativitas: dan

¢| Gedung Perlunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam
raangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas
penampilan karva seni.

3 Wisata Eksirim adalah ysaha vang menyediakan tempat danfatau
fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata vang beresiko
linggi:

4} Arcna Permainan adalah usahs vang menvediakan tempat dan fasilitas

untuk bermain dengan ketanglkasan;

5) Taman Rekreasi adalah usaha ¥ang menycdiakan tempal dan fasilitas
untuk berelreasi dengan bermacam-macam Atraksi, termasuk juga

Taman Bertema adalah uszahsa yang menyediakan tempatl dan fasilitas




untuk berckreasi dengan | (satu] atau betmacam -macam tema dan
mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunijung dan

kreativitas serta memiliki [ungsi edulkasi;

&) Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyl

dengan atau tanpa pemandy laga;

7] Jasa Impresaciaty Promoter adalah usaha pengurasan penyelenggaraan
hitwran, berupa mendatangian, mengirimkan, mauapan mengembalikan
artis  danfatau  tokoh masyarakat di berbagai dang dar Indonesia
dan/atau luar negeri, serta melalomkan pertunjukan vang diisi aleh artis

dan/atau tokoh masyvaraka yang hersangkutan.

. Bidang Usahg Penyclengparaan Pertemuan, Perjalanan Insentil, Konferonsi
dan Pameran adalabh usahs pemberian  jasa bagi suatu pertemuan
sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra
usaha scbagai imbalan atas Prestasinya, scrta penyelenggaraan pametan
dalam rangka penvebarluasan mformasi dan promosi suatuy barang dan

Jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

. Bidang Usaha Jasa Informasi Pa nwilsata adalah usaha penyediaan data,
berta, feature, foto, video dan hasil peneliian mengenai kepariwisataan
yang disebarkan dalam bentuk bahan oetak tlan/atau elektronilc.

- Bidang Usaha Jasa Konsulian Pariwisats adalah usaha penyediaan saran
dan rekomendasi mengenai studi kelavakan, perencanaan, pengelolaan

usaha, penelitian dan noemasaran di bidang kepariwisataarn,

- Bidang Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penvediaan dan /atau
penpgoordinasian tenaga pomandu wisata uniuk memenuhi kebutuhan

wisatawan dan/atau kebubahan biro perjalanan wisata,

. Bidang Usaha Wisata Tirta adalah usaha penvelenggaraan wisata dan
vlahrags air untuk rekreasi, lermasuk penyediaan sarana dan prasarana
serta jusa lainnya yang dikelola secars komersial di perairan laut, pantai,

sungal, danau dan waduk, vang meliputi Jenis Usaha:

1) Wisata Aming Jeram adalah usaha poenyediaan berbagal sarana untulk
METgarung  sangal  berjeram  termasuk jasa  pemanduan, scrta

perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi:

2] Wisata Dayung adalah ysaha vang menvediakan fempat, fasilitas,
lermasuk jasa pemandu dan aktvitas mentdayung di wilayah perairan

untuk tujuan rekreasi:




d) Wisala Selam  adalah  usaha penyediaan  berbapai  sarana  uniuk
melakukan  penvelaman di bawah  atau i permulkaan  air dengan
mengrunakan peralatan khusus, termasak penyediaan jasa pemanduan

dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi;

4] Wisala Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk
kegiatan memancing di wilavah nerairen dengan menggunakan peralatan
khusus dan perlengkapan  kesclamalan  termasuk penyediaan jasa

pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan:

=) Wisata Selancar adalah usahs vang menyediakan  palet, [asilitas, dan
aktivilas untuk berselancar di wilayah perairan:

Of Wisata Olahraga Tirta adalab usaha ponyvediaan  sarana dan fasilitas

olahraga air di wilayah peraitan dengan rujuan rekreasi: dan

7) Dermaga Wisala adalah usaha terminal khusus danfatan terminal untulk
kepentingan  scndiri  untuk menunjang  kegiatan  pariwisata vang

menyediakan tempal, fasilitas, dan aletivitas bertambat kapal wisara,

m. Bidang Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan  lavanan
dengan metode kombinasi terapd air, terapl aroma, pijat, rempah-rempah,
layanan makanan /minuman sehal, dan olah aklivitas hisik dengan tujuan

menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan Iradisi dan

budaya bangsa Indonesia,

201 Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi/Unil Sunpan Pinjam Koperasi adalah izin
lertulis  yang diberikan Pemerintah  Daerah kepada koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggntzannyva dalam dacrah

untuk melaksanakan usaha simpan pitjam.

202, Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembaniu, Kantor Kas
Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah izin tertulis
yang diberikan Pomerintah Daerah kepada koperasi simpan pinjam /1imnit

simpan pinjam koperasi untuk membuka kantor Cabang, kantor cabans
pembantu dan kantor kas.

200, Retribusi  lzin Mendirikan Bangunan adalah  retribusi yang dipunguat
berdasarkan  Peraturan  Daerah tentang  Retribusi  Daerah,  aebagai

pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangutian,

204, Pajak Reklame adalah pajak vang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
tentang Pajak Dacrah atas setiap penyvelengparaan reklame,
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BARII
MAKSUD DAN TUJUAN

Prsal 2
Maksud pendelegasian kewenangan  perizinan  dan nonperizinan  kepada

Kepala DPM-PTSP adalash wuntuk memberikan  landasan  hukum
penyvelenggaraan pelayanan pada DPM-PTSP.

bragi

Tujuan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala
DPM-PTSP adalah;

a. meningkatlkan  kualilas pelavanan  publik  di bidang perizinan dan
nonperizinan; dan

b, meningkatkan dayva guna dan hasil funa penyelengparaan perizinan dan
nonperizinan,

EAB
RUANG LINGEUP

Pasal 3

Ruang lingkup pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada
Kepala DIPPM-PTSI meliputi:  penerimaan  dan/aran penolakan  berkas
permohonan, penerbitan dokumen isin dan nonizin, penyerahan dokumen izin

dan nomnizin, pembekuan, pencabutan den fatau pembatalan dokumen izin
dan nonizin,

Pendelepasian Fewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputs;

L. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeoer;

2. lzin Ussha Penanaman Modal Dalam Neger;

3. lzin Mendiikan Bangunan Rumah dengan Luas Lebih dard 150 Meter? dan

Bangunan bukan Rumah:

5

Tzin Mendirikar Bangunan Menara Telekomunikasi;

[zin Pembanpunan dan Pengembangan Perumahan;

o @

surat [zin Tempat Usaha dengan Luas Lebih dard 150 Meter®:

=1

Suratl [zin Usaha Perdaganpan Keeil, Men engah dan Besar,
2. Tanda Dallar Perusahsan untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar
dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih da 150 Meter®,

9. Tanda Daftar Gudang untuk Usaha Eevil, Menengah dun Besar dan/atau
Tempat Usaha dengan Luas Lebib dari 150 Meter?;

10, Burat Tanda Pendaltaran Waralaba:



11.
12,
13,
14.

17,
L8,
19

ar,
a8,
39,
40.

41,
42,
43,
44,

Izin Usaha Industri Eecil:
[zin Usaha Industog Menengah;

lzin Perluaszan Tndusi r;

Tanda Daftar Tndy stri;

. Izin Reklame nonhMikra:

16,

Izin Penelitian;

Izin Usaha .Jasa Konstrisksi:

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi;
Persetujuan AMDAL LALIN untuk Jalan Kabupaten:

- Izin Penyelenggaraan An gkutan Orang dalam Trayek;

+ Izin Penyelenggaraan Anpkutan Orang tidak dalam Trayek:
. lzin Usaha Anglaatan Sungai;

. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya;

- Izin Usaha erkebunan antulk Pengnlahan:

Izin Usaha Perkebunans

- [zin Usaha Tanaman Pangan Proses Produlkst;

- Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen;
- lzin Usaha Budidaya Tanaman Pangan;

+ Izin Usaha Budidaya Hortikultura:

. lzin Usaha Peternakan;

- Izin Usaha Depo/Petshop Obat Hewan:

32,
33.
34,

Izin Usaha Toko Obat Hewsn:
Imin Dokiter Hewan Irakiile

Lzin Tenaga Keschatan Hewan:

- Izin Pelayanan Jasa Medik WVeteriner;
36.

Surat Tzin Usaha Perikanan Budidaya;

Izin Pengumpulan Sumban gan dalam Daerab Kabupalen;
Perpanjangan [zin Mempeketjakan Tenaga Kerja Asing;
Lzin Lembagn Pelatihan Kerja;

Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam

Kabupaten

Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas ¢ dan Kelas Iy,
Tzin Operasional Rumah Sakit Kelas ¢ dan Kelas D
Izin Operasional Puskesmas:

Izin Mendirikan Klinik:

| [satu)] Daerah



409,
50.

- kzin Operasional Klinik;
46,
47,
48,

Surat lzin Apotek

Izin Laboratorium:

Izin Penyelenggaraan Optikal:
Izin Toko Alat Kesehatan;
Izin Toko Ohat;

- Izin Usaha Mikro Obat Tradisional:
o2
53.
S54.
53,
56.

Surat 1zin Praktik Dokier dan Dokier Crigi;
Surat Izin Praktik Apotcker;

Surat Izin Praktik Tenapga Teknis Kefarmasian:
Surat Izin Prakiik Pergwat:

Surat Izin Kerja Perawat:

- Surat [zin Iraklik Bidan;
al,
o9,
&0,
&1.
B2.
63,
64,
715
B,
67,
6f,
69,

Surat [zin Kerja Refraksionis Optisien;

Surat lzin Kerja Optometris;

Surat [zin Praktik Fisioterapis:

Surat [zin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

Surat Terdaftar Penpobat Tradisional;

Surat [zin Pengobal Tradisional:

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga:

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Drini:

lzin Pendirian Satuan Pendidikan nonFormal;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi/ Unit Simpan Pinjam Koperasi;dan
Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas
Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi,

BAB IV
STANDARISAS]

Bagian Kesatn
Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Neger

Pasal 4

(1) Persyaratan penerbitan Pendaftaran Penan aman Modal Dalam Negeri meliputi;

a. memenuhi - ketentuan tentang bidang usaha yang tertulup dan bidang




usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;

b. formulir permohonan sesuag dehgan Lampiran Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

c. identitas dan bulkti dirl pemohon:

1. fotokopl Kartu Tanda Penduduyl dan fotokopi Nomor Pokaok Wajibh Pajak
bagm pemohon perorangan, kecuali perorangan Indonesia yang berdormisili
di luar neperi, narmun kepadanva wajib melampirkan Paspor dan/atau
Permanent Residence vang dilegalisasi Kedutaan Besar Republik

Indonesia setempat; atay

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannya yang terakhir {apabila ada) bagi pemochon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahan/ persetujuan,/ pernberitahuan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan vang berbentuk
FPerseroan Terbatas dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan serta
fotokopi perixinan vang diriliki:

d. keterangan rencana penanaman modsl -

Luntuk industri, berupa diagram alir produksi (flowr chart of production)
yang dilengkapi dengan penjelasan detail urajan proses produksi dengan
mencantumkan jenis bahan beku hingga menjadi produk akhir; atau

Z.untuk sektor jasa, berupa uraisn kegiatan vang akan dilakukan dan
pPenjelasan produk jasa vang dihasilkan;
¢, dalam hal terjadi perubahan
1. Perizinan yang dimiliki (Rekaman Pendaltaran Penanaman Modal/lzin

Prinsip/Izin  Investasi/lzin Prinsip  Perluasan/Tsin = Usaha  dan
perubahannya {hila ada),

2. Keterangsn Rencana Penanarman Modal:

a) untuk indusiri, berupa diagram alir produksi (fow chart af production)
dilenglapi dengan penjelasan detail uraian proscs produksi dengan
mencantumkan jenis bahan balog:

bl untuk sekior jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan
penjelasan produk jasa yang dihasilkan:

¢) rekomendasi dari instansi Pemedntah teckait apabila dipersvaratkan:

dan




d) khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri,

melampirkan rekapitulasi kapasitas procdulesi.

3. Laporan Kegialan Penanaman Modal (LEPM) periode laporan terakhir

(untuk permohonan yang sebelumnya telah memiliki fzin);

[. asli surat pernvalaan bermetersi culup bahwa dokumen dan data YANZ
dizampaikan adalah benar dan

g asl sural kuasa bermetera cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabils pengurusantya tidak dilabukan secars langsung

oleh pemohon.

(2] Jangka waktu penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negern
adalah paling lama 2 (d ua| harl dengan perasyvaratan lengleap,

(3} Penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Neperi tidak dikenakan
biayva,
Bagian Kedua

Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

Pazul 3

(1) Persyaratan penerbitan Ixin Usahs Penanaman Modal Dalam Negeri meliputi:

a. formulir permohonan sesaai dengan Lampiran Peraturan Badan Roordinasi
Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 wntang Pedoman dan Tata Cara

Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal:
b. persyaratan umum, yaitu:
1. Azpek legalitas badan huloam:

a] Pendaflaran Penanaman Madal {/1zin Prinsip/lzin Tnvestasi/lzin Usaha

bila ada;

blakta pendirian perusahaan dan fatau perubashannyva  wvang  telah

mendapatkan pengesahan {perselujuan/pemberitahian dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Munusia: dan

c) Nomor Polkok Wajib  Pajak perusahaan  vang telah  dilakukan
Kenfirmasi Status Wajib Pajak sesusi dengan keientuan pEraturan

perandang-undangan.
2. aspek legalitas tempart kedudukan:

a| legalitas alamat kantor pusar perusahaan;



(2]

b] legalitas lokasi provek perusahaan; dan/atau

¢} berupa Akta Jual Beli (AJB)], sertifikar Hak Atas Tanah (HGB;/HGU),
perjanjian sewa menvews atau Perjanjian pinjam pakai untuk grup
perusahaan fafiliasi.

3. aspek legalitas lingkungan berupa dokumen Lingkungan Hidup; dan

4.bukti penerimaan LKPM periode  teralkhir gsecara  daring untuk
perusahaan vang sudah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/lzin

Prinsip/Izin Investasi,

- persyvaratan khusus, yvaitu:

L. rekomendasi dard kementerian flembaga pembina apabila dipersyaratkan
sesual dengan ketentuan bidang usaha: dan

2. dokumen pendulkung apahila dipersyaratkon sesuai dengan ketentuan

bidang usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
scktoral,

-asli sural pernyvatasn bermeterai culap bahwa dokumen dan data Vang

disampaikan adalah benar: dan

. asli surat kuasa bermeterai cukup dan iokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannyva tidak dilakukan secara langsung

oleh pemohon.

Persyaratan penerbitan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri tanpa

melalul Pendallaran Penanaman Modal rmeliputi ¢

=

b.

permohonan dilakukan secara daring melalui SPIPISE:

akta pendirian perusabasn dan/atay perubahannya yang telah mendapatkan

pengesahan/persetujuan/pemberilahuan dard Menteri Hukum dan Hak
Asas] Manusia;

- Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang telah dilakukan konfirmasi

status  wajib pajak sesusi denpan ketentuan peraturan  perundang-

undangan;

-legalitas alamat kantor pusat perusahaan berupa Akta Jual Beli [(AJB),

sertifikal Hak Atas ‘Tanah (HGB/ WG|, perjanjian sewa menyewsa atau

perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi:

-asli surat pernvatasan bermetersi cuktup babhwa dekumen dan data yang

disampaikan adalah benar; dan




f. asli surat kuass bermeters cukup dan fotokopi Kartu Tanda Pendudule

penerima kuasa, apabila pengurusannya tdak dilakukan secara langsung

oleh pemohean,

(3} Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Megeri adalah
paling lama 5 {lima) hand dengan persvaratan lengkap.

(4] Penerbitan lzin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri tidak dikenalean biaya.

Bagian Ketiga
Izin Mendirikan Bangunan Rumah dengan Luas Lebih dari 150 Meter®
dan Bangunan hukan Rumah

Pasal &

(1) Persyaratan pencrhitan lzin Mendivikan Bangunan Rumah dengan Luas Lebih
dari 150 Meter® dan Bangunan bukan Fumsh meliputi

&, permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cgq. Kepala Dinas

Fernanaman Modal dan Pelayanan Terpada Saty Pintu;
b. persyaratan dokumen administrasi:

L. identitas dan bukti diri pernohon:
a) folokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan: atay
b [otokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akia Pendirian
dan perubahannya vang terakhir [apabila ada) bagi pemohon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahan/ persctujuan; pemberitahuan dari
Rementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang

berbentuk Persernan Terbatas:

2. tanda bukti status kepemilikan hak aras tanah berupa fotolopi:
aj Sertipikal Hak Atas Tanah:
b} SPORADIK;
c} Akta Jual Beli; dan/atan
d} Perjanjian Perikatan Jual Beli disertai dengan bulkt pelunasan atau

Perjanjian sewa menvewa tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah.
3. data kondisi/ situasi tanah {letak/lokasi dan topografi);
4. data pemilik bangunan;
5. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam siatas sengketa;

6. fotokopi Surat Pemberitabuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan

dan/atau bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berkenaan;




(2]

[3)

7. fotokopi lzin Lingkungan bhagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan atau Upava Pengelofaan Lingkungan dan Upayva Pemantauan
Lingk ungan; dan

8. rekomendasi Camuat setempat;

persyaratan dokumen rencana teknis:

1. gambar rencana farsitekiur bangunan:

b2

- gambar sistem struktur;
3. gambar sistem utilitas;

£

- perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil
penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih:

wn

- perhitungan utilitas bagl bangunan gedung bukan hunian ramah tinggal;
dan

6. data penyedia jasa perencanaan bagi vang diu:-ajihl{n-m;

- pertimbangan dan persetujuan dari tim ahli bangunan gedung dan instansi

terkait sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk
pendirian bangunan gedung di atas/di bawah tanah, air atay sarana/
Prasarana umum, di daerah jaringan tranamisi listrik tegangan tingpi;

- perlimbangan dan persetujuan tim ahli bangunan gedung dan Badan

Penanggulangan Bencans Daerah untuk pendirian bangunan gedung i

wilayah yang berpotensi atau rawan bencana alam;

perselujuan ANDAL LALIN bagi yang termasuk kritoda vang diwajiblan

sesual ketentuan vang berlaku;

- tanda bukl kepesertaan BPJS Kesehatan /BPJS Ketenapakerjaan untuk Izin

Mendirikan Bangunan skala usaha;

-asli surat pornyataan bermmeterai cukup bahwa dokumen dan data vang

disampaikan adalah benar; dan

. asli surat lkuasa bermetorai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apahila pengurusannya tdak dilakukan secara langsung
eleh pemohon.

Jangka waktu penerbitan lzin Mendirikan Bangunan Rummah dengan Luas
Lebih dard 150 Meter® dan Banpunan bukan Fumah paling lama 5 (lima) hari
dengan persvaratan lengkap.

Penerbitan Izin Meandinkan Bangunan Rumah dengan Luas Lebih dari
150 Meter? dan Bangunan bulan Rumah dikenakan Fetribusi Tzin Mendirikan
Bangunan.




Bagian Keempat
Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

Pasul 7

{1) Persyaratan penerbitan lzin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi
meliput:

2. permohonan  tertulis  dialamatkan  kepada Bupati Cg. Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b, persyvaratan administrasi:

? B}

10.

identitas dan bulti diri pemeahon;

a) fotolkopi Kartu Tanda Fendudulk bagi pemohon perorangan; atau

b) fotolopi Kartu Tanda Penduduk penangming jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannya yang terakhir (apabila adal bagl pemohon badan,
vang dilengkapi dengan pengesahan/ persetujuan, pemberitahuan dari
Kemerterian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagl badan wyang

berbentuk Perseroan Terbatas;

- tanda bukii status kepemilikan hak atas tanah herupa folokopi:

aj Sertipikat Hak Atas Tanah;

b) SPORADIK:

o} Akta Jual Beli; dan fatau

dj Perjanjian Perikatan Jual Beli diserts dengan bukti pelunasan atau

PErjanjian sewa menyewa lanah atau perjanjian pemanfaatan tanah,

- surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengkets;

- fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan

dan/atau bukti sctoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berkenaan;

fotokopi Neomor Pokok Wajib Pajak ({atas nama pemohon wuntuk

pPErorangan atau alas nama badan untuk pemohon badan);

- Tekomendasi Camal setempal;
. Tekomendasi Kepala Desa/Lurah selempat;
- data pemilik bangunan;

- surat buku pencataian dari Bursa Efek Indonesia bagi penyedia menara

yang berstatus perusahaan terbulka;

rekomendasi dari instansi terkail khusus untuk kawasan vang sifat dan
peruntukannya memiliki karakteristik terteniy meliputi kawasan bandar

udara/pelabuhan; kawasan cagar budaya; kawasan pariwisata, kawsasan




hutan lindung: kawasan vang karema [ungsinva memilild  atau
memeriukan  tingkat keamenan dan kerahasioan  tingg dan fatan

kawasan pengendalian ketar lainnva.
1 1. informasi rencana penggunaan bersama menara:

12. persetujuan dari warga sckitar dalam radius sesuai dengan ketinpgian
menara;
13, izin genset dalam hal mengpunakan genset sebagai catu daya;
¢ persyaratan teknis, melipar;

1. gambar rcncana telmis bangunan menara meliputi:  situasi, denah,

tampak, potongan dan detail serta perhitungan strulktur:
2. spesifilkasi telnis pondasi menars meliputi data penyelidikan 1anah,
jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasul geotcknik tanah: dan

3. spesifika=i telniz strukiur atas menards, meliputi bebuan tetap (beban
sendirl dan beban tambahan), behan sementara [angin dan gempa),
beban  khusus, beban maksimum  menara vang dizinkan, sistem

konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap pelir,

il surat keterangun kesesusian faia cuar;

c. rekomendasi darl Organisasi Pera ngkat Daerah vang membidang urusan

bangunan;

f. dokumen linglungan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang lingkungan
hidup;

E-tanda bukti kepesertasn BRJIS Kesehatan {BPJS Ketenagakerjaan:

h.asli surat pernyvataan bermeterai cukup bahwa dolamen dan data yang
disampaikan adalah benar; dan

i. asli surar kuasa bermetersi cukup dan [otokopi Kartu Tanda Penduduk

pencrima kuasa, apabila penguruszannya tidak dilaloakan secara langsung
oleh pemohon.

(2] Jangka wakiu penerhitan T=in Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

(3}

paling lama 5 {lima) hari dengan persyaratan lenpkap,

Penerbitan lzin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dikenakan
Fetribusi Izin Mendirikan Bangunan,




Bapgian Kelima
Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Pazal &

(1} Persyaratan penerbitan I«n Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
rcliputi:

8.

.

permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;

fotokepi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendirian dan
perubshannya yang lerakhir [apabila ada) yang dilengkapi dengan
pengesahan /persetujuan/ pemberitahuan dan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia bagi badan vang berbentuk Perseroan Terbatas:

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama badan;

- Totokopi Tanda Daflar Perusahaan:

- fotokopi 1zin Lokasi untuk vang termasuk kriteda yang diwajibkan sesuai

dengan ketentuan vang berlaku:

proposal perencanaan pembangunan perumahan yang memuat paling
sedikit: 1] perencanaan dan perancangan 2] perencanaan dan perancangan
prasarana, sarana, dan utillas wnum perumahan ; 3] perolehan tanah:

dan 4) pemenuhan perizinan,

- tanda bukli status kepemilikan hak atas tanah berupa fotokopi:

1] Sertipikat Hal: Atas Tanah:

2] SPORADIK:

3) Akta Jual Beli; dan/atau

4) Perjanjian Perikatan Jual Beli disertai dengan bukti pelunasan atau

penanjian sewa menyewa tanah atan perjanjian pemanfaalan tanah.

fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan

dan /atau bulkti setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berkenaan:

sural pernyatasn bahwa (anah tidak dalam status sengketa;

- rekomendasi Camat setempat;

. rekomendasi Kepala Desa/Lurah sctempat,;

- site plan yang  disetujui oleh  Orpanisasi Perangkat  Dacrah  vang

membidangi urusan bangunan:

fotokopi Izin Lingkungan bagi vang wajib Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Upave Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pernantauan




(=]

()

(1]

Linglungan atau dokumen linglungan sesual ketentuan vang berlaku di
bidang linglungan hidup:

n. persetujuan ANDAL TALIN bagi ang termasuk kriteria yvang diwajibkan
4 Yang ]

sesual ketentuan vang berlaku:
o tanda bukti kepeseriaan DRJIS Keschatan /BPJS Ectenagalerinan;

p- 8sh surat pernvalaan benmetersi cukup bahwa dokumen dan datg Varg

disampaikan adalah benar; dan

. asli surat kuasa bermeterai cukup dan folokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kitasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan sceara langsung
oleh pemaohon,

Jangka waktu penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

paling lama 5 (lima) har dengan persvaratan lenghap,

Penerbilan  Izin Pembangunan dan Pengembengan Perumahan  tidak
dikenakan biaya,

Bagian Keenam

Surat [zin Tempal Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter®

Pazyl 9

Persyaratan penerbitan Surat Tzin Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari

130 Meter* melipuri:

A, permohonan  tertulis  dialamatken kepada Dupati Cn. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

b. identitas dan bukt did pemohon;
L. fotokopi Kartu Tanda Pendudulk ba gl pemohun perorangan: atay
2, fotokopl Karu Tanda Penduduk prnangeung jawab dan Akta Pendirian
dan perubshannya yvang terakhir [apabila ada) bagi permohon badan,
vang dilengkapi dengan pengesahan /persetujuan, permnberitahuan  dad

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bap badan yang berbentulk
Perseroan Terbatus;

<. legalitas tempat usaha:

L. fotokopi bukt penguasaan tanah:
a) Sertipikat Hak Atas Tanah
bl BPORAIMNEK:
¢ Akta Jual Beli; dan/atan



(=]

(3]

[

(3]

d} Perjanjisn Pengikatan Jual Beli diserta dengan bukti pelunasan atau

Pefjanjian sewa menyewa tanahs;

2. fotokopl bukt penguasaan bangunan berupa: Tzin Mendirilan Bangunan,
yang dilengkapi  dengan PErfETian sewa  menyews bangunan bagi
penggunaan bangunan bukan milik sendiri.

d. falokopi Nomor Pokol Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk PErOrangan

atau atas nama badan untuk pemohon badan);

e. lotokopi Izin Lingkungan hag wang wajib Analisis Mengenai Dampalk
Lingkungan atau Upaya Pengelolann Lingkungan dan Upava Pemantauan
Linglungan;

f. rekomendasi Camat setempat:
g. rekomendasi dar Organisasi Perangkal Daerah terkait kila diperlakan;
h. pas phoio ukuran 3 x 4 sebanyvak 3 lembar:

i. fotokopi Sural Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan

dan/fatau bukt setoran Pajak Bumi dan Bangunan tabun berkenaan;

J- Persetujuan ANDAL Labin bagi yung termasuk kriteris vang diwajibkan
sesual ketentuan yang herlaky;

k. tanda bukti kepesertaan BRIS Kesehaten fOPRIS Kelenagakerjaan, untuk -
L. perpanjangan; dan/atay
4. skala usaha besar:

L asli sural pernyalasn hermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang

disampaikan adalah henar; dan

m. asli sural luasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Pendudulk

penerima kuasa, apabila pengurasannya tidak dilakukan sccara langsung

oleh pemohon,

Jangka wakiu penerbitan Surat Tein Tempat Usaha dengsn Luas Lebih dari
150 Meter” paling lama 5 (lima)} hari defigan persvaratan lengkan,

Jangka waltha perpanjengan Surar zin Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari
L3530 Meter* paling lama 5 {lima) hari dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan Surat 1zin Tempal Usaha dengan Luas Lebih dan 150 Meter? (idak
dikenakan biaya.

Perpanjanpan Surat [zin Tempatl Usaha dengan Laas Lebih dari 150 Meters
tidak dikenakan biaya,



(1}
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Bagian Ketujuh
Surat [zin Usaha Perdagangan Keedl, Menengah dan Besar

Paz=al 10

Persyaratan penerbitan Surat [zis Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan
Besar meliputi:

4. permohonan  tertulis  dialamatlkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saty Pinru;

b. identitas dan bukti diri permohon:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atayg
2. [otokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannya yang terakhir [apabila ada) bag pemohon badan,
yang dilenglkapi dengan pengesahan/ persetujusn/ pemberitahuan  dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi hadan vang berbentuk
Perseroan Terbaras;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Fajak (atas nama pernohon untuk Perorangan
atan atas nama badan untulk pemohon badan);

d. fotokopi Izn Lingkungan bagi yang wajib  Analisis Mengenai Dampalk
Lingkungan arau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemaniauan
Lingkungan;

¢. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha,

f. rekomendasi dari Organisasi Peran gkat Daerah terkait bila diperlukan:

B. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;

h. tanda bukti kepesertaan RRJS Keschatan /BP.TS Ketenagakerjnan untuk
skala usaha bosar:

i asli surat pernvataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data Vang

disampaikan adalah benar: dan

J- asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon,

Jangka waktu penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan
Besar paling lama 5 (ima} hari dengan persvaratan lengkap.

Penerbitan Surat Tzin Usaha Perdagangan Keeil, Menengah dan Besar tidak
dikenalan biaya,




Eagian Kedelapan
Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar
dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter?

Pazal 11

(L} Persvaratan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil,

Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dar
130 Meter® meliputi;

a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pinruy;

b. identitas dan bukti diri pemohon:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; ataug
2. fotokopl Kartu Tanda Pendudulk Penanggung jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannys vang terakhir fapabils ada) bagi pemohon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/ pemberitahuan  dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan vang berbentuk
Persernan Terbalas;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Fajak [(atas nama pemohen untuk perorangan

alau atas nama badan untuk pemohon badan];

d. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan:

€. pas photo ukuran 3 x 4 schanvak 3 lembar;

[ tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan /BPJS Ketenagakerjaan untulk
perpanjangan;

g. asli surat pernyataan bermeterai culo p bahwa dokumen dan data yang

disampaikan adalah benar dan

h. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Pendudik

penerima kuasa, apabila pengurusannyva tidak dilakukan secara langsung
aleh pemoheon.,

(2) Jangka wakiu penerbitan Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil
Menengah dan Besar danfatau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari
150 Meter® paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lenglap.

(3) Jangka waktu perpanjanpan Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil,
Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dard
130 Meter” paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.




(4] Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil

()

(1)

» Menengah dan Besar
dan fatan Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter? tidak dikenalman
blaya,

Perpanjangan Tanda Dafiar Perusahaan uriluk Usaha Keeil, Menengah dan

Besar dan/ aian Termpat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter® tidak
dikenakan biayva,

Bagian Kesembilan
Tanda Daftar Gudang untuk Usaha kecil, Menengah dan Besar
dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter=

Pasgl 12

Persyaratan penerbitan Tanda Dafrar Gudang untuk Usaha Keeil, Menengah

dan Besar dan/alau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter®
meliplati:

8. permohonan  tertulis  dislamatkan kepada Bupati Cgq, Kepala Dinas
Fenanaman Meodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b, daftar isian permohonan Tanda Daftar Gudang;

o. identitas pemobon:
L. [otokopi Kartu Tanda Penduduk bag pemohon peErOTANEAN Atau
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penangpung jawab dan Akta Pendirian
dan perubshannya yang terakhir (apahila ada) bagi pecmohon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahan/ perselujuan /pemberitahuan  dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan vang herbentuk

Perseroan Terbatas:

d. fotokopi bukti penguasasn bangunan bertipa: Izin Mendirikan Bangunan
gudang, vang dilengkapi dengan perjanjian sewa rnenyewa bangunan bagi

penggunaan hangunan gudang bukan milik sendiri;

¢, untuk gudang yang berlokasi di luar Kawasan Tndustr atau Kawasun
Berikat, dilengkapi dengan:

1. fotokopi surat keterangan kesesuaian tata ruang bagi gudang usaha
menengah dan besar;

2. fotokopl lzin Lingkungan bagli vang wajib Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Upava Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantsuan
Lingkungan; dan

3. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;




(2]

(3]

(4]

(5]

(1)

l. pas photo ukuran 3 x 4 sebanvak 3 lembar:

E- asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan dalg Vang
disampaikan adalah benar; dan

h.asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

Jangka waktu penerbitan Tanda Dafrar Cudang untuk Usaha Kecil, Menengah
dan Besar danjatau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter? paling
lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap,

Jangka waktu perpanjangan Tanda Dafltar Gudang untuk Usaha Keeil
Menengah dan Besar dan/atay Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari
130 Meter® paling lama 3 {lima) hari dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan Tanda Daftar Gudang untuk Usaha Kecil, Mencngah dan Besar
danfatan Tempat Usaha dengan Luas Lebih dars 150 Meter? tidak dikenalkan
biaya.

Perpanjangan Tanda Dafrar Gudang untuk Usaha Eecil, Menengah dan Besar

dan/ateu Tempal Usaha dengan Luas Lebih dad 150 Meter® tidak dikenaloan
biaya.

Bagian Kesepuiuh
Surat Tanda Pendafltaran Waralaba

I'asal 13

Persyaratan penerbilan Surat Tanda Pendafiaran Waralaba sebapai Penerima
Waralaba meliputi:

a. permohonan  tertulis  dialamarkan kepada Bupati Cqg. Kepala Dinas
FPenanaman Modal dan Peluyanan Terpadu Satu Pinta;

b. identitas pemohaon:

1. fotokopi Kartu Tanda, Penduduk bagi pemohon perorangan: atan

2. folokopi Kartu Tanda Penduduk penangoung jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannya vang terakhir [apabila ada) bagi pemohon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahan/ persetujuan / pemberitabuan  dari
Kemenlerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk
Perseroan Terbalas;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak [atas nama pemohon uniuk perorangan

atan atas nama badan untuk pemohon badan);




d. fotokopi surat keterangan kesesuaian tats ruang untuk waralaba yang

termasuk usaha menengah dan besar dan/atau memiliki tempat duduk
100 buah atan lebih, keoaali waralaba pendidikan:

€. fotokopi Izin Lingkungan bagi vang wajib Analisis Mengenai Dampalk
Lingkungan atau Upava Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungarn;

f. fotokopl Surat Izin Tempat Usaha:

g. fotokopi legalitas usaha/lzin Usaha /lzin Teknis:

h. fotokopi Prospektus Ponawaran Wa ralaba;

1. fotokopi Perjunjian Waralabs;

J- fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sehagal Pernberi Waralaba:
k. fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual;

l. komposisi penggunaan te naga kerja;

. komposisi barang/ bahan baku vang diwaralabeakan:

n. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dekumen dan daia vang

disampaikan adalah benar: dan

o. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apahila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

(2] Persyaratan pencrbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai Penerima
Waralaba Lanjutan melipuri:

a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. identitas pernohon:
1. Iotokopi Kartu Tanda Penduduk hagi pemohon perorangan: atau
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendidan
dan perubshannya vang terakhir lapabila ada) bagi pemohon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahan/ persctujuan/pemberitahuan  dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk

Petaeroan Terbatas:

«. fotokopt Nemor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan
atau atas nama badan untuk pemohon badan);




®

-fotokopi surat keterangan kesesuamian tata ruang untuk waralaba vang

termasulk usaha menengah dan besar dan/atau memiliki tempat dudulk
100 buah atau lehih, kecuali waralaba pendidilean:

- fotokopi Izin Lingkungan bagl vang wajib Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan atau Upava Pengelolaan Lingkungan dan Upava Pemantauan
Linglkungan;

fotokopi Surat Izin Tempat Usaha:

. fotokopi legalitas usaha,/lzin Usaha,/lzin Tekmis;

. [otokopi Prospektus Penawaran Waralaba:

fotokopd Perjanjian Waralaha;

. fotakopi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagal Pemberi Waralaba

Lanjutan;

. fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekavaan Tntelektual:

komposisi penggunaan tenaga kerja:

. komposisi barang/bahan baku vang diwaralabakan;

-asll surat pernyataan bermetlerai culup bahwa dolumen dan data vang

disampaikan adalah benar; dan

-asli surat kuassa bermeterai cukup dan folokopi Kartu Tanda Pendudulk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemahon;

Persyaratan perpanjangan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba meliputi:

.

il.

permohonan  tertulis  dialamalkan kepada Bupatd Cg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

.menyerahkan  Surat Tanda Pendaftaran Waralaba asli vang akan

diperpanjang;

. dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data:

laporan penggunaan produk dalam negeri;

. asli surat pernyvalaan bermeterai cukup bahwa doloamen dan data YENE

disampaikan adalah benar; dan

asll surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

peneritna kuasa, apabila pengurusannya  tidak dilakukan secara langsung

oleh pemohon,




(4

5}

Jangka waktu penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai

Penerima Waralaba paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkan,

Jangka waktu penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai

Penerima Waralaba Lanjutan paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan
lengkap.

(0} Jangka waktu perpanjangan Surat Tanda Pendaltaran Waralaba paling lama

(7]

]

(%]

(1}

3 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai Penerima Waralaba
tidak dikenalean biaya.

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai Penerima Waralaba
Lamjutan tidak dikenakan biayva.

Perpanjangan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biava,

Bagian Kesebelas
[#in Usaha Industri Kecil

Pasal 14

Persyaratan penerbitan Lein Usaha Industri Kecil meliputi:

. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cqg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty;

b, identitas dan bukti diri pemohon:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
2_fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bapi pemohon badan,
vang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari
Kementenan Hulam dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk

Perseroan Terbatas:

c. fotokopi Nomor Pokok Wajily Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan

atau atas nama badan untuk pemohon badan):

d. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarksn peraturan perundang-
undangan;

e. fotokopi Izin Lokasi bagi yang termasuk dalam kriteria sesuai ketentuan
yang berlaku;

f. fotokopi I[zin Lingkungan hagi yang wajib Aunalisis Menpenai Dampak
Lingkungan atau Upayva Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Linglkungan;




(2]

1]

(1]

g. tanda bukti kepesertaan BRIS Keschatan/BPJS Ketenagakerjaan;

h. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen vang discrahkan
tdan data yang disampaikan adalah benar: dan

L ash surat kuasa bermeteral cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secars langsung
oleh pemohon.

Jangka waktu penerbitan [zin Usaha Induste Keeil paling lama 5 (lima) hari
dengan persyvaralan lengkap,

Fenerbitan Tzin Usaha Industr Kecil tidak dikenakan biaya.

Bagian Keduabelas
Izinn Usaha Industri Menengah

Pasal 15

Persyaratan penerbitan Tzin Usaha Indusiri Menengah meliputi:

a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupalti Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

b. identilas dan bulti diri pemeohon:
1. Iotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan: arau
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penangrung jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan,
yang dilengkapi dengan penpesahan,persetujuan/pemberitahuan  dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan vang berbentuk

Perseroan Terbatas;

¢. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nams pemohon untuk perorangan
atau atas nama badan untuk pemohon badan);

d. fotokopi surat keterangan kesesuaian tata ruang;
e. fotokopi Sural zin Tempat Usaha;

[. fotokopi Izin Lokasi bagi yang termasuk dalam kriteria sesuai ketentuan
yang berlaks;

g fotokopi Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Upaya Pengelolasn Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan;

h. lotokopi dokumen vang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




L. tanda bukti kepesertaan BRJS Kesehatan /BPJIS Ketenagakerjaan:

J- asli sural pernyataan bermeterai cukup yang memuat bahwa telah selesai

melaksanakan persiapan  dan kegatan pembangunan, pengadaan,

pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain  dan siap melakulcan
kegiatan usaha Industiri;

-asli suratl pernyvataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang
disampaikan adalah benar; dan

- asli sural kuasa bermeterai cukup dan fotoktopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannys tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

(2] Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Industri Menengah paling lama 5 (lima)

{:3)

(1}

hari dengan setelah persyaratan sebapaimana dimaksud pada ayat {1) lenglkap
ditambah dengan Berita Acara Pemeriksaan.

Penerbitan Tzin Usaha Industri Menengah lidak dikenakan biaya.
Bagian Ketigabelas
lzin Perluasan Industri

Pasal 16

Persyaratan pencrbitan izin Perluasan Industri meliputi;

a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Sata Pintu:

b. identitas dan bulkti diri pemohon:
I. lolokopl Kartu Tanda Penduduk bagl pemohon perorangan; atau

2, fotokopi Kartu Tanda Penduduk penangeung jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannya wang terakhir (apabila ada) bapi pemohon badan,
yvang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dar
Kementerian Hulum dan Hak Asasi Manusia bagi badan vang berbentulk
Perserocan Terbatas;

¢, fotokopi Nemer Pokok Wajib Pajak (atlas nama pemohon untul perorangan
atau atas nama badan untuk pemohon badan);

d. fotokopi lzin Usaha [ndustri;
¢, dokumen rencana Perluasan;

f. data Tndustri 2 [dua) tahun terakhir yang disampaikan melahi Sistem

Tnformesi Industri Nasional




g. perubahan izin lingkungan;

h.fotokopi dokumen lain vang dipersyaratkan peraturan perundang-
undangsn.

1. tanda buleti kepesertaan BRIS Kesehalan/BPRJIS kKetenagakerjaan:

J» asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data Vang

disampaikan adalah benar: dan

k. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

(2} Jangka wakiu penerbitan lzin Perluasan Industrs Perluasan paling lama
2 (ima) hari dengan setelah persyaratan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
lengkap ditambah dengan Berita Acara Pemeriksaan,

(3] Penerbitan Tzin Perluasan Industri tidak dikenakan biaya.

Bagian Keempatbelas

Tanda Daflar Induastri

Pasal 17

[1} Persyaratan penerbitan Tanda Dafrar Industri meliputi:

a. permohonan  tertulis dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

b identitas dan bukili dirl pemaohon:
I fotokopi Kartu Tanda Pendudulk bagi pemohon perorangan; atau
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendidan
dan pcrubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk

Perseroan Toerbatas;

c. fotokepi Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemchon untuk PrUroTangan

alau atas nama badan untuk pemohon badanj;
d. fotokopi Tzin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Upayva Pengzlolaan Lingkungan dan Upava Pemantauan

Lingkungan ataa  fotockopl delkumen  lingkungan sesual  ketentuan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

e, [otokopt Surat Izin Tempat Usaha;




(£)

(3)
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f. surat keterangan suplal bahan baku bag industri tertentu;

g. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar:

h. asli surat pernyatsan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang
disampaikan adalah benar: dan

1. asli surat kuasa bhermelerai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Pendudulk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon,

Jangka wakiu penerbitan Tanda Daftar Industri palng lama 5 (lima) hari
dengan persyvaratan lengkap,

Jangka waktu perpanjangan Tanda Daftar Industri paling lama 5 {lima) hari

dengan persyaratan lengkap.
Penerbitan Tanda Daftar Industd tidak dikenakan biaya,

Perpanjangan Tanda Dafiar Industri tidak dikenakan biaga.

Bagian Kelimabelas

[zin Rekdame nonMikro
Pasal 18
Persyaratan penerbitan lzin Reklame nonMikro meliputi:

a. permohonan  tertulis dialamalkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. identitas dan bukli diri petnohon;
1. Iotokeopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendirian
dan perubshannya yang lerakhir {apabila ada) bagi pemohon badan,
yang dilengkapl denpan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari
Kemenlenian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk
Perscroan Terbatas;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan
atau alas nama badan untuk pernohon badan);

d. untuk reklame dalam bentuk bangunan, dilengkapi dengan:
1. legalitas tanah dan bangunan:

a} fotokopi bukt penguasaan tanah:
1. Sertipikat Hak Alas Tanah;
2. SPORADIK;




3. Akta Jual Beli: dan/atau
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli disertai dengan buktl pelunasan
atau perjanjian sewa menyews tanah: dan

b} fotokopi  bukti  penguasaan bangunan berupa: Izin  Mendirikan

Bangunan, yang dilengkapi dengan petjanjian  sewa  menyvewa
bangunan bagi pengminaan ban gunan bukan milik sendiri.
2. fotokopi Izin Lingkungan bagi vang wajib Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Upaya Pengelotaan Lingkungan da#i Upaya Pemantauan
Lingkungan;

3. rekomendasi Camat setempat: dan

4. surat pernyataan kesangoupan untuk memberikan ganti rugl apahbila
memmbulkan kerugian pihalk lain:

e. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;

f. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dolkurmen dan data yang
disampailkan adalab benar; dan

g asli surat kuasa bermeterai cukup dan [otokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secars langsung
oleh pemohon.,

(2] Jamgka waktu penerbitan lzin Reklame noaMikro paling lama 5 (lima) hari
dengan persyaratan lenglkap.

(3) Penerbitan lzin Reklame nonMikro dikenakan Pajak Reklame,

Bagian Keenambelas
Izin Penelitian
Pasal |9
(1) Persyaratan penerbitan lzin Penelitian meliputi:

a. permeohonan  rertulis dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditandalangani oleh:

1. Lurah/Kepala Desa tempat  domisili  peneliti bagi penelitian
kemasyaralkatan untuk peneliti individu vang tidak berasal dari lembaga
pendidikan / perguruan tinggi; atau

2 pimpinan  vang membidang penclitian, untuk  penclitt lembaga
pendidikan/pergaruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan,

organisasi kemasyarakatan, alau organisasi nirlaba lainnya.




b. identitas dan bukti diri peneliti:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk peneliti/penanggung  jawab/ketua/

knordinator peneliti;

- pas fhoto berwarna peneliti/penanggung jawab/ketus | koordinator peneliti

ukuran 4x6 sebanyvak 3 [tiga) lembar; dan

4. fotokopi Akta Pendirian dan perubshannya yang teralkchir (apabila ada)
bagi pencliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan  atan lembags
nirlaba  lainnya, yang dilengkapi dengan pengesahan/ persetujusan/
pemberitabuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia [$3:1=41
badan wyang berbentuk Perseroan Terbatas; atau surat keterangan
terdallar untuk organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum.

¢, proposal penelilian dalam bahaza Indonesia yang memuatl: latar belakang,
maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitisn, nama peneliti,
sasaran/larget penelitian, metode penclitian, lokasi penclitian dan hasil

vang diharapkan dari penelitian;

d. rekomendasi  dari  Organisasi Perangkat Daerah  yang membidang
penelitian:

¢. rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangl kesatuan

bangsa dan perlindungan masyarakat:

f. asli surat pemyataan bermeteral cukup untuk mentaat dan  tidak

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

g- asli sural pernyataan bermeteral cukup bahwa dokumen dan data vang

disampaikan adalah benar; dan

h.asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
penerima kuasa, apabila pengurussnnya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

(2} Jangka walktu penerbitan lzin Penelitian paling lama 5 (lima) hari dengan

persyaratan lengkap.
(3] Penerbitan lzin Penelitian lidak dikenakan biaya.
Bapian Ketujuhbelas
Izin Usaha Jasa Konstruksi
Pasal 20
(1) Persyaratan penerbitan lzin Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas




[2}

(3]

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpacdu Satu Pintu;

-identitas dan bukli dirl pemohon berupa forokopi Kartu Tanda Penduduk
penanggung jawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir
{apabila  ada), wang dilengkapi dengan  pengesahan/persetujuan/
pemberitahuan dari Kementeran Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi

badan yang berbentuk Perseroan Terbalas;

c. [otokopi Nomor Pokek Wajib Pajak (alas nama pernohon untuk perorangan

atan atas nama badan untuk pemohon badan);

d. fotokopi Sertifikat Badan Usaha vang masih berlaky dan telah dircgistrasi

lembaga/instansi yang berwenang:
e. fotokopl Kartu Penanggung jawab Teknik;

f. folokopi Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Kelerampilan Penanggung
jawab Teknik vang telah diregisirasi oleh lembaga finstansi vang berwenang;

g. fotokopi Kartu Tanda Angoota Perusahaan, bila tergabung dalam asosiasi;

h. surat keterangan domisili badan vang dikcluarkan oleh Lurah /Kepala Desa

diketahui Camal sctempat;

. rekomendasi Organisasi  Perangkat Daerah  vang membidangi jaza

leonstrakai:

j- pas photo ukuran 3 x 4 schanvak 3 lembar:
k. tanda bukti kepesertaan BRPJS Kesehstan /BPJS Ketenagakerjaan;

I asli surat pernyataan bermetsrai cukup bahwa dolumen vang diserahkan

dan dala yang disampaikan adalah benar: dan

m. asli sural kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Eartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannyva tidak dilakukan secara langsung

clech pemohon.

Persyaratan perpanjangan lzin Usaha Jasa Konstruksi meliputi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilenglkapi dengan:

a., sural pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam:

b. fotolopi bukti pembayaran pajak atas kontrak vang diperoleh:

¢. tanda hukti kepesertaan BP.JS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjasn; dan
d. menyerahkan Izin Usoha Jasa Konstrulesi asli.

Persyaratan perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cqg. Kepala Dinas




{4

(2]

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
b, identitas dan bukt dig pemohon berupa folokopi Kartu Tanda Penduydulk
Penanggung jawab dan Akta Pendirian dan perubahannya vang terakhir

[apabila  ada), vang dilengkapi  dengan pengesahan/ persetujuan/
pemberitahuan dard Kementerian Hukum dan Hak Asaszi Manusia bagi
badan yang berbentuk Persersan Terbatas: |

c. lotokopi:

1. akta perubahan nama direksi {pongurus, untuk perubahan data nama

direksi / pengurus;
csural keterangan domisili badan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala
Desa diketahui Camal setempat, untuk perubahan alamat badan;

3. fotokopi akta perubahan, untuk perubahan nama kadan; dan/atan

4. [otokopi Sertifikat Badan Usaha vang masih berlaku, untuk perubshan
klasifikasi dan kualifikasi usaha;

d. menyerahkan Izin Usaha Jasa Kenstruksi asli:
2. pas pholo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
f. tanda bukti kepeseriaan BPJS Kesehatan/BPJS Ketenapakerjaan:

g. asli sural pemyataan bermeterai cukup bahwa dokumen vang diserahkan
dan data yang disampaikan adalah benar; dan

h.asli sural kuasa bermeterai culkup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
penerima kuasa, apabila pengurusannyva tidalk dilaloakan secara langsung

oleh pemohon,
Persyaratan pemuiupan Izin Usaha Jasa Konstruksi melipati:

a. permohonan  tertulis  dialamatkan  kepada Bupali Cg. Eepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintua;

b menyerahkan lzin Ussha Jasa Konstruksi vang asli;
. surat pajak mihil; dan

d. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopl Kartu Tanda Penduduk
penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung

oleh pemohaon.

Janglka wakiu penerbitan Izin Usaha .Jasa Konstruksi paling lama

10 (sepuluh) han dengan persyaratan lenghkap.




(6} Jangka wakiu perpanjangan lzin Usaha Jasa Konstrukesi paling lama

10 [sepuluh)] hari dengan persvaratan lengkap,

(7] Jangka waktu perubahan data Izin Usaha .Jasa Konstruksi paling lama

10 [sepuluh) hari dengan persvaratan lengkap.

{8] Jangka walktu penutupan Tzin Usaha Jasa Konstruksi paling lama

10 [sepuluh) hari dengan persyaralan lengkap.

[9] Penerbitan lzin Usaha Jasa Konstruksi tidak dikenakan biaya.

(10] Perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak dikenakan biava,

(11] Perubahan data Tsin Usaha Jasa Konstruksi lidak dikenakan blava.

(12) Penutupan [zin Usaha Jasa Konstruksi tidak dikenakan biava.

Bagian Kedelapanhelas

Tanda Dafltar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi

Pasal 21

(1} Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Crang Persecrangan Jasa
Konstruksi meliput:

B.

i

permohonan tertulis dialamatkan  kepada Bupati Cqg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinta;

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk:

- [otokopi Nomor Pokok Wajib Pajak {atas nama pemohon untuk perorangan

atau atas nama badan untuk pemohon badan):

- fntokopi  Sertifikal Keahlian danfalau Sertifkat Keterampilan vang telah

diregisirasi oleh lembaps/instansi vang berwenang:;

. surat keterangan domisili  oleh Lurah/Kepala Desa diketalng Camat

sctempat;

daflar riwayat hidup;

- rekomendasi dari Organisasi Ferangkat Duerah wanhg membidangl jasa

konstruksi;

- pas photo ukuran 3 x 4 sehanyak 3 lemtuar;

asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data VEDE
dizampaikan adalah benar: dan

- asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokom Kartu Tanda Penduduk

penernima kuass, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
aleh permohon,



{2] Persyaratan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa

{3

[

RKonstruksi adalah meliputi persvaratan sebapaimana dimaksud pada avat (1),
dilengkap denpan;

a. fotokopi bukti pembayaran pajak alas kontrak yang diperoleh:

h,

C.

d.

surat pernyataan tidak masuk dalam daltar hitam:
pas photo ukuran 3 x 4 sebanyvak 3 lembar;

menyerahkan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstrulsi

yang asli;

.asli surat pernyatean bermetersi cukup bahwa dokumen dan data vang

disampaikan adalah benar: dan

asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kariu Tanda Pendudul

penerima kuasa, apabila pengurusannyva tidak dilakukan secara langsung

oleh pemohon.

Persyaratan perubahan data Tanda Daftar Usaha Urang Perseorangan Jasa
Konstruksi meliputi:

a.

permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintag

. Totokopi:

1. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa
diketahui Camat setempat, untuk perubahan alamat;

2, [otokopi Sertifikat Keahhan dan/atau Sertifikat Keterampilan vang masih
berlaku, untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usahsa;

- menyerahkan Tanda Daltar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstralosi:

. pas photlo ukuran 3 % 4 schanyale 3 lembar;

- asli surat pernvataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data Yang

disampaikan adalah benar; dan

asli surat kuass bermeterai cukup dan fotokopi Karlu Tanda Penduduk
penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung

oleh pemaohon.

Persyaratan penutupan Tanda Daftar Usaha Orang Perseoranpgan Jasa
Konstrulesi meliputi:

a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas

Penanaman Molal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinta:




{3

6]

(7]

{&]

el

(10}

(11)

(122

(1}

b. menyverahkan Tanda Daftar Usaha Orang Persecrangan .J
yang asli:

asa Konstruks)

¢. surat pajak nihil; dan

-asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

Jangka waktu penerbitan Tanda Dafiar Usaha Cirang Perscorangan Jasa

Konstruksi paling lama 10 (sepuluh) hari dengan persyaratan lengkap.

Jangka waktu perpanjangan Tanda Daftar Usahg Orang Perscorangan Jasa
Konstruksi paling lama 10 (sepuluh) hard dengan persvaralan lengkap.

Jangka waktu perubahan data Tanda Daltar Usaha Ohrang Perseorangan .Jasa
EKonstruks paling lama 10 (sepuluh) hari dengan persvaratan lengkap.

Jangka waktu penutupan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa
Keonstruksi paling lama 10 (sepuluh} had dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan Tanda Daftar Usaba Orang Perseorangan Jasa Konstruksi tidak
dikentakan biava.

Perpanjangan Tanda Daftar Usaha Orang Perscorangan Jusa Konstruksi tidalk
dikenakan biaya.

Perubahan data Tanda Dallar Usaha Orang Perseorangsn Jasa Konstruksi
tidak dikcnakan biava,

Penutupan Tanda Dafrar Usaha Orang Perscorangan JJasa Konstruksi tidak
dikenakan biava.

Bagian Kesembilanbelas

Persetujuan ANDAL LALIN untuk Jalan Kabupaten

ragal 22

Persyaratan Pencrbitan Persetujuan ANDAL LALIN untuk Jalan Kabupaten
meliputi;

a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. identitas dan bukti diri pemohon berupa fotokopi Karlu Tanda Penduduk
penanggung jawab dan Akla Pendirian dan perubahannyve vang terakhir
[apabila  ada), wang dilengkapi dengan pengesahan/ persetujuan/
pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi

badan yang berbentuk Perseroan Terbatas:




(1)

c. fotekopi Nomor Pokok Wajib Pajak (atas namea pemohon untuk perorangan

atau atas nama badan untuk pemohon badan);

d. dokumen ANDAL LALIN:
e. berila acara penilaian Tirm Evaluasi alas dokumen ANDAL LALIN;

[. surat pernyataan kesangsupan melaksanakan semua kewajiban wang

tertuang pada persetujuan ANDAL LALIN:

g asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen yang diserahkan
dan data yang disampaikan adalah benar: dan

h.asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotckopi Kartu Tanda Pendudulk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
aleh pemohan,

Jangka waktu penerbitan Persetujuan ANDAL LALIN untuk Jalan Kabupaten
paling lama 5 {lima) hari dengan persyaratan lengkap,

Penerbitan Persctujuan ANDAL LALIN dikenakan Penerimaan Megara Bukan
Pajak sesuai ketentuan yang berlaku,

Bagian Keduapuluh
Izin Penyclenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
Pas=al 23
Persyaratan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
melipufi;

a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu;

b. Akta Pendirian dan  perubahannya yang terakhir [apabila ada),
yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitabuan  dari

Kementenian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk
Perscroan Terhatas;

¢, [otokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawalb;
d. lotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama badan:
e. fotokopi Surat lzin Tempat Usaha;

f. fotokopi Surat I1zin Usahsa Perdaganpan;

g. fotolopi Tanda Daftar Perusahaan;

h.tanda bukti kepesertaan BRJS Kesehatan/BPJS Ketenapakerjaan;
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L. surat keterangan domisili:

J- surat pernyataan kesanggupan  bermeterai cukup yvang ditandatangani

pimpinan perusabaan untuk memenuhi seluruh kewajiban;

k. sural pernyataan kesanpgupan bermeterai cukup yvang ditandatangani
pimpinan porusahasn untuk memiliki/bekerja sama dengan pihak lain

Yang mampu menvediakan lasilitas pemeliharann kendarasn bermator;

L. sural perjanjian antara pernilik kendaraan atau anggota koperasi dengan
perusahaan angkutan urmum yang berbentuk badan hukum koperasi;

m. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendarasn vang

memenuhi persyaratan leknis dan mampu menampung kendaraan sesuai
jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuklikan dengan surat keterangan
dari pemerintah daerah selcmpat vang meyatakan luasnya mampu

menampung jumlah kendaraan vang dimiliki:

n.rekomendasi Organisasi Perangkat Daergh yang membidangi anglutan
orang dalam (rayek;

a.asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen vang diserahkan
dan data yang disampaikan adalah benar: dan

p-asli surat lkuasa bermeterai cukup dan [otokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

Jangka waktu penerbitan Tzin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam
Trayek paling lama 5 (lima| hari dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan Izin Penyelengparaan Angkutan Orang dalam Trayvek tdak
dikenakan biaya.

Baman Keduapuluh satu
[zin Penyelenggaraan Anglutan Orang tidak dalam Trayek

Pasal 24
Persyaratan Penerbitan Izin Penvelenggaraan Angkutan (Orang tidak dalam
Trayek meliputi:

a. permohonan  tertulis  dialamatken kepada Bupati Cg. Kepala Dinas

FPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Akta Pendirian  dan  perubahannya  wyang  terakhir {apabila  ada),
yang dilengkapi dengan pengesaban/persetujuan/pemberitahuan dad
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan vang berbentuk
Perseroan Terbatas;




(4]
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C.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawah:

d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama badan:

£,

f.

folokopi Sural lzin Tempat Usaba:

fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;

g. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan:

Jlanda bukli kepesertaan BEJS Reschatan /BPJS Ketenagakerjaan;

surat keterangan domisili:

. surat pemmyataan kesanggupan bermeterai cukup yang ditandatangani

pimpinan perusahaan uniuk memenuhi selurh kewajiban:

- Surat pernyataan kesanggupan bermeterai cukup vang ditandatangani

pimpinan perusahaan untuk memiliki/bekerja sama dengan pihak lain

yang mampu menyediakan fasilitas pemelibaraan kendaraan bermotor:

sural perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota kaoperasi dengan
perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum ko perasi;

- memiliki - dan/atau  menguasai tempat penvimpanan  kendaraan yang

memenuhi persyaratan tcknis dan mampu menampung kendaraan sesuai
jumlah kendaraan vang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan

dari pemerintah daerah setempal vang mevalakan lnasnya mampu

mensmpung jumlah kendaraan yang dimiliki:

-ttkomendasi Organisasi Perangkat Daerah vang membidangl angloatan

orang tidak dalam trayck;

-asli surat pernyataan bermeteral culap bahwa dolumen yang diserahkan

dan data yang disampaikan adalah benar; dan

-asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannyva tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

Jangka waktu penerbitan Tzin Penyelenpgarasn Anglkutan Orang tidak dalam
Trayek paling lama 5 ({lima) hari dengan persyaratan lenghkap,

Penerbitan Izin Penyelenpggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek tidak
dikenakan biaya.

Bagian Keduapuluh dua
Izin Usaha Anglutan Sungai

Pasgal 25

(1} Persyaratan Penerbitan lzin Usaha Angloetan Sungai meliputi:




8. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Finty;

b. Akta  Pendirian dan perubahannya  vang  terakhir  (apabila ada),
yang dilengkapi dengan pengesahan/ persctujuan/pemberitahuan  dari

Kementeriar Huloam dan Hale Asasi Manusia bagi badan vang berbentuk

Perseroan Terbatas;

¢, [otokopi Kartu Tanda Penduduk penan Egung jawah:

d. fotekopm Nomor Pokok Wajit Pajak atas nama badan;

e, fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;

f. fotokopi Surat Izin Usaha Perdaganpgan;

g. fotokopi Tanda Daltar Perasahsan:

h.tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehalan/BPJS Ketenagakerjaan;
i. surat keterangan domisili;

. rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah yang membidangl angkutan
ST EZEi;

k. memilild tenaga ahli dalam pengelolaan usaha angkutan sungail, danay dan
penyeberangan:

I asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen vang diserahlean
dan data vang disampaikan adalah benar; dan

m. asli suratl kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secars langsung

oleh pemohon.

[2) Jangka waktu penerbitan Tzin Usaha Angkutan Sungai paling lama 5 (lima)
hari dengan persyaratan lengkap.

(3] Penerbitan Tzin Usaha Angkutan Sungai tidak dikenakan hizva.
Bagian Keduapuluh tiga
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidava

Fazal 26

(1} Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidava meliputi:

a. permohonan  tertulis  bermeteral cukup disertai dengan peta  lokasi
dialamatkan kepada Bupati Cr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu:




h.

IiL,

. identitas dan bukti did pemohon herupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penanpoung  jawab dan  Akta  Pendidan  dan perabahannya  vang

terakhir (apabila ada) dan penge sahan/persetujuan / pemberitahuan  dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama hadan;

fotokopi Surat Izin Tempat Usaha:

- rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembanpunan perkebunan

Provinsi dari Gubernur:

fotokopi 1zin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;

pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Instansi yang membidangi

kehutanan, apabila areal vang diminta berasal dari kawasan hutan:

rencana  kerja  pembangunan  kebun  termasuk  rencana  fasilitasi
pembangunan  kebun masyarakat sekitar dan rencana tempat  hasil
produks: akan diolah, diketahuifdisetujui dan/atau rekomendasi Peranglkat
Daerah yang membidang perkelunan;

. fotokopi lzin Lingkungan;

. pernyataan kesangmpan;

1. memilitkd sumber dava manuosia, sarana, pragsarana dan sistemn untule

melakukan pengendalian orpanizsme penggangru tanamarn;

2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk

melakukan pembukasn lahan lanpa bakar serta pengendalian
kebakaran:

3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakal sekitar VAng

dilengkapi dengan rencana keria dan rencana pembiavaan; dan

4. melakksanakan kemitraan dengan pekebun, karvawan dan masyarakat
sckitar perkebunan:

- surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan

scbagal vsaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan

perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas;
tanda bukti kepesertaan BRIS Keschatan /BPJS Ketenagakerjaan;

asli surat pernvataan bermeteral cukup bahwa dolkumen dan data Yang
disampaikan adalah benar; dan
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n. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila penpurusanmya tidak dilakulan secars langsung

0leh pemohon.

Persyaratan penerbitan [zin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perubahan

Luas Lahan melalui Perluasan meliputi persyaratan schagaimana dimaksud

pada ayal (1), dilengkapi:

a. hasil penilaian  usaha  perkebunan  berdasarkan  Peraturan  Mentes
Fertanian fentang Penilaian Usaha Perkebunan dan persctujuan perluasan
lahan diberikan kepada perusahaan perkebunan vang menurut penilaian
usaha perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 aten kelas 2;

b, laporan kemajuan fisik dan keuangsn perusahasn perkebunan:
. tanda bukti kepesertaan RPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan;

d. asli surat pernvataan hormeterai cukup bahwa dokumen dan data Yang

disampaikan adalah benar: dan

€. asli surat kuasa bermeterai cukup dan folokopi Kartu Tanda Peadudulk

penerima kuasa, apabila pengurusannya dak dilakukan secara langsung

ofeh pemohon.

Persyaratan penerbitan Izin Usaha Porkebunen untuk Budidaya Pocrubahan

luas Lahan melalui Pengurangan Luas meliputi;

a. permohonan  tertulis  bermelerai cukup  disertai dengan  peta  lokasi
dialamatkan kepada Bupa:ii Cn. Kepala Dinas Penensman Modal dan

Pelayanan Terpadu Sata Pintu disertai alasan PENELTATIZAD;

b. identitas dan bukti diri pemohon berupa fotokem Kartu Tanda Penduduk
penanggung  jawab  dan Akta  Pendirian dan perubahannya  yang
terakhir {apahbila ada) dan pengesahan/persetujusn fpemberitabizan dari

EKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
¢. laporan kemajuan fsik dan keuangan perusahaan petkehunan;
d. tanda bukti kepesertaan BRJS Kesehatan/BRIS Kelenagakerjaan;

c. asli surat pernyatasn bermeterai cukup bahwa dokumen dan data YAng
disatmpaiksan adalah benar: dan

f. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

pencrima kuasa, apabila pergurasannya tidak dilakukan secara langsung

oleh pemohon.




(4] Persyaratan penerbitan lein Usaha Perkelwinan untuk Budidayva Perubahan

Jenis Tanaman meliput:

2.,

permohonan  terlulis bermeteral cukup  diserisi dengan  peta  lokasi
dialamatlcan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Mntua:

-idenlitas dan bukt diri pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penangeung  jawab  dan Akta  Pendidan  dan perabahannya  vang
leralkchir (apabila ada| dan pengesahan/ peraetujuan pembertahuan dari

Kementerian Huloam dan Hale Asasi Manusia;

- fotokopi Izin Usaha Perkebunan uniuk Budidava serta SKE Hak Guna

Usahas:

. rekomendasi Organisasi Perangkal Daerah yang membidang] perkebunan;

. TEncana kerja tentang perubahan jenis tanaman:

fotokopi lzin Lingkungan;

. hasil Penilaian Usaha Perkebuanan  herdasarkan Peraturan  Menteri

Perlanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan:

- tanda buldi kepescrtaan BRJIS Kesehatan /BRJS Ketcnagakerjaan;

- asll surat pernvataan bermeterai cultup bahwa dokumen  dan data vang

disampaikan adalah benar: dan

- asli surat kuasa bermeteral culup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apalila pengurusannya tidak dilakukan secara lanpsung
oleh pemohon,

{5) Persyaratan penerbitan lzin Usaha Perkebunan untule Budidaya Diversifikas

Usaha meliputi;

H,

I,

L et

permohonan secara tertulis hormeterai culkup disertai dengan peta lokasi

dinlamatkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

identitas dan bukti din pemohen berupa fotokopl Kartu Tanda Penduduk
penanggung  Jawab  dan Alta  Pondirian  dan perubahannya  yang

terakhir [apabila ada) dan pengesahan f persetujuan / pemberitahuan dari
Kementerian TTukum dan Tak Asasi Manusia;

fotokopi [zin Usaha Perkebunan untuk Budidaya:

d. rencana kerja tentang diversitikasi usaha:



€. surat dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi

perkebunan;

[ surat dukungan diversilikasi usaha dari instansi terkail;
g. fotokopi lzin Lingkungan;

h.hasil Penilaizn  Usaha  Perkebunan berdasarkan [Peraturan  Menter

Pertanian lentang Penilaian Usaha Perkebunan:
1. tanda bukti kepesertaan BRJS Kesehatan JfBR.IS Ketenagakerjaan:

j- asli surat pernvataan bermeterai cuku p bahwa dokumen dan data vang

disampaikan adalah benar: dan

k. asli surat laass bermetersi cultup dan fotokopi Kartu Tanda Pendudule

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsuang
nleh pomaobon,

(0] Jangka wakiu penerbitan Izin Usaha Perkebunan untulk Budidaya paling lama
37 (lima puluh tujuh) hari dengan persvaratan lenglap.

(7) Jangka waktu penerbitan lzin Usaha Perkebunam untuk Budidaya Perubahan
Luas Lahan melalai Perluasan Lahan paliteg lama 30 {tiga puluh) hari dengan

persyaratan lengkap.

(8] Jangka wakitu penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perubahan
Luas Lahan melalui Pengurengan Luas paling lama 30 (tiga puluh) hari
dengan persyvaratan lenglap.

(9) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan uniuk Budidayva Perubahan
Jenis Tanaman paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaratan lengkap,

{10} Jangka wakiu penerbitan Izin  Usaha Perkebunan untuk Budidaya

Diversifikasi Usaha paling lama 30 (lga puluh) hari dengan persyvaralan
lengkap.

[11) Penerbitan Izin Usaha Perkehunan untuk Dudidaya tidak dikenakan hiaya.

{12} Penerbitan Tzin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perubashan Luas Lahban
melalui Perluasan tidak dikenakan biava,

{12} Penerbitan lzin Usaha Perkebunan untulk Budidaya Perubahan Luaas Lahan
melalui Pengurangan Luas tidak dikenakan biaya,

(1] Pencrbitan Izin  Usaha  Perkebunan  untuk Budidaya Perubahan .Jenis
Tanaman tidak dilkenalan biayva,




(13] Penerbitan [zin Usaha Perkebunan untulk Budidaya Diversifikasi Usaha tidak
dikenalkan biava,

Bagian Keduapuluh empat
[zin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan

Pasznl 27

(1] Persyaratan penerbilan Izin Usaha Perkebunan untuk Pe ngolahan melipati;

a. permohonan  tertulis  bermeteral cukup  disertad dengan peta lokasi

dislamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pinta:

b. identitas dan bukti diri pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudulk
penangoung jawalb:  dan Akla Pendirian  dan perubahannya  vang
teralkchir [apuabila ada)] dan pengesahan/ persctujuan / pemberitahuan  dari
Eementerian Hukum dan Hak Asasi hManusia;

c. fotolopi Nomor Polonk Wajib Pajak atas nama badan;

d. fotokopi Surat lzin Tempat Usaha:

e, rekomendasi kesesuaian dengan percncanaan pembangunan perkebunan

Frovinsi dari Gubernur,

[. fotokopi Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1 100,000 atau 1:50.000;

£. jaminan pasckan bahan baku;

h.rencana Kefja permnbangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan
vang diketahui/disetujui dan/atan rekomendasi dari Organisasi Peranpghkal

Daerah yang membidangi perkebunan;
1. fotokopi [zin Lingkungan:
J- pemmyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan:

k. tanda bukti kepesertaan BRJS Keschatan/BRIS Ketcnagakerjaan;

I asli surat pernyataan bermeterai cubup bahwa doloamen  vane diserahlkan

dan data vang disampaikan adalah benar; dan

m. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilaloakan secara langsung

oleh pemohon,

{2] Persyaratan penerbitan lzin Usaha Perkebunan untulk Penpolahan

Penambahan Kapasitas Tndusin meliputi:

a. permohonan tertulis dan bermeterai culup dialamatkan kepada Bupali Cq.




e

(H

=]
(&)

(1)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

L. identitas dan bukti diri pemohon berupa fotokopl Kartu Tanda Penduduk
penangzung  jawab  dan  Akta  Pendirian  dan perubahannya yang
terakhir [apabila ada) dan pengesahan/ persetujuan/ pemberitahuan dar
Eemenieran Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. fotokopi lzin Usaha Perkebunan untak Pengolahan;

d. rekomendasi ketersediaan bahan baku dar Orpganisasi Perangkat Dacrah
yang membidangi perkebunan;

e, rencana kerja tenlang perubahan kapasitas;
f. fotokopi lzin Lingkungan;

g hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan  Menterd
Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan:

h. tanda hulcti kepesertzan BPJS Keaehatan {BPRJS Ketenagakerjaan;

i. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data YANZ
disampaikan adalah benar: dan

- asli surat laasa bermeleral cukup dan fotokopi Kartu Tanda Pendudulk

penerima kuasa, apabila penpurisannva tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon,

Jangka waktu penerbitan lsin Usahs Perkebunan uniuk Pengolahan paling
lama 57 (lima puluh tujuh) hari dengan persyaratan lenglkap.

Jangka waktu penerbitan Isin Usaha Perkebunan untuk  Pengolahan
Penambahan Kapasitas Indusre paling lama 30 [Hga puluh) hari dengan
persyaratan lenglap.

Penerbitan Izin Usaba Perkebunan uniuk Perignlahan tidak dikenakan biava.
Penerbilan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan Penambahan Kapasitas
Industri tidak dikenuakan biava,
Bagian Keduapuluh lima
Izin Usaha Perkebunan
Pasal 28
Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan melipati;

a. permohonan  lertulis  bermeterai cukup disertai denpan peta  lokasi

dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Saru Pintu:




- identitas dan bukti diri pemohon berupa fotokepi Kartu Tanda Pendudulk
penanggung  jawab dan  Akta  Pendirian  dan perubahannya  vang
lerakhir (spabila ada) dan pengesahan /persetujuan / pemberitahuan  dari

Eementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- folokopi Nomor Pokok Wajib Fajak atas nama badan;
. fotakopl Surat Izin Tempat Usaha:

- rekomendasi kescsuaian dengan percncanaan pembangunan perkebunan

Provinsi dari Gubernur;

- fotokopt lzin Lokasi dan peta lokasi denzan skala 1:100.000 atan 1:50.000;

. pertimbangan leknis ketersediasn lahan dari Tnstansi yang membidangi

kehulanan, apabila areal yang diminta berasal dan kawasan hutan;

crencana kera pembangunan kebun dan unis pengoiahan hasil perkebunan
termasuk rencana fasilitasi pembanpunan kebun rnasyarakal sekitar vang
dikelahui/disetijui dan/atau rekomendasi Orgamsasi Deranpkat Daerah

yang membidang perkebunan;
. fotokopi Izin Lingkungan:
- pernyataan kesangpupan:

l. memilili sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk

melalkukan pengendalian organisme PENEEAanEs) TANAmAn;

2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untul

melakukan pembukaan  lahan lanpa bakar serta pengendalian
kebalkaran;

3. memfasililasi pembangunan kebun  untulk masyarakat sekitar vang

dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana petmbiayaan; dan

4. melaksanakean kernilraan dengan pekebun, karvawan dan masyarakat
sekitar perleebunan;

csurat pemyataan dari pemohon babwa status perusahaan perkebunan
sebagal vsaha mandin atau bagian dari kelompok [group) perusahasn

perkebunan belum menguasai lahan melebahi batas paling luas:
. tanda bukti kepesertaan BRIS Keschatan /BREJS Ketenagakerjaan;

. asli sural pernyaiaan bermeterai cultip bahwa dokumen dan data VELLE

disampaikan adalah benar; dan



[2]

(3]

()

n.asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

Persyaratan penerbitan lzin Usaha Perkebunan Perubshan Luas Lahan

melalui Perluasan meliputi persyaratan sebagaitnana dimaksud pada ayat (1),
dilengkapi dengan:

a. hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan  Menteri
Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan dan persetujuan perluasan
lahan diberikan kepada perusahaan perkebunan yang menurut penilaian
usaha perkebunan tahun rerakhir masuk kelas 1 atau kelas &

b. laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan:

¢, asli surat pernvataan bermeterai cukup bahwa dollumen dan data yang
disampaikan adalah benar; dan

d. asli surat kuszsa bermeterai cukup dan folokopi Kartu Tanda Pendudulk

penerima kuasa, apabils pengurusannva tidak dilakuksan secars langsung
nleh pemohon,

Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan Perubahan Luss Lahan
melalui Pengurangan Luas meliputi:

a. permohonan  tertulis bermeterai cukup  disertai dengan  peta lokasi

dialamatkan kepada Bupati Cy, Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu disertai alasan PENEUrAnZAL;

b. identitas dan bukti diri pemohon berupa fotekopi Kartu Tanda Penduduk
penanggung  jawab  dan Akea  Pendirian  dan perubahannya  yang

terakhir (apabila ada) dan pengesahan {persetujuan/pemberitahuan dard
Kementerian Hulkum dan Hak Aszsi Manusia;

c. laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan:
d. tanda bukt kepesertaan BPJS Kesehatan/BPRJS Ketenagakerjaan;

. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa doiumen dan data vang

disampailan adalah benar; dan

f. asli surat kuasa bermetera cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannyva tidak dilalukan secara langsung

oleh pemohon,

Persyaratan penerbitan lzin Useha Perkebunan Perubahan Jenis Tanaman

meliputi:




4. permolonan  Lertulis bermeleral cukup  disertai dengan  peta lokasi

dialamalkan kepada Bupsari Cq. Kepala Thnas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. identitas dan bukii diri permohon Rerupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
penanggung  jawab  dan Akta  Pendirian  dan perubahannya  vang
terakhir [apabila ada) dan pengesahan / persetujuan/ pemberitahuan  dari

Eemenierian Huloam dan Hak Asasi Manuasiag
c. fotokopi lzin Usaha Perkebunan serta SK Hak Guna Usaha;

d. rekomendasi  dari Organisasi  Peranpkat Daerah vang membidang

perkebuinan;
€. rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman:
f. fotokopi Izin Lingloangan:

g hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menterdi

Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan;
h. tanda bulti kepesertaan BRJS Kesehalan/BRIS Ketenagakeraan;

i. asli surat pomyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data vang

disampaikan adalah benar: dan

1. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apahila pengurusannya tidak dilalukan secars langsung
oleh pemohon.

Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkehunan Diversifikasi Usaha melipati:

a. permohonan  tertulis  bermelerai cukup disertai dengan peta Tokasi

dislamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Felayanan Terpadu Satu Pintug;

b. identitas dan bukti difd pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
peonanggung  jawab  dan Akia Pendirian dan perubahannya  yang
terakchir (apabila ada) dan pengesahan fpersctujuan fpemberitabuan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Marsia;

. [otokopi Tzin Usaha Perkebunan:
d. rencana kerja tentang diversifikasi usaha;

c. surat dukungan dari Organisasi Perangkal Daerah yang membidung

perkebunan;

f. sural dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait:




(6)

[7]

- fotokopi Izin Lingkungan;

-hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraiuran Menteri

Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan;

tanda bukti kepesertasn BPJS Keseharan /BRJTS Ketenagakerjann;

- asli surat pernysataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yvang

disampailean adalah benar; dan

- asll surat kuasa bermeterai culup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
aleh pemohon.

Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan Penambahan Kapasitas
Industri meliputi;

f.

d.

permohonan tertulis bermeterai cukup dialamatkan kepada Bupati Ca.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

- identitas dan buk4 diri pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penangeung  jawab  dan  Akta  Pendidan  dan perubahannya wvang
terakhir {apabila ada] dan pengesahan/ pergetujuan / pemberitahuan  dar
Kementerian Hulum dan Hak Asasi Manusia:

. fotokopi Ixn Usaba Perkebunan:

rekomendasi ketersedizan bahan baku dar Organisasi yang mermbidang
perkebunan;

- lencana kerja tentang perubahan kapasitas;

fotokopi lzin 1§ nghkungan;

. hasil Penilaian Usaha  Perkebunan berdasarkan  Peraturan  Menteri

Pertamian tentang Penilaian Usahs Ferkebunan:

- tanda bukti kepesertaan BEJS Keschatan {/BPJS Ketenagakerjaan:

. asli surat pernvataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data vang

disampaikan adalah benar: dan

- asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Eartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannyva tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan paling lama 57 (lima puluh
tujuh) hari dengan persyaratan lenghkap,




(8) Jangka wakiu penerbitan [zin Usaha Perkebunan Perubahan Luas melalui
Perluasan paling lama 30 {tiga paluh) had dengan persyaratan lengkap.

(¥} Jangka waktu penerbitan [zin Usaha Perkebunan Perubahan Luas melalud
Pengurangan Luas paling lama 30 (tzga puluh} hari dengan persyaratan
lengkap,

{10} Jangka waktiu penerbitan Tzin Usaha Perkebunan Perubahan Jenis Tanaman

paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaratan lengkap,

{11} Jungka waktu penerbilan lzin Usaha Perkebunan Diversifikasi Usaha paling
lama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaralan lengkap,

{12} Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan Penambahan Kapasitas
Industri paling lama 30 {tige. puluh) hari dengan nersyaratan lengkap.

(13} Fenerbitan [zin Usaha Perkebunan lidak dikenakan biava.

(14] Penerbitan Izin Usaha Perkebunan Perubahan Luas melalud Perluasan tidalk
dikenakan biaya.

(L3) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan Perubahan Luas melalui Fengurangan
Luas tidak dikenakan biaya.

(16) Penerbitan Tzin  Usaha Perkebunan Perubahan Jenis Tansman tidak
dikenakan biava,

(17) Penerbitan [zin Usaha Perkebunan Diversifikasi Usaha tidak dikenakan biava,
(18) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan Penambahan Kapasitas Industri tidak
dikenakan biaya.

Bagian Keduapuluh enam

lzin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi
Pasal 29
|1) Persyaratan pemerbitan [zin Usaha Tanaman Pangan Proses Produlesi meliputi:

& permohonan  tertulis  bermeterai culup  disertai dengan peta  lokasi

dialamatkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pinluy;

br. identitas dan bulkti diri pemohon:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk hagl pemohon perorangan; atau

4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendirian
dan perubshannya vang terakhir [apabila ada) bamapl pemohon badan,

yvang dilengkapi dengan pengesahan/ persetujuan/ pemberitahuan  dard




el,

T

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagl badan yvang berbentuk

Perscroan Terbatas:

. fotokopi Momor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan

atau atas nama badan untuk pemohon badan);

surat keteranpan domisili;

- rekomendasi kesesulaian dengsn rencana makro pembanmunan tanaman

pangan Provinsi das Gubernur:

fotnkopi [zin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:30.000;

» rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;

fotokopi lzin Lingkunsan:

pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi

proses produlkisi lanaman pangsn;

. pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil

pertanian;

- pernyataan  kesanggupan melakukan  kepiatan usaha paling lambat

6 [enam| bulan sejak diterbitken Tzin Usaha Tanaman Pangan Proses
Produlesi;

pernvatann kesediaan untulk melakukan kemitraan;

- tanda bukti kepescrtaan BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan:

-asli surat pernyataan bermeoterai cukup bahwa dokumen dan data YANE

disampaikan adalah benar; dan

casli surat kuasa hermeterai eunkup dan folokopl Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakuken secara langsung
oleh pemohon.

(2] Persyaratan penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produlesi

Ferubahan Tuas Lahan meliputi:

o,

b.

permohonan tertulis  bermeterai  cukup  disertad dengan pota  lokasi

dialamatken kepada Bupati Cq. Kepala Dinss Penanaman Modal dan
Felayanan Terpadu Satu Pintu:

identitas dan bukti diri pemohon:

1. fotokopd Kartu Tanda Penduduk bagi permohon perorEngan; atan

2. fotokiopd Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendirian
dan perubsahannya yang terakhir {apabila ada) bapl pemohon badan,




(2]

()

[}

(B}

(1)

vang dilengkapi dengan pengesshan {persetijuan/ pemberitahuan  dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bag: badan vang berhentulk

Perseroan Terbatas:

¢, rekomendasi kesesumian dengan rencana makro pembangunan tanaman

pangan Provinsi dart Gubernur

d. fatokopi Izin Lokast dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atan 1:50.000;
&. Tencana kera pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;

[. fotokopi [zn Linglangan;

g. pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah vang membidangi

proses produksi tanaman pangan;
h. tanda bukti kepesertaan BPRJS kesehalan/BPJIS Ketenagalerjaan;

i. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen  dan data yang

disampaikan adalah benar; dan

J. asli surat luasa bermeterai cukup dan [otokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secars langsuny

oleh pemohon.

Jangka walktu penerbitan [zin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi paling
lama 5 (ima| hari dengan persyaratan lengkap.

Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produlksi
Perubahan Luas Lahan paling lama 5 {lima] hari dengan persyaratan lengkap.
Penetbilan lzin Ussaha Tanaman Pangan Proses Produksi tidak dikenakan
biaya.

Penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi Perubahan Luas
Lahan tidak dikenakan biava.

Bagian Keduapuluh tujuh

lzin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen

[Pasal 3

Persyaratan penerbitan Twin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca

Panen melipuli:

a. permahonan tertulis  bermeferal cukup disertai  dengan peta  lokasi
dialamatkan kepada Bupati Cy. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pinty,




b.

il.

identitas dan bukti did pemahon:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bag pemohon perorangan; atan

2, [otokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannya yang tlerakhir {apahila adaj bagi pemohon badan,
vang dilengkapi dengan pengesahan fpersetujuan/pemberitahuan  dan

kementerian Hukum dan Hak Asaszi Manusia bagl badan vang berbentuk

Perseroan Terbatas:

- Iotokopi Nomor Pokol: Wajib Pajak {atas nama pemohon untuk perarangan

atau atas nama badan untuk pemohon badan):

surat keterangan domisili;

- lotokopi Sural [zin Usaha Perdagangan;
- Iotokopi Izin Usaha Industr;

. rekomendasi kesesuaian denpan rencana makro pembangunan tanaman

pangan Provinsi dar Gubernur

- fotokopi 1zin Lokasi dan peta lokasi dengan skala L:100.000 atau 1:50.000;

rekomendasi rencana lokasi dari Bupati men genal lokasi unit penpolahan;

jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;

- Tencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;

fotokopd lzin Lingkungan;

- pertimbangan teknis dar Organisasi yvang membidangi penanganan pasca

panen tanarnan pangan;
pernyatasn kesanggupan mencrapkan sistem jaminan muru pangan hasil

pertanian;

pernyataan kesanggupan melakukan kepgiatan usaha paling  lambat

B {enam)] bulan sejak diterhitkan [zin Usaha Tanaman Pangan Penanganan

Pasca Panen:

- pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan:

- tanda bukti kepesertaan BRJS Kesehatan/BPJS Kelenagakerjnan;

asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data YAng
disampaikan adalah benar; dan

- asli sural kuasa bBermecterali cukup dan folokopl Kartu Tanda Penduduk

penenima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secars langsung
oleh pemohon,




(2] Persyaratan penerbitan fzin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca

(3}

(<)

Panen Penambahan Kapasitas Unit Terpaszang meliputi:

a. permohonan secara lertulis bermeterai cukup disertai dengan peta lokasi
dialamatkan kepada Bupati Cq, Kepala [Nnas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pinty:
b. identitas dan bukti diri pemohon:
L. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan: atau

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannya vang terakhir [apabila ada) bagi pemohon badan,
yvang dilengkapi dengan pengesahan / persetujuan/ pemberitahuan  dari
Eementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk

Petseroan Terbalas;

¢. rekomendasi kesesuaian denpan rencana makro pembangunan tanaman
pangan Provinsi dar Gubernur;

d. fotokopi Tzin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000:
€. rekomendasi rencana lokasi dari Bupati mengenai lokasi unit pengolahan:
f. jaminan pasokan bahan balku vang diketahui oleh Bupat;

£. rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;

h. forokopi lzin Lingkungan:

. pertimbangan teknis dar Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi

PENHNEANAN pASCH PANEn lATIAMAN PEnNEAn;
J. tanda bukti kepesertaan BRJS kesehatan/BPIS Ketenapakerjaan:

k. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang

disampailkan adalah benar: dan

1. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohan.

Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca
Panen paling lama 5 (lima} hari dengan persyaratan lenglap,

Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca
Panen Penambahan Kapasitas Unit Terpasang paling lama 5 (lima) hari
dengan persyaratan lengkap,




(=)

(6

(1]

Penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Pancn tidak
dikenakan biaya.

Penerbitan Izin  Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca [Panen
Penambahan Kapasitas Uni Terpasang tidak dikenakan hiava,

Bagian Keduapuluh delapan
lzin Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Pasal 31

Persyaratan penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanarman Pangan meliputi:

4, permohonan secara tertulis bormeterai cukup disertal dengan peta lokasi

dialamatkan kepada Bupati L. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintw;

b. identitas dan bukt dir pemohon:
1. lotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi permohon perorangan: atau
2. fotokopl Kartu Tanda Penduduk penangpung jawab dan Akta Pendirian
dan perubshannya yang terakhir {apabila ada) bagi pemohon badan,
yang dilengkapi dengan pengesabhan/ persetijuan/ pemberitahuan  dari
Eementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk

erservan Terbatas:

¢. fotokopl Nomor Pokek Waiib Pajak (atas nama pemchon untuk PerOTAILZan

atau atas nama badan untuk pemohon badan);
d. surat kelerangan domisili:
c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdapgangan;

f. fotokopi Tzin Usaha Industri:

g rekomendasi kesesuaian denpan rencana makro pembangunan tanaman
pangan Provinsi dari Gubernur;

h. fotokopi 1zin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000:
i. rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;

. rekomendasi rencana lokasi dari Bupati mengenai lokasi unit pengolahan;
k. jaminan pasokan bahan balku vang diketahui oleh Bupati:

1. fotokopi Tzin Lingkungan:

m. pertimbangan teknis dari Qrganisasi Perangkat Dacrah yang membidangi

tanaman pangan;




(<)

(3)

(4}

(1)

.. pernyatasn kesangrupan meneraplkan sistem jaminan mutu pangan hasil
pertaniar:

0. pernyataan  kesanggupan  melakukan  keglatan usaha  paling lambat
6 [cnamj bulan sejak diterbitkan lzin Usaha Budidaya Tanaman Pangan;

i pernyataan kesediaan untuk melalukan kemitraan:
q. tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan /BPIS Ketenagakerjaan;

r. ashi surat pernyatasn bermeterai culoap bahwa dokumen dan data VANE

disampaikan adalah benar; dan

5. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Karmu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila penpurusannva ldak dilakuksn secara langsung
oleh permohon.

Pergyaratan penerbitan [zin Usaha Budidaya Tanaman Pangan Perubahan
Luas lahan danfatau Penambahan Kapasitas Unil Terpasang meliputi

persyaratan schapgaimanea dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2] dan/atau
Pasal 30 ayat (2).

Janglka waktu prnerbitan Tswin Usaha Budidaya Tanaman Pangan paling lama

2 {lima) hari dengan persyaratan lengkap.

Jangka waltu penerbitan Izin Usaha Budidava Tanaman Panpan Perubhahan
Luas lahan dan/atau Penambahan Kapasitas Unit Terpasang paling lama

2 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
Penerbitan B«in Usaha Budidaya Tanaman Pangan tidak dikenakan biaya,
Penerbitan Izin Usaha Budidays Tanaman Pangan Perubahan Luas lahan
dan fatau Penambahan Kapasitas Unit Terpasang tidak dikenakan biaya.
Bagian Keduapuluh sembilan
lzin Usaha Budidaya Hortikultura

Pasal 32

Persyaratan penerbitan 1zin Usaha Budidava Hortikultura relifnat;

a. permohonan  tertulis  bormeteral cukup  disertai dengan peta  lokasi
dialamatkan kepada Bupatl Cg. Kepala Dinasz Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pinluw;

b. identitas dan bulkti diri permohon:

1. [otokopi Kartu Tanda Penduduk bagl pemohon perorangan: atau
2. folokopi Kartu Tanda Penduduk penanggpung jawab dan Alta Pendirian



dan perubahannya vang teralhir lapabila ada)] bagi pemohon badan,
vang dilenglapi dengan pengesahan / persctujuan / pemberitahuan  dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentul

Perseroan Terbatas:

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan

atau atas nama badan untuk pemohon badan);
d. surat keteranpgan domisili:

e. surat keterangan kesesuaian tata MAATIE;

f. fotokopi Izin Lokasi bagi vang termasuk kriteria sesual ketentuan VANE
berlaloa:

g fotokopi T#in Lingkunpgan begi yang wajib Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Upaya Pengelolasn Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup;

h. studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha yang diketahuif disetujui

dan/atau rekomendasi dari Organisasi FPeranglat Dacrah yang membidangi
hortikualiura;

1. hak guna usaha untuk yang mengpunakan lahan vang dikuasai Negara:

J- surat pernyalaan kesanggupan untuk melakukan kemitraan bagi usaha
budidaya holtikultura besar:

k. tanda bukii kepesertaan BPJS Keschatan dan BRJS Ketenagakerjaan:

1. asli sural pernyatasn bermeterai cukup bahwa dokumen yung diserahkan
dan data yang disampaikan adalah benar; dan

m. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Pendudulk

penerima kuasa, apabila pengurusannyva tidak dilalukan secara langsung
oleh pemohon.

{2] Jangka wakiu penerbitan lzin Usaha Budidaya Hortikultura paling lama
< (ima) hari dengan persyaratan lengkap.

(3] Penerbitan lzin Usaha Budidaya Hortiloaltura tidak dikenakan haya.

Bagian Ketigapuluh
Izin Usaha Peternakan

Pa=zal 32

(1] Persyaratan penerbitan lzin Usaha Peternakan meliputi:

a. permohonan  tertulis  bermeterai cukup  disertai dengan  peta lokasi




dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman Medal dan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu:
b. identitas dan bulkti dir pemohon;
1. [otokopi Kartu Tanda Penduduk bagl pemohon perorangan: atau
2. fotokopi Katiy Tanda Penduduk penanggung jawab dan Alkta Pendirian
dan perubahannya vang terakhir {apabila ada) bag pemohon badan,
yang dilengkapi densan pﬂng{tsahaﬂfpmssmjuHn,-’pemhﬁt‘itahua.n dari

kemenierian Hukum dan Hak Asasi Manusia bag badan yang berbentuk
Perzseroan Terbatas;

¢. fotokopi Nomaor Pokok Wajib Pajak [alas nama pemohon untuk Perorangan
atau atas nama badan untuk pemchon badan);

d. iotokopi Persctujuan Prinsip;
e. surat keterangan kesesuaian tata ruang:

[. fotokopi Ixin Lokasi bagi yang termasuk koteria sesual keteniuan VAT
berlaku;

g fotokopi Izin Lingkungan bag vang wajlb Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Upava Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upava
Femantauan Lingkungan Hidup;

h. fotokopi Surat [zin Tempat Usaha;
1. rekomendasi Kepala Desa/Lurah setempal;

J- rekomendasi Camat setempat;

k. rekomendasi  dari  Organisasi  Peranpkat  Daerah yang membidang
peternalan:

L. surat pernyataan telah memcenuhi pedoman cara budidays yvang baik dan

telah siap melakukan kegiatan produksi;
. tanda bukti kepeseriaan BRIS Keschatan /BPJS Ketenagalterjaan;

n. asli surat pernyaraan bermelerai cukup bahwa dekwmen dan data vang

disampaikan adalah benar: dan

o. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurasannya tidak dilakulkan secarn langsung
oleh pemochaon,

(2) Jangka waltta pencrbitan Txin Usaha Pelernakan paling lama 5 (lima) hari
dengan persyaratan lenglap.




(3) Penerbitan Izin Usaha Peternakan Hdak dikenakan biaya.
Bagian Ketigapiluh sat
[zin Usaha Depo/Petshop Obat Hewan

I'azal 34

(1) Persyaratan penerbitan Tzin Usaha Depo/ Petshop Obat Hewan meliputi:

4. permohonan  tertulis  bermeterai cukup  disertai dengan peta  lokasi
dialamatkan kepada Bupali Cg. Kepala Dinas Penanamen Modal dan
Pelayvanan Terpadu Satu Pinta;

b. identitas dan bukti diri pemohaon:

1. Totokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; altau

2, fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendifdan
dan perubahannys yang terakhir (apabila adaj bagi pemohon badan,
vang dilengkapi dengan pengesa nan/persetujuan/ pemberitahuan  dari
Eementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan vang berbentule
Perseroan Terbatas;

«. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak {atas nama pemohon untuk perorangan

atau atas nama badan untuk pemohon badan);
d. daftar sarana, peralatan untuk melalkulan keglatan usahanya;

e. Izin Lokasi bagi vang termasuk dalam kriteria sesuai dengan ketentuan
yvang berlaku;

[. Surat lsin Tempal Usaha:
g. Tanda Daftar Perusahaan;

h. Burat Izin Usaha Perdagangan;

1. dokumen linglungan sesuai ketentuan vang berlaku di bidang lingkungan
hidup;

J. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah
sctempal, apabila Asosiasi Obat Hewan di dacrah belum ada, maka

rekomendasi diterbitlkan Asosiasi Obat Hewan Indenesia Pusat;

k. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data vang
disampaikan adalah benar: dan

L ashi surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penenma kuasa, apabila pengurusarmya tidak dilakulan seeara langsung
oleh pernohon.

(2} Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Depo/Petshop Obat Hewan paling lama




= {lima) hari dengan persyaratan lengkap.

(3] Penerbitan Tzin Usaha Depo/Petshop Obat Hewan tidak dikenakan hia VA,

Bagian Ketigapuluh dua
Izin Lisaha Toko Obat Hewan

Pasal 35
(1) Persyaratan penerbitan lzin Usaha Tokn Obat Hewan meliputi:

a. permononan  tertulis  bermeterai culup  diserta dengan  peta  lokasi

dislamatkar: kepada Bupat COg. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b identitas dan bukti diri pemohon:
L. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; Atau
2. fotokopl Kartu Tandas Penduduk penangoing jawab dan Akta Penditian
dan perubahannya yang terakhir [apabila ada)] bapl pemohon badan,
vang dilengkapl dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagl badun vang berbentuk

Perseroan Terbatas:

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan
afau atas nama badan untuk pemohon badan);

. daftar satana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
€. Surat Izin Tempat Usaha:
[, Tanda Daltar Perusahaan;

g. Sural Izin Usaha Perdapgangan:

h. dokumen lingkungan sesuai keteniuan vang berlala dj bidang lingkungan
hidup;

i. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Tndonesia Pengurus Daecrah
setempat, apabila Asosiasi Obat Ilewan di daerah belum ada, maka

rekomendasi diterbitkan Asosiasi Obat Hewan 'ndoncsia Pusal;

J- asli surat permvataan hermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang
disampaikan adalah benar: dan

k. asli surat kuasa bermeterai culup dan folokopi Kartu Tanda Penduduk

penerimy kuasa, apabila pengurusannva tidak dilakuksn secara langsung

oleh pemohor.

(2) Jengla wakiu penerbitan lzin Usaha Toko Obal Hewan paling lama 5 (lima)
hari dengan persyaratan lengkap,



(3]

Fenerbitan Izin Usaha Toko Obat Hewan ldalk dikenakan biava.

Bagian Ketigapuluh tiga
Izin Dokter Hewan Praktik

Pasal 36

(1} Persvaratan penerbitan lzin Dolkter Hewan Praktik meliputi:

(<)

(3]

(1)

8. permchonan  fertulis bermeterai cukup  disertai dengan peta  lokasi

dialamatlkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

b. fotokopi Karlu Tands Penduduk;
¢. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

d. jjazah dokter hewan:

€. sertifikal kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran
hewan berupa Sural Izin Dokter Hewsan:

[. surat keterangun sehat:
£ sural pernyalaan mematuhi etika, kode etilk dan sumpah dokier hewan:
h. rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan;

i. rekomendasi dari Organisasi Perangleat Daerah yang membidang urusan
peternakan;

J. pas fhoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar berwarna:

k. ashi surat pemyatasan bermeterai cukup bahwa dokumen dan daia vang
disampaikan adalah benar; dan

. asli surat kuasa bermecterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Pendudik

penerima kuasa, apabila pengurusannya lidak dilakukan secara langsung
oleh pemaohon,

Jangka wakiu penerbitan Izin Dolter Hewan Fraktik paling lama 5 ilirna) har
dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan Izin Dokter Hewan Praktik tidalk d ikenalkan biaya.
Bagian Ketigapuluh empal
Izin Tenaga Keschatan Hewan
Pasal 37
Persvaratan penerbitan Izin Tena ga Kesehalan Hewan melipuiti;

i permohonan  tertulis  bermeterai cukup disertai dengan peta  lokasi




dialamatkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Felayanan Terpadu Satu Pintu:

Jfotokopi Kartu Tanda Fendudulk;

. fotokopi Nomor Pokok Waijib Pajak;

fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, atau sekolah kejuruan dan/atau

diploma kesehatan hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi kKhusus
vang dikuasainya,

-fotokopi sertifilkat kompetensi vang dikeluarkan oleh organisasi profesi

kedokteran hewan:

- Jotokopi surat kontrak penveliaan dengan dokter hewan praktik terhadap

bidang-bidang vang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner;

g. surat kelerangan schat:

-Sural pemnyataan akan mematuhi etika dan kode etik sesiai dengan tinglkat

kompetensinys,

.. rekomendasi dari Orpanisasi Perangkal Daerah yang membidang urusan

peternakan:

- pas [hoto ukuran 4x6 schanyak 3 lembar berwama;

-asli surat pernyataan berrmietorai cukup bahwa dokumenr dan data vang

disampaikan adalah benar; dan

- asli surat kuasa bermeterai cukup dan folokopi Kartu Tanda Pendudulk

Penenima kuasa, apabila pengurusannya lidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

(2] Jangka waktu penerbitan lzin Tenaga Kesehatan Hewan paling lama 5 (lirna)

(3)

(L)

hati dengan persyvaratan lengkap.

Penerbitan Tzin Tenaga Kesehatan Hewan tidak dikenakan biaya.

Bapian Keligapuluh lima

Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 38

Persyaratan pencrbitan Tzin Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi

8. permoheonan  tertulis  bermeterai cukup disertai dengan peta lokasi

dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pinto:




(2]

(3]

(1)

b. identitas dan bukti dird pemohon:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi permohon PErOTATIEAD; atau

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penangming jawab dan Akta Pendirian
dan perubashannya vang terakhir {apabila ada) bagi pemohon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahan/pe raetujuan/ pemberitahuan  dar
Kemenlenan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan vang herbentul

Perseroan Terbatas;

- [olokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon unluk perorangan

atau atas nama badan untuk pemohon badan);

- rekomendasi otoritas veteriner dari pemeriksaan proposal, pemeriksaan

permodalan  dan  pemeriksaan daffar tenapga keschatan hewan vang
dilibatkan;

-Izin Mendirikan Bangunan, yang dilengkapi dengan perjanjian sewa

menyews bangunan bagl penggunaan bangunan bukan milik sendiri.

. rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidang urusan

peternalkan:

- pas fhoto ukuran 4xf sebanvale 3 lembar berwarns;

-asli surat pernyatasn bermeterai cukup bahwa dokumen dan data VATE

disampaikan adalah benar: dan

L. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokepi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya lidak dilakuksn secara langsung
oleh pemohon.

Jangka walktu penerbitan [zin Pelayanan Jasa Medik Veteriner paling lama
2 (lima) hari dengan persvaratan lengkap.

Penerbitan Txin Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketigapuluh enam
Surat [zin Usaha Perikanan Budidaya

Pazal 349

Persyaratan penerbitan Surat lzin Usaha Perikanan Budidava meliputi;

a. permohonan  tertulis bermeterai culup disertai dengan peta  lokasi

dialamatkan kepada Bupali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. identitas dan bukti diri pemohaon:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pernohon PETOTHNZAD; atau




(2]

(3]

L.

2. fotokopi Karlu Tanda Pendudulk penangmang jawab dan Akia Pendidan
dan perubahannya vang terakhir [apabila ada) bagi pemohon badan,
vang dilengkapi dengan pengesahan f persetujuan/ pemberitabuan  dari
Kementerian Hukumn dan Hak Asasi Manusia bhagi badan vang berbentul
Persergan Terbatas:

. fotokopi Nomor Pekok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan

atau atas nama badan untuk pemohon bada nj;

. sural keterangan domisili usaha;

- surat keterangan kesesuai taty Taang;

fotokopi lzin Lokasi bagi vang termasuk krileria sesual ketentuan vang
berlaku;

- fotokopi Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak

Linglkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup:

-rencana usaha, vang meliputi: 1), rencana kegiatan usaha: 2). Tencana

tahapan kegiatan; 3}, rencana teknelogi yang dipunakan: 4). sarana usaha
yang dimiliki; 5], rencana pengadaan sarana usaha: ). rencana volume

produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7). rencana pembiavaan.

pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan;

- surat pernyataan bermateral cukup dari pemilik atan penanggung jawab

vang menyatakan kebenaran data dan informasi yvang disampaikan:

- rekomendasi dari Organisasi Perangkal Daerah vang membidang urusan

perikanan;

tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehalan/BFR.JS Ketenagakerjaan;

m.asll sural pernyataan bermeterai cukup babwa dokumen dan data vang

disampaikan adalah benar: dan

n.asll surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopr Kartu Tanda Penduduk

penerita kuasa, apabila pengurusannva tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

Jangka waktu penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya paling lama
5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap,

Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya dikenakan Eetribusi Izin
Usaha Perikanan.




Bagian Ketigapuluh tujuh
Lzin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kahupaten

Pasal 40

[1] Persyaralan penerbitan  lzin Pengumpulan  Sumbangan  dalam  Dacrah

(2]

(3]

Kabupaten melipati;

a. permohonan yang memual nama dan alamat organisasi pemohon, waldu

pendirian, susunan pengurus, kegiatan sosial yang telah dilaksanakan
maksud dan  tujuan pefgumpulan sumbangan;  usaha-usaha yENng
lelah  dilaksanakan untul tjuan  terscbut, walchg penyvelenggaraan;
hias penvelengparaan (wilayvah, golongan);  cara penyvelenggaraan dan
penvaluran; rencana  pelakssmaan provelk dan  rencann pembiayaan

thalamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

-folokopi akla notaris/akta pendirian arganisasl yang bersangkutan beserta

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- [mtokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus;
surat keterangan berkelakuan baik pengurus dari instansi Kepolisian:

. fotokopi tanda pendaftaran atau penpakuan pengukuhan dari Kementerian

Sosial atau Dinas Sosial Propinsi:

. rekomendasi dari Organisasi Perangkuat Daerah yang membidangi urusan

s0%ial;

.asli surat pernvataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang

disampaikan adalah benar: dan

-asli surat kuasa bermetersi cukup dan folokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuusa, apahbila pengurusannya tidak dilakulkan secara langsung
oleh pemohon.

Jangka waktu  penerbitan Jein Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah
Kabupaten paling lama 3 ftiga) hari dengan persyaratan lengkap,

Penerbitan Tzin Pengumpulan sumbangan dalam Daerash Kabupaten tidak
dikkenakan biaya,

Bagian Ketipapuluh delapan
Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 41

{1) Persyaratan penerbitan Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing




meliput:

a.

permohonan  fertulis  dialamatkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintua:

. fotokopi Kartu Tanda Pendudulk petlangeung jawab dan Alta Pendirian dan

perubabannya yang terakhir (apabila ada) yang dilengkapi pengesahan/
persctujuan/pemberitahuan  dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

. alasan perpanjangan Tun Mempekerjakan Tenaga Kerja Axing (IMTA);
- fotokopi TMTA yang masih berlalo:

- fotokopi reticana penggunaan icnapgs kerja asing (RPTKA] yang masih

berlaloa:

[otokopi passport Tenaga Kerja Asing (TKA) vang masih berlaku;

- fotokopi Kariu Tzin Tingeal Sermentara (KITAS) vang masih berlaloa:

- pas pholo berwarma ultaran 4z6 sebanyvak 2 lembar:

fotokopi perjanjian kerja atau perjanjian melakukan kerja;

. Totokopi bukti gaji/ upah TKA:

- fotokopi Nomor Pokok Waijib Pajak bagi TKA yang bekerda lebih dari

& [enam) bulan:

fotokopi MNomaor Pokok Wajib Pajak bagi pemberi kerja THA:

- fotokopl polis asuransi di petusahaan asuransi vang berbadan hukum

Indonesia;

Sfotokopi buleti kepesertaan ikut program jaminan sosial nasional bagi TKA

¥ang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;

. fotokopi surat perunjukan T enaga Kerja Indonesia (TKI) perwlamping;

-laporan realisasi pelaksanaan Pendidikan dan latihan TKI Pendamping

dalam rangka alih teknologi:

- rekomendasi jabatan yang akan didudukd oleh TKA dari instansi telonis;

bulkti pembayaran Retribusi Perpa fjangan IMTA;

- asli surat pernyvataan bermetera cukup bahwa dokumen dan data yang

disampeaikan adalah benar: dan

- asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopl Kartu Tanda Pendudulk

penerima kiasa, apabila pengurusannva tidak dilakukan secara langsung
oleh pemahon.




{£] Jangka waktu pencrbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kera
Asing paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap,

(3} Penerbitan Perpanjangan Tein Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dikenakan
Retribusi sesual dengan Peraturan Dacrah lentang Retribusi Daerah.
Bagian Ketipapuluh sembilan
Izin Lembaga Pelatihan Kerja
Pasal 42
(1} Persyaratan penecrbitan Izin Lembaga Pelatihan Kerja meliput;

a. permnohonan  tertulis  dialamatlkean kepada Bupati Cg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b.identitas dan bukii diri pemohaon:
1. fotokopi Kartu Tanda Pendudni bagi pemohon perorangan; atau

2. fotokopi Kartu Tanda Pendudulk prnangmung jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannya vang terakhir lapabila ada) bagi pemchon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahan fpersetujuan fpemberitabuan dari
Kementerian Hulkum dan Hak Asasi Manusia bag badan vang berbentul

Perseroan Terbatas:

c. daftar riwayat hidup penanggung jawab Lembaga Pelatihan Kerja vang
tercanium dalam alkta;

d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk Perorangan
atau atas nama badan untuk pemohon badan);

&. surat keterangan domisili Lembaga Pelatihan Kerja.

f. fotokopi tanda bukt kepemilikan atau sews atas garana dan prasarana

kantor dan tempat pelatihan untuk selurang-kurangnya 3 (tiga) tahun:
g: pas photo berwarna ukuran 4x6 schanyak 3 lembar berlatar merah;

h. profil Lembaga Pelatihan Kerja vang ditan datangani vleh penangeung jawab
Lembaga Pelatihan Kerja vang tercamtum dalam alta yang sekurang-
kuranghya memuar;

L. struktur organisasi dan uraian 1ugas:

2. daftar dan riwayat hidup instrulctur bersertifikal kompetensi dan tenaga
pelatihan:




(2)

(3]

(1]

3. program kerja Lembaga Pelatihan Kerja dan rencana pembiavaan selama
3 (tiga) tahun;

4. program  pelatihan  kerja  berbasis  kom petensi . yang akan
diselengprarakan:

2. kapasitas pelatihan pertabun:dan

6. daftar sarans dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan
yang akan disclenggarakan.

i. rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan
ketenagokerjaan:

j- asli surat pernyatasn bermeterai cukup bahwa dokumen dan data vang
disampaikan adalah benar: dan

k. asli surat kuesa bermeterai cukup dan fotokopl Kartu Tanda Pendudulk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon,

Jangka waktu penerbitan lzin Lembaga Pelatthan Kerja paling lama 5 (lima)
hari setelah persyaralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap
ditambah dengan herita acara verifikasi,

Fenerbitan Petrpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja tidak dikenakan bigya.

Bagan Keempat puluh
lzin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
dalam 1 {satu} Daerah Kabupaten

Pasal 43

Persyaratan penerbitan Ixin Lembags Fenempatan Tenaga Kerja Swasta dalam

1 {satu) Daerah Kabupalen meliputi ;

a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bu pali Cqg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpacdu Satu Pintu:

b, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penangpung jawal dan alora pendirian dan
perubahannya  vang terakhir [apabila  ada) bagi pemchon badan,
vang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan f pemberitabuan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagl badan vang berbentuk

Peraseroan Terbatas;

. surat kelerangan domisili Lermbaga Penenmpatan Tenaga Kerja Swasta;




d. [otokopi Nomor Pokok Wajib Fajak atas nama lembaga penempatan lenaga
kerja;

¢, fotokopi bukti wajib lapor kelenagakerjasn sesual Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1981 vang masih berlakuy;

f. rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 {satu) tahun:

& fotokopi anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak di bidang
jasa pencmpatan lenaga ketja;

h. bagan struktur organisasi dan personil:
I, pas photo berwarma ukuran 4x6 seba nyak 3 lembar berlatar merah:

1. fotokopi sertipikat hak kepemilikan tanah berilagt bangunan kanlor atau
perjanjian kontrak minitnal 5 (lima) tahun vang dikuatkan dengan akte

nolaris;

k. rekomendasi darl Organisasi Perangkat Dacrah yang membidangi urusan

ketenagakerjaan;

L asli surat pernyatasn bermeterai cukup bahwa dokumen dan data VATLE
disampailean adalah henar: dan

m. ashi surat kuasa bermeterai cukup dan [lotokopt Kartu Tanda Penduduk

pencrima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilalukan secara langsung
oleh pemohon.

(2] Jangka wakitu penerbitan lzin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
paling lama 3 {lima] hari kerja dengan persvaratan lengkap.

(3] Pemerbitan Tzin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta tidak dikenalkan

biaya.
Baglan Keempailpuluh satu
Izin Mendirikan Fumah Sakit Kelas C dan Kelas D

Paszal 44

(1) Persyaratan pcnerbitan Ixmin Mendirikan Rumah Sakit Kelas O dan Kelas D
melifnati;

a. permohonan  terfulis dialamatkan kepada Bupati Cqg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab den Akla Pendirian dan
perubahannya yang terakhir (apabila ada) yang dilengkapi pengesahan/

persctujuan/ pemberitaliuan  dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi




(=)

(3]

f1)

Manusia dan [otokopi Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali instansi

Pemerintah atau Pemnerintah Daerah:
¢. studi kelayvakan:
d. masfer plar:
e. detal engineering design;
f. fotokopi Tzin Lingkungan;

g. folokopi sertipikat tanah/bukt kepemilikan tanah alas nama badan huluam
pemilik rumah sakit;

h. [otokopi  Surat lzin Tempat Usaha  keeuali inalansi Pemerintah  atay
Pemerintah Daerah:

L. fotokopi Izin Menditikan Bangunan:

I+ rekomendasi  dari  Organisasi Perangkat Daerah  yang membidang
kesehatan;

k. asli surat pernyataan bermeterad cukup bahwa dekumen dan data YAIEZ
disampaikan adalah benar: dan

L. asli sural kuasa bermetersi cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya lidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

Jangka waktu penerbitan Izin Mendirikan Fumah Sakil Kelas C dan Kelas D
palitig lama 5 (lima) hard dengan persyaratan lenglap.

Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D tidak dikenakan
naya.
Bagian Keempatpuluh dua
[zin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas T3
Pasal 45

Persyaratan penerbitan Izin Operasional Rumah Sakil Kelas C dan Kelas D
meliputi:

4. permohonan  lertulis  dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satua Pintu:

b. fotokopi  Tzin  Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D, bagl

permohonan lzin Operasional untuk pertama kali;




c. profil rumah sakil, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana stratepi
dan struktur organisasi:

rl. isian instrumen sell assessment yang meliputi pelayanan, sumber dayva

manusia, peralatan, bangunan den prasarana;

v, gambar desain (blee pring dan [oto bangunan serls sarana dan prasarana

pendulung
[. sertipikal laik fungsi;
g- dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
h. daftar sumber daya manusia;
1. daftar peralatan medis dan nonmedis;
1. daftar sediaan farmasi dan alal kesehatan;
k. rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah vang membidangi kesehatan:

L kerita acara hasil uji fungsi peralatun kesehatsn diserta; kelengka pan

berkas izin pernanfaatan dari instansi berwenang untuk peralatan tertentu;
i, tanda bukli kepesertaan BIRJS Keschatan /BPIS Ketenagakerjaan:

. asli surat pemyataan hermeterai ciukup bahwa dokumen yuang diserahkan

dan data yany disampailtan adalah benar: dan

0. asli surat kuasa bermeterai culap dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secars [angsung

oleh pemaohon.

(2] Jangka waltu penerbitan izin Operasional Rumah Kelas C dan Kelas D paling
iatna 3 (lima) har dengan persvaratan lengkap,

(3) FPenerbitan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D tidak
dikenakan biaya.
Bagian Keempatpuluh tiga
Txin Operasional Puskesmas
Paszal 46

(1) Persyaratan Operasional Puskesmas meliput:

a. permohonan  tertulis vang diajukan  oleh Kepala Tiinas  Kesehatan

dialamalkan kepada Bupati Cr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

b. [olokopi sertipikal ranah atau bukt lain kepemilikan tanah yang sah;




c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;

. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

. surat keputusan dari Bupati tentang kategori Puskesmas;

f. studi kelayvakan untuk Puskesmas vang bara akan didirikan atau akan
dikembangkan:

g-profil Puskesmas yang melipuri aspek lokasi, bangunan, prasarsma,
peralatan kesehatan, kelenagaan, dan pengorganisasian unluk Puskesmas

yang mengajukan permohonan perpanjangan izin:

h.asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen yang diserahkan
dan data vang disampaikan adalah benar: dan

i. asli surat kuasa hermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Pendudulk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan sceara langsung
nleh pemohon.

[2) Jangka waktu penerbitan Izin Operasional Puskesmas paling lama 10

(sepuluh) hari dengan persyaratan lengkap.

(3] Penerbitan Tzin Operasional Puskesmas tidak dikenakan biayva.

(L)

Bagian Keempatpuluh empat
[zin Mendirikan Klinik

Pasal 47

Persyaratan penerbilan lzin Mendirikan Klinik meliputi

a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. identitas dan bulkti diri pernohon:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan alaug
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanpgung jawab dan Alta Pendirian
dan perubahannya yang terakhir [apabila ada) bagi pemohon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/ pemberitahuan dari
Kementerian Huloum dan Hak Asasi Manusia bBag badan yang berbentuk

Perseroan Terbatas:
kecuali bagi klinik instansi Pemerintah,/ Pemerintah Dacrah;

¢. fotokopi Nomaor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan

atau atas nama badan untuk pemohon badan);




d. fotokom Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000
bagi vang termasuk kriteria sesuai kelentuan yang berlaku:

®. surat keterangan kcsesuaian tata ruang untuk klinik vang bukan
merupakan klinik perusahean atau kinik instansi Pemerintah /Pemeriniah

Dacrah yang hanya melayani karvawan perusabaan atau pegawai instansi
tersebut;

I. fotokepi Izin Lingkungan bag yang wajib Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Upava Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan bagi Klinik Rawat Inap atau [otokopi persetujuan Surat

Pernyataan Kesangpupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
bagi Klinik Rawat Jalan:

g. Iotokopi bukti penguasaan tanah herupa: 1). Sertipikat Hak Atas Tanah:
2). Akila Jual Beli; dan/atau 3). Perjanjian Pengikatan Jual Beli disertai
dengan bukti pelunasan atau perjanjian sewa menyewsa tanah dengan

jangka waltu =cwa minimal 5 (lima) tahan;

h. fotokopi bukti penguasaan bangunan berupa: Izin Mendirikan Bangunan,
vang dilengkapl denpgan perjanjian  sewa menyewa  bangunan  bagd
penggunaan banpunan bukan milik sendiri dengan jangka wakiu sews

minimal 5 (lima) tahun;

i. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha, kecuali klinik berusahaan atau klinik
instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang hanya melayani karvawan

perusahasan atau pegawai instansi tersebut;

J- profil klinik vang akan didirikan: bengorgamnisasian, lokasi, bangunan,
prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmmasian,  laboratorium serta
pelayanan vang diberilkan:

k. rekomendasi  dari  Organisasi Perangkat Daerah yang membidang
kesehatan;

. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data Vang

disampaikan adalah benar: dan

m. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusanmyva tidek dilaloakan secary langsung
oleh pemohon,

(2) Jangka waktu penerbitan Izin Mendirikan Klink paling lama 5 {lima) hari
dengan persyaratan lengkan,

(3] Penerbitan lzin Mendirikan Klinik tidak dilkenaksan biaya,




Bagian Keempatpuluh lima

[zn Operasional Klinik
Pasal 48
(1) Persyaratan penerbitan Izin Uperasional Klinik meliputi:

a. permohonan  tertulis dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Batlu Pintu:

b. identitas dan bukti diri pemohon:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Lag pemohon perorangan: atay
2, fotokopi Kartu Tanda Penduduk penangsung jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannya vang terakhir [apabila ada) bagi pemohon hadan,
yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan /pemberitahuan  dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentulk
Perseroan Terbatas:

kecuali bagi klinik instansi Pemerintah / Pemerintah Diaerah;
¢. persyaratan administrasi:
L. fotokopi Izin Mendirikan Klinik; dan

2. rekomendasi  dari Organisasi Perangiwat Daerah  yang  membidangi
kesehatan;

d. persvaratan  teknis meliputis persyaratan lokasi, bangunan, prasarana,

ketenagaan, peralatan, kefarmasian dan laboratorium;
e. tanda bukti kepesertaan BRIS Keschatan/BPJS Kelenagakerjaan;

f. asli sural pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan dala vang
disampaikan adalah benar; dan

g- asli surat kuassa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
aleh pemohon.

(2] Jangka wakiu penerbitan lzin OUpcrasional Klinik paling lama 5 (lima) hari
dengan persyaratan lengkap,

(3) Penerbitan Tzin Operasional Klinik tidak dikenalan biaya.

Bagian Keempatpulah enam
Surat Izin Apotek

Fasal 49

{1] Persyaratan penerbitan Surat Tsin Apotek meliputi:




(2]

- permohonan tertulis yang dinjukan oleh Apoteker dialamatkan kepada

Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman Madal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintw;

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk Apoleler:
- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker;

- folokopi Surat Tanda Repister Apoteker dengan menunjukan Surat Tanda

Register Apoteker asli:

. fotokopi bukli penguasaan hangunan berupa: Izin Mendirikan Bangunan,

yang dilengkapi dengan perjanjian sewa  menyewa bangunan bagi
penggunaan bangunan bukan milik sendin dengan jangka waktu sewa

minimal 5 (lima) tahun:

. fotokopi peta lokasi dan denah bangunan;
- daltar prasarana, sarana, dan peralaten;

-Surat lzin Praktik Apoteker lain/Surat lzin  Praktik Tenaga Teknis

Kefarmasian  apabila dalam menyelenggarakan apotek dibantu oleh
apateker lain/Tenaga Teknis Kefarmasian;

I. rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan

kesehatan;

. asli surat pernyatann bermetersi culup bahwa dokumen dan data yang

disampaikan adalah benar; dan

-ash surat kuasa bermoeteral cukup dan [otokopi Kartu Tanda Penduduk

pencrima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

Jangka waktu penerbitan Surat [zin Apotek paling lama 5 (lima) hari sejak
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap ditambah dengan
Berita Acara Pemeriksaan (BAP| unsur SKPD yvang membidangi urusan
kesehatan terhadap kesiapan apotek.

(3] Penerbitan Surat lzin Apotel tidak dikenakan biava.

Bagian Keempatpuluh tujuh

Izin Laboratorium

Pasal 50

(1} Persyaratan penerhitan lzin Laboratorium meliputi:




a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pinru:

b, identitas dan bukti diri pemohon:
L. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
2. fotakopi Kartu Tanda Penduduk penangoung jawab dan Akta Pendirian
dan perubshannya yang terakhir [{apabila ada) bagi pemohon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahan f persetujuan / pemberilahuan  dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan vang berbentuk

Perseroan Terbatas;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk PCrorangan
atau alas nama badan uniuk pemohon badany);

d. pas foto pemohon (3 x 4] sebanvak 3 lermbar;.

e. lzin praktek dokter penanggung jawah:

f. Tzin prakiek tenaga analis [teknis);

g. surat pernyataan kesediaan mengikuti Programm pemantapan muty;

h. fotokopi bukti penguasaan bangunan berupa: Izin Mendirikan Bangunan,
yang dilengkapi dengan perjanjian sewsa menyewa bangunan  bapi
bengepunaan bangunan bukan milik sendiri denpgan jangka waktu sews
minimal 5 (lirna) tahun;

L daftar kelengkapan peralatan laboratoriam;
], denah bangunan labaratorinm:

k_fotokopi Surat lzin Tempat Usahas

L dokumen lingkungan sesusi ketentuan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup;

m.asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dolumen dan dala yang
disampaikan adalah benar: dan

n.asli surat koasa bermeterai cukup dan fotokopl Kartu Tanda Penduduk

pencrima kaasa, apabila pengurusannya ldak dilakukan secara langsung
vleh pemohon.

(2] Jungka waktu penerbitan [zin Laboratorium paling lama 5 (lima} hari dengan
persyaralan lengkap,

(3) Penerhitan lzin Laboratorium tidak dikenakan brizyva.




Bagian Keempatpuluh delapan

Izin Penvelenggaraan Optikal

Pasal 51

{1] Persyaratan penerbitan lzin Penyelenggataan Optikal meliput:

|,

L.

permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinta:

identitas dan bukti dirl pemohon;
1. folokopi Kartu Tanda Pendudulk bapi pemaohon perorangan; atan

2, [otokopi Kartu Tanda Penduduk penangpung jawab dan Alta Pendirian
dan perubahanmya vang terakhir (apabila adal bagi permohon badan,
vang diengkapi denpgan pengesahan / persetujuan pemberitaliuan  dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bag badan yang berbentuk

Ferseroan Terbalas;

- pas folo pemohon (3 x 4] sebanyvak 3 lernbar,

fotokopi Nomor Pokok Wajits Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan

atau atas nama badan untuk pemohon badan);

Sotokopi bukti penguasaan bangunan berupa: Tzin Mendirikan Bangunan,

vang dilengkapi dengan  perjanjian sewa  menycwa angunan  hagi
penggunaan bangunan bukan milik sendiri dengan janpks wakta sewa

minimal 5 {lima) tahun;

fotokopi SIULY

- Tanda Daftar Perusahaan:

-pemyataan kesediaan refraksionis oplisien atau optometris untuk menjadi

penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan;

fotokopi STR. Refraksionis Optisien atau Optometris;

- Iotokopi SIP Refraksionis Optisien atau Optometris atau surat kelerangan

SIF dalam proses pencrbitan isin dari  instansi yang herwenang
menerbiatlcan SIF;

.daftar sarana dan peralalan yang akan digunakan;

fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagl optikal
vang tidak memiliki laboratorium:

m. rekomendasi dari asosiasi optikal setermpat;




()

(3)

(1]

n.rekotmendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangl urisan
kesehatan atau pejabat vang ditunjuk;

. lotokopt Surat Tein Tempat Usaha;

p-dokumen lingkungan sesuai ketentuan perundangundangan di bidang
lingkungan hidup;
4. persyaratan lain sesuai kelentuan peratiiran perundang-undangan:

r.asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data Yang

disampaikan adalah benar; dan

.oashl surat kuasa bermeterai cukup dan folokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakulkan secara langsung
nleh pecmohon.

Jangka waldu pencrbitan Txin Penyelenggartaan Optikal paling lama 5 (lima)
hari dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan lzin Penvelengearaan Optikal tidak dikenalan biaya.

Bagian Keempatpulah sembilan
lzin Toko Alat Kesehatan

Pasal 52

Persyaratan penerbitan Izin Toke Alat Keschatan melipuli;

a.permehonan  tertulis  dialamatkan  kepads Bupatd Cg. Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu;

b, identitas dan bukti did pemohaon:
1. Iotelcopi Kartu Tanda Penduduk bagi permohon perorangan; atau

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penangpung jawab dan Akla Pendirian
dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) basi pemohon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahanperselujuan/pemberitahuan  dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagl badan vang berbentuk
Persernan Terbatas:

¢, fotokaopi Nomor Pokok Wajih Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan
atau atas nama badan uniuk pemohon badan):

d. [otokopi bukii penpuasasn banpunan berupa: Tzin Mendirikan Bangunam,
yvang diengkapi dengan  perjanjian sewa menyewa  bangunan  bagi
pehgpunaan bangunan bukan milik sendiri dengan jangka walttu sews

minirnal 3 (lima) tahun;




()

(3}

(1)

e. fotokopi Surat 1zin Tempat Usaha:

f. fotokopi Izin Lingkungan bagi vang wajily Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

FPemantauan Lingkungan Hidup:

g- daftar alat kesehatan yang disediakan dengan melampirkan fotokopi surat
1zin edar alat keschatan:

h.izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlakoy;

i. asli surat pernyataan bormeterad cukup bahwa dokumen dan data vang
disampaikan adalah henar; dan

J. asli surat kuasa betmecterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila rengurusannyva tidak dilakukan secars langsung
ulch pemohon.

Jangka waktu penerbitan Izin Toko Alal Kesehatan paling lama 5 [lima) hari
dengan persyaratan lenglkap.

Penerbitan Izin Toke Alat Kesehalan tidak dikenakan biaya.
Bagian Kelimapuluh
Izin Toko Obat
Pasal 53
Persyaratan penerbitan lzin Toko Ohat meliputi;

&, permohonan  lertulis  dialamatlkan kepada Bupad Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu:

b. identitas dan buki diri pemohon:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
2. fotokopi Kartu Tanda Pendudik penanggung jawab den Akta Pendidan
dan perubshannya vang terakhir [apabila ada) bagi pemohon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahan/perselujuan/ pemberitahuan  dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentulk

Perseroan Terbatas;

c. fotokopl Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk PETOTAnZAaN
atau atas narmas badan untalk pemohon badan);

d. fotokopi Tzn Lingkungan bagi vang wajib Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Upavya Pengelolasn Lingkungan dan Upaya Pemantauan




Lingkungan;
e. fotokopi Surat Tzin Tempat Usaha:

f. rekomendasi  dari  Organisasi Peranglkat  Thacrah  yang  membidangi
kesehatan:

g [otokopi Kartu Tanda Penduduk, ljazah, Surat Tzin Kerja dan surat

pernyataan kesediaan beketjn  Asiten  Apoteker pada toko obat vang
bersanglkutan:

h.asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data YATIE

disampaikan adalah benar: dan

1. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon,

(2) Jangka waktu penerbitan lzin Toko Obat paling lama 5 (lima) hari dengan
persyaratan lengkap,

(3) Penerbitan lzin Toko Obat tidak dikenakan biaya.

Bagian Kelimapuluh satu
Lan Usaha Mikre Obat Tradizsonal

Pasal 54

(1] Persyaratan penerbitan Tzin Usaha Mikro Obat Tradisional meliputi:

a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penenaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu:

b. identitas dan bukt diri permohon:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan: atau
2. fotokopi Kartu Tands Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannya vang terakhir |(apabila adal bagi pemohon badan,
yang diengkapi dengan pengesahan/ persetujuan/ pemberitabuan dad

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bag badan vang berbentulk
Perseroan Terbatas;

c. fotokopi Nomor Polok Wajib Pajak (atas nama pemehon untuk perorangan
atan atas nama badan untuk pemohon badan);

tl. Iotokopi Surat Keterangan Domisili;

&. pernyataan pemohon dan/atau Dircksi/Pengurus dan Komisaris/Badan

Pengawas tidak permah terlibat pelangparan peraturan perundangundangan
di bidang farmasi;




(L]

()

(1)

f.

E.
h.

fotokopi bukti penguasaan tanah dan hanguinan;
Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan porsecrangan;

[otokopi Bural lzin Usaha Perdaganpan dalam hal permohonan bukan

PETEEONATIEATL;

- asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data vang

disampaikan adalah benar; dan

- 83l surat kuasa bermetersi cubkup dan folokopl Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilalakan secars langsung

oleh pemahon.

Jangka waktu penerbitan [zin Usaha Obat Tradizsional paling lama 5 (lima)
hari dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan lzin Usaha Obat Tradisional tidak dikenakan biava.

Bagan Kelimapuluh dua
Surat Twin Praktik Dokler dan Dokier Gilg

Pasal 55

Persyaratan penerbitan Surat Tzin Praktik Dokler dan Dokter Gigl melipuri:

tls

permohonan tertulis yang harus menyatakan secars tegas untuk tempat
praktik pertama, kedua atau ketiga dialamatkan kepada Bupati Cg. Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pinta:

Jdotokopi Kartu Tanda Penduduk:

-Totokopi Surat Tanda Registrasi vang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh

konsi] Kedokteran Indonesia;

-sural pemyataan mempuanyai tempat praktik, alau surat keterangan dari

lasilitas pelayanan kesehatan scbagai tempal praktiknya:

-Burat perselujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dolder gg vang

hekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan permerintah ataa pada

instansi/ [asilitas pelayanan kesehatan lain secars purma waliti:

gural relkomendasi darl Ikatan Dokter Indonesia untak dokler atau dari

Persatuan Dokter Gigl Indonesia untuk dokter gig;

.rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan

keschatan:

-pas fotn berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x9 sehanyak

2 (dua} lemtur;



i.

]

asli surat pernyataan bermeterai culup bahwa dolumen dan data YAEnE
disampaikan adalah benar; dan

asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh permohon.,

(2} Persyaratan penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Intemsip meliputi:

il

.

permohonan tertulis yvang harus menyatakan sccara tegas untuk tempat

praktik pertama, kedua atau ketga dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala
Dinas Penanaman Maodal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu;

-folokopi Kartu Tanda Pendudualk:

-fotokopi Surat Tanda Registrasi untuk kewenangan  internsip vang

diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia atau
tanda lenma pengurusan Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran

Indonesia;

surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia;

- sural rekomendasi dar surat rekomendasi dari Tkatan Dolkter Indonesia

untuk dokter atau dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi;

rexomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah ¥ang membidangl urusan
kesehatan;

- pas folo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanvak

2 {dus) lembar;

-asll surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang

disampaikan adalah benar; dan

asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
nlch pemohon.

(3} Jangka walttu penerbitan Sural Izin Praktik Dokter dan Dokler Gigi
schagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari dengan
persyaratan lengkap.

(4} Jangka waktu penerbitan Surat lzir Praktik Dolkter Internsip sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 {lima) hari dengan persyaratan lenghkap,

(%) Penerbitan Sural Izin Praktik Dokter dan Dokter Gig scbagaimana dimaksud
pada avat (1) tidak dikenakan biava.




(6] Penerbitan Surat lzin Praktik Dokter Internsip sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) tidak dikenalcan biava.

Bagian Kelimapuluh tiga
sSurat Tain Praletik Apoteleer

I*asal 56
(1] Persyaratan penerbitan Surat lzin Prakilik Apoteler melipuati:

a. permohonan tertulis yang harus menyatakan secara tegas untuk tempat
prakiik pertama, kedua atau ketiga dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

b. Iotokopi Kartu Tanda Pend uduk:

c. fotokopl Sural Tanda Register Apoteker yang dilegalisir oleh Kormisi Farmasi
Nasional;

d. surat pernyvalaan mempunyai temnpat prakrik profesi atau surat keterangan
dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atan dari pimpinan fasilitas

produksi ataw distribusi/ penyaluran;
¢. sural rekomendasi dari organisasi profesi:

f. rekomendasi dar Organisasi Perangkat Daerah yang membidangl urusan
keschatan:

¥- pas foto berwarna ukuran 4x6 sebenyak 2 (dua) lembar dan 3x4 sehanyak

2 [dua) lembar;

h.asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwe dokumen dan data yang

disampaikan adalah benat: dan

i asli surat kuasa bormeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secars langsung
oleh pemaohon.

(2} Jangka waktu penerbitan Surat Tsin Praktilk Apoteker paling lama 5 (lima] hari
dengan persyaratan lenpkap.

(3] Penerbitan Surat lzin Praktik Apoleker tidalk dikenakan hiaya.

Bagian Kelimapuluh cmpat

Surat lzin Praktik Tenapga Teknis Kefarmasian

Pasal 57

[1] Persvaraian penerbitan Surat Tzin Prakeik Tenaga Tekniz Kefarmasian




(2]

(3]

(L)

melipati;

.

permohonan tertulis yang harus menvataksn secara legas untuk lempat
prakiik pertama, kedua atau ketiga dialamaikan kepada Bupati Cqg. Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pirilu;

Jdmekopt Rartu Tanda Penduduk:
- Iotokopi Surat Tanda Register Tenaga Teknis Kefarmasian:

-Hural pernyatasn mempunysi lempat praktik profesi atau surat kelerangan

dari pimpinan fasilitas pelavanan kefarmasian atau dari pmimpinan fasilitas

produksi atau distribusi/ penyvaluran;

-surat  relomendasi dari organisasi yang menghimpun tenaga  teknis

kefarmasian:

rekomendasi darn Organisasi Perangkat Daerah yang membidangl urasan
kesehatan;

- Pas foto berwarna ukuran 4x6 schanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 sebanyvak

2 {(dua] lembar:

-asll sural pernyatasn bermetersi cukup hahwa dokumen dan data vang

disampaikan adalah benar: dan

. asli surat kuasa hermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila penpurusannva tidak dilakukan secars langsurng
oleh pemchon.

Jangka waktu penerbitan Surat lzin Praktk Tenapa Teknis Kelarmasian
paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan Sural lzin Praktik Tenapa Teknis Kefarmasian tidak dikenakan
bizya.

Bagian Eclimapuluh lima
Surat Izin Prakiik Perawat

I"'azal 58

Persyaratan pencrbitan Surat Izin Praktik Perawat meliputi;

A,

b.

.

permohaonan tertulis yvang harus menvataksn secara legas untuk tempat
praktik pertama, kedua atau ketigs dialamatkan kepada Hupati Cq. Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Sata Pintu:

fotokopl Kartu Tanda Penduduls;

fotokopi Bural Tanda Register vang masih berlaku dan dilegalisasi;




(2]

(3

{1]

- surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat lzin Praktilk:

- Bural pernyatasn mempunyai ternpat di praktil mandiri profesi;

rekomendasi dari Organisasi Perangkat Dacrah yang membidangi urusan
keschatan:

- rekomendasi dari Ikatan Perawat Nasional Indonesia;

-pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 [dua) lembar dan 3x4 sebanyak

2 {dua) lembar;

asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang
disampaikan adalah benar; dan

- asli surat kuasa bermelerai cukup dan [otokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apahbila penguruzannya bdak dilalukan secara langsung
oleh pemohon.

Jangka waktu penerbitan Sural Izin Prakiik Perawat paling lama 5 (lima} hari
dengan persyaratan len ghkap.

Penerbitan Surat Izin Praktik Perawat tidak dikenakan biava.

Bagian Kelimapuluh enam

suratl Tzin Kerja Perawal

Pasal 50

Persyaratan penerbitan Surat Izin Kerja Perawat meliputi:

.

=8

permohonan lertulis yang harus menvatakan secara tesas untulk termpat
praktik pertama atau kedua dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas

Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- fotokopi Kartu Tande Penduduk:
. fotokopi Surat Tanda Register yang masih berlaku dan chlegalisasi;
. surat keterangan sehal dari dokter yang memiliki Surat Tzin Praltik;

- Sural pernyalaan mempunyai tempat di fasilitas pelavanan keschatan i

hiar praktik mandiri;

- rekomendasi dari Organisasi Perangkat Dacrah yang membidangi urusan

kesehatan:

rekomendasi dari Tkatan FPerawsat Nasional Indomesia;

h. pas folo berwarna ulturan 46 sebanyal 2 (dua) lembar dan  2x4 sebanyak

2 (dua) lembar;




i. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang |
disamapailtan adalah benar: dan

J- asli surat kuasa bermeterai culup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apebila pengurusannya lidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon,

(2] Jangka wakitu penerhitan Surat Ixin Kerja Perawat paling lama 5 (lima) hari
dengan persyaratan lenglkap.

{3) Penerbitan Sural Izin Kerja Perawat tidak dikenakan biava.
Bagian Kelimapuluh tujuh
Sural [zin Praktik Bidan
Pasal 60

{1] Persyaratan penerbitan Surat lzin Praktik Bidan meliputi:

4. permohonan tertulis yang harus menyvatakan secara tegas untuk tempat
praktik pertama atau kedua dialamatkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu;

b. lotokopi Kartu Tanda Penduduk:

c. fotokopi Surat Tanda Register Bidan vang masih berlaku dan dilegalisasi
asl;

d. sural keterangan schat dari dokter yang memiliki surat izin praktik:
€. surat pernyataan memiliki tempat praktik;

f. surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Felayanan Kesehatan tempal
Bidan akan berpraktik kecuali untuk praktik manddiri:

g- pas [oto ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

h.rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan
kesehatan:

1. rekomendasi dari [katan Bidan Indonesia:

j- asli surat pernyatasn bermeterai cukup bahwa dokumen dan data vang
disampaikan adalah benar: dan

k.asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopl Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

(2} Janglka wakiu penerbitan Surat Izin Praktik Bidan paling lama 5 (lima) hag
dengan persyaratan lengkap.




(3] Pencrbitan Surat Izin Praktik Bidan tidak dikenakan biava.

Bagian Kelimapuluh delapan

Surat lzin Kerja Hefraksionis Optisien

Pasal |

(1) Persyaratan penerbitan Surat [zin Kerja Refraksionis Optisien eliputi:

[}

a

- permohonan tertulis vang harus menyatakan secara tegas untuk tempat

praktile pertama atau kedua dialamatkan kepada Bupati Cy. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty;

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk:
. fotokopi ijazah yang dilegalisir
. Iotokopi Surat Tanda Register Refraksionis O ptisicn;

. fotokopi Surat Tanda Register Optomelris;

surat keterangan schat dari dokter vang memiliki Surat Ixin Praktik;

- Burat pernyataan memiliki tlempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

vang bersangkuatan:

. pas foto ukuran 4¥6 cm sebanyal 3 (liga) lembar;

rekomendasi dari Orpanisasi Perangkat Daerah yang membidangi urasan
kesehatan;

. rekomendasi dari lkatan Refralssionis Optisien Indonesia

-asll surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang

disampailtan adalah henar: dan

. asli surat kuasa bermeterai cukup dan folokopi Kartu Tanda Penduduk

penetima kuasa, apabila pengurisannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

Janglka waktu penerbitan Surat lezin Kerja Refraksionis Optisien paling lama

= (lima) hari dengan persyaratan lengkap,

{3] Penerbitan Surat Txin Kerja Rofraksionis Optisien tidak dikenakan biaya.

Bagian Kelimapuluh sembilan
Surat lzin Kerja Optometris

Pasal 62

(1} Persyaratan penerbitan Surat [zin Kerja Optometris melipuali;




(=)

(3}

(L)

a. permohonan tertulis vang harmis menyatakan secara tegas untuk tempat
praktk pertama atau kedua dialamatkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

b, fotokopi Kartu Tanda Penduduk:

c. fotokopi fjazah vang dilegalisir;

d. fotokopi Surat Tanda Register Oplometris:

e. surat keterangan sehat dari dokter vang memilili Surat Izin Praktik;

f. surat pernyalaan memiliki tempat kerja di Fasililas Pelayanan Kesehatun

yang bersangkutan:
2. pas foto ulkuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar:

h.rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan
keschatan:

i. rekomendasi dari [katnn Refraksionis Optisien Indonesia
j- pas foto Lberwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;

k.asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dekumen dan data VADE
disampaikan adalah benar: dan

1. asli sural kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
penerima kuasa, apabila pengurusannya tdalk dilakuban secara langsung
oleh pemaohon.

Jangka waltu penerbitan Surat lzin Kerja Optometris paling lama 5 (lima)
hari dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan Surat lzin Kerja Cptometris tidak dikenakan biaya.
Bagian Keenampuluh
Surat [zin Praktik Fisioterapis
Pasal 62
Pergyaratan penerbitan Surai lzin Praktik Fisioterapis meliput:

a, permohonan tertulis vang harus menvatalen secara lepas untuk lempat
praktik pertamna atau kedua dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b, fotokopi Kartu Tanda Penduduk:
¢. [otokopi jjazah pendidikan fisioterapi;

d. fotokopi Surat Tzin Fisioterapis yang masih borlakoa:




(2]

13)

(1)

e. sural keterangan sehat dari dokier:

I. rckomendasi dari Organisasi Perangkat Dacrah yang membidangi urusan
kesehatan;

g. pas olo 4 x & cm schanvak 2 (dua) lembar;

h. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan  keschatan vang

menyatakan tangeal mulai bekerja:

L. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri,

J- asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang

disampaikan adalah benar: dan

k. asli surat kuasa bermeterai cukup dan folokopl Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilalogkan secara langsung
olch pemohon,

Jangka walktu penerbitan Surat Tzin Praktik Figioterapis paling lama 35 {lima)
hari dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan Surat Izin Praktik Optometris tidak dikenakan hiaya.,
Baplan Keenampuluh satu
Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
Pasal 64
Persyaratan penerbitan Surat Txin Pradeilk Terapis Gigi dan Mulut meliputi:

a. permohonan tertulis yang harus menvatakan secara tepas untuk termpat
praktik pertama atau kedua dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

c. fotokopi jazah yang dilegalisir;

d. fotokopi Surat Tanda Register Terapiz Gigi dan Mulut;

€. surat kererangan sehat dari dokter vang memilild Sural Tzin Praktik:
f, surat pernyataan memiliki tempat praktik:

g. pas foto berwarna tukuran 4X6 om sebanyak 3 (tiga) lembar;

h.rekomendasi dari Organisasi Peranpgkat Daerah vang membidangl urusan
keezehatan;

i. rekomendasi dari organisasi profesi:
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J. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data vang
disampaikan adalah benar: dan

k.asli surat kuass bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohan.

Jangka waktu penerbitan Surat Izin Praletik Terapis Gigi dan Mulut paling
lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lenglkap.

Penerbitan Surat Izin Praltik Terapis (rigl dan Mulut tidak dikenakan biayva.
Bagian Keenampuluh dug
Surat Terdaftar Pengobat Tradisional
Pasal 65
Persyaratan penerbitan Surat Terdaltar Pengobat Tradisional meliputi:

a. permohonan  tertulis  dielamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

b fatoleopd Kartu Tanda Penduduk:

c. biodata pengobal tradisional;

d. surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai
pengobat tradisional:

e. rekomendasi  dar asosiasiforganisasi orofesi i bidang pengobatan
tradisional yang bersangkutan:

I. fotoleopi sertifikal /fjazah pengobatan tradisional yang dimiliki;
g. sural pengantar Puskesmas setempat:

h.rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan
kesehatan;

L. pas folo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dual) lembar;

J. rekomendasi Kejaksaan Kabupaien bagi pengobat tradizsional klasifikasi
supranatural;

k. rckomendasi  Kantor  Departemen Apgama Kabupaten bagi pengobat
tradisional klasifikasi pendekatan agama;

m. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data VANEZ

dizsampailkan adalah benar; dan
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n.ashi surat kuasa bermeterai cukup dan fotolopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannva tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon.

Jangka waltu pencrbitan Sural Terdaftar Pengobat Tradisional paling lama

5 (lima]) hari dengan persvaratan lengkap.
Penerbitan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional tidak dikenakan biava,
Bagian Keenampuluh tiga
Surat Lzin Pengobat Tradisional
Pasal 66
Persyaratan penerbitan Sural Izin Pengnbat Tradisional meliputi:

a. permohonan  tertulis  dialamatkan kepada Bupati (g Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Felayvanan Terpadu Satu Pintu:

b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk:

c. biodata penpobat iradizsional:

d. surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakiu;kan peketjnan sebagai
pengobat tradisional;

€. peta lokasi usaha dan denah raangan;

. rckomendasi dari  asosiasiforganisasi profesi  di bidang pengobatan
tradisional yang bersangkutan:

g. lutokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional vang dimiliki;
h.surat penpanlar Puskesmas setempat;

1. rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan
kesehatan;

J- pas foto ukuran 4x6 em sebanyvak 2 [dua) lembar;

k.asli surat pernyvataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yvang

disampaikan adalah benar; dan

L asli surat kuasa bermcterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemobon.

Jangka waktu penerbitan Surat Izin Pengobat Tradisional paling lama
3 [lima) hari dengan persyaratan lenglap.

Penerbitan Surat Tzin Pengobat Tradisional tidak dikenakan biaya.




Bagian Kecnampuluh empat
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pazsal 67

(L) Persyaratan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
meliputi:

2. permohonan tertulis vang dialamatkan kepada Bupati Cg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinlu, vang memuat
informasi sebagai berkout:

l. nama jenis pangan;

nama dagang;

jenis kemasan:

berat bersih/isi bersih (mg/g/ kg atau ml/1/kl);

komposisi;

tahapan produlsi;

nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTD:

nama pemilik;

o ® N U e N

nama penanggungjawah:
10. informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa);dan

11 informasi tentang kode produksi

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk:

¢. lermasuk dalam jenis pangan yang dijzinkan sebagaimana lercantum
dalam lampiran I Peraluran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.03.1.23.04. 122205 Tahun 2012 lentang Pedoman  Pernberian
Sertifikkat Produksi Pangan Industd Fumah Tangga;

d. sertifikat Penvuluhan Keamanan Pafigan dari Organisasi Perangkat Daerah
yang membidangl urusan kesehartan, dari penyvelenggaraan Penyuluhan
Keamanan Pangan dengan narasumber Tenaga Penyuluh Kearmanan
Pangan yang memiliki Sertifikat kompetensi  dj bhidang penyuluhan

keamanan pangan dari Bacdan Pecngawasan Obat dan Makanan, dengan

nitai kelulusan minimal cukup (60):

€. hasil pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga olch
tenaga pengawas pangan vang memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas
Pangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang menunjukkan
masul level I-I1;

f. Surat Izin Usaha Perdagangan;
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(3)

(1)

E. rancangan label pangan:

h.asli surat pernvataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang
dizampaikan sdalah benar; dan

1. asli surat luass bermeterai cusup dan fotokopl Kartu Tanda Pencdudulk

penerima kuasa, apabila pengurussnnye tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohion,

Janghka waktu penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan  Sertifikal Produksi Pangan Industri Rumah Tangga tidak
chkenakan biaya.

Bagian Keenampuluh lima

[zin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usin Din

Pasal A3

Persvaratan pencrbitan Tzin Penditian Taman Eanak-Kanak/Taman Kanalk-
Kanal Luar Biasa meliputi:

a.permohonan  fertulis  dislamatkan kepada Dupati Cr. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
b.identitas dan bukii did pemohon:
L. fotokop Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan: atau
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawah dan Alta Pendirian
dan pecrubahannya yang terakhir {apabila afla] bagl pemohon badan,
vang dilengkapi denpan pengesahan persetujuan/ pemberitabuan  dad

Kecmenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk

Perseroan Terbatas:
¢. surat keferangan domisili dari Kepala desaLurah;
d. susunan penguirus dan rincian tugas;

e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan

atau atas nama badan untuk pemohon badan);

[. persvaratan teknis vang disahkan Organisasi Perangkat Daerah vang
membidang urusan pendidikan anak usia dind, melipti :

1. Hasil penilaian kelayakan, meliputi -

b. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai alas tanah dan

bangunan yang alkan digunakan untuk penyelenggaraan Taman




Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biaza vang sah alas nama
pendiri; dan

¢ data mengenai perkirasn pembiayaan untuk kelangsungan Taman
Kanak Kanak/Taman Kanal-Kanak Luar Biasa paling sedikit untuk
1 [satu] tahun pembelajaran.

2.Rencana  Induk Pengembangan (RIP] Taman Kanak-Kanak /Taman
Kanak-Kanak Luar Biasa, meliputi:

a) visi dan misi;

b} kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSE);
£] sasaran usia peserta didik;

d] pendidik dan lenaga kependidilan:

€] sarana dan prasarana;

f) strukiur organisasi;

g pembiayaan;

h) pengelolaan;

i} peran scrta masvarakat; dan

J} rencana pentahapan pelaksanasn pengembangan selama 5 {lima)
tahun; dan

3. Rencana  pencapaian  standar  penyelengearaan  Taman  Kanalk-
Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa paling lama 3 {tiga) tahun.

-Hasil telashan Organisasi Perangkat Dacrah yang membidangl urusan
pendidikan anak usia dini mengenai : 1) data mengenai perimbangan
antara jumlah Taman Kanak-Kanak/Taman Kanal-Kanak Luar Biasa vang
telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran
yang akan dilayani di wilayah tersebut; 2) data mengenai perkiraan jarak
Taman kanak-Kanak/Taman Kanak-Eanak Luar Biasa vang akan didirikan
di anlara Taman Kansk-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa terdekat:
J) data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan Taman Kanak-
Kanak/Taman Kanak Kanak Luar Biasa yang akan didirikan per usia yang
dilayani; 4) ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini;
-asli surat pemyataan berneteral cukup bahwa dokumen dan data yang
disampaikan adalah benar; dan

- asli sural kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurisannys tidak dilakukan secara langsung
oleh permohon,




{2) Persyaratan penerbitan lzin Pendirian Taman Bermain/Taman Penitipan

Anak/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejeras meliputi

a. permohonan  tertulis  dialamatlcan kepada Bupali Cqg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b.identitas dan bulti diri pemohon:
L. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; alau
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendirian
dan perubahannya yang terakhir |[apabila ada) bagl pemohon badan,
vang dilengkap dengan pengesahan/ persetujuan/pemberitahuan dari
Kementetian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagl badan vang berbentulk

Perseroan Terbatas;

c. surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah;

d. susunan pengurus dan rincian tugas;

e, fotokopi Nomor PPolok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan

atau atas nama badan untuk pemohon badan);

f. persyaratan teknis yang disahkan Orpanisasi Perangkat Daerah vang

membidangi urusan pendidikan anak usia dini, meliput
1. Hasil penilaian kelavakan, meliputi

#] dokumen  hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan
bangunan vang akan digunaksan untuk penyelenggarasn Taman
Bermain/Taman Penitipan Anak/3atuan Pendidikan Anak Usia Dini

scjenls yang sah atas nama pendiri: dan

b) dala mengenai perkiraan pembiavaan untuk kelanpsungan Taman
Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan Pendidikan Anak Usia Ding

sejenis paling sedikit untuk 1 (satu) tabun pembelajaran; dan

2. Fencana pencapaian standar penyelenggaraan Taman Bermain /Taman
Penitipan Anak/Satuan Pendidikan Anak Usia THni scjenis paling lama

5 [lima) tahun.

g Hasil telaahan Organisasi Perangkat Daerah yang membidang urusan
pendidikan anak usia dini mengenai @ 1) data mengenai perimbangan
antara jumlah Taman Bermain/ Taman Penitipan Analk fBatuan Pendidikan
Anak Usia Dini sejenis vang telah ada dan vang akan didirikan dengan
jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilavah tersebut; 2)
data mengensi  perkiraan  jarak  Taman Bermain/Taman Penilipan

Anak/Satuan Pendidikan Anak Usia Dird scjenis vang akan didirikan di
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antara Taman Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini sejenis terdekat; 3) data mengenai daya tampung dan linglkup
jangkauan Taman Bermain/Taman Penilipan Analk/Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini sejenis yang akan didirikan per usia yang dilayani; 4)

ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini;

h.asli surat pernyatasn bermeterai cukup bahwa dokumen dan data YATLE
disampailean adalah benar; dan

1. asli sural kuasa bermeterai cukup dan folokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila penpurusannya tidak dilakukan sccara langsung
oleh pemaohon.

Jangka waktu penerbitan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-
Kanale Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat [1) paling lama 3 [lirruz)

han dengan persvaratan lengkap.

Jangka waktu penerbitan Izin Pendiran Taman Bermain/Taman Penitipan
Anak/Batuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis sebagaimana dimalksud pada
ayat {2) paling lama 3 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan Izin Pendirian Taman Kanak-Kenak/Taman Kanek-Kanak Luar
Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Penerbitan Izin Pendirian Taman Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan
Fendidikan Anak Usia Dini sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidalk
dikenalan biava,

Bagian Keenampuluh enam

Izin Pendirian Satuan Pendidilean nonFormal

Pasal 69

Persyaratan penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan nonFormal meliputi:

a. permohonan  Lertulis  dialamatkan  kepada Bupati Cqg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuy;

b.identitas dan bukti diri pemohon:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagl pemohon perorangan; ateu
2. fotokopd Kartu Tanda Penduduk penangpung jawab dan Alcta Pendirian
dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi permohon badan,
yang dilengkapi dengan pengesahan/persctujuan/ pemberitahuan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan vang berhentuk

Perseroan Terbatas:




(L)

c. surat keterangan domisili dari Kepala dega/Lurah:
d. susunan pengurus dan rincian tupas;

e. fotokopl Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan
atau atas nama badan untuk pemohon badan);

f. keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran
selama 3 (liga) tahun:

E. persyaratan teknis yang disahkan Orpanisasi Perangkat Daerah vang
membidangi  urusan  pendidikan  nonformal mengenal  Rencana
Penpembangan Satuan Pendidilean:

h.ash surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data Vang

disampailian adalah benar, dan

i, asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secars langsung
oleh pemohon.

Jangka wakiu penerbitan Irxin Fendirian Satuan Pendidikan nonFormal paling
lama 5 (lima) hari dengan persvaratan lenghkap.

Penierbitan Izin Pendirian Satiuan Pendidilkean nomFormal tidak dilkenakan
biaya,

Bagian Keenampuluh tujuh
Tanda Dafrar Usaha Pariwisata

Pasal 7O

Persyaratan penerhitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata meliputi;

a. permohonan  tertulis dialamatkan kepada Bupali Cqg. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. identitas dan bukti did pemohon:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pernohon perorangan; atau
2. lotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab dan Akta Pendirian
dan perubshannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan,
yang dilengkapi dcngan pengesahan persetujuan/pemberitabuan dari
Kementerian Hulkum dan Hak Asasi Manusia bagi badan vang berbentuk

Perseroan Terbatas:

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak [atas nama pemohon untuk perorangan
atau atas nama badan untuk pemohon badan);




d. lotokopi perizinan teknis pelaksanann usaha pariwisata sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. fotokopi Izin Lingkungan bag yang wajib Analisis Mengenai Dampalk
Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan ataun fotokopi persctujuan Surat Pernyataan Kesanggupan
Fengelolaan  dan  Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

f. fotokopi Surat [zin Tempat Usahs;

g- rekomendasi  dard  Organisasi  Perangkat Daerah  yang membidang

kepariwisataan;

h. dilengleapi dengan;
L. fotokopi bukti hak pengelolaan untuk ussha daya tatik wisata;
2. fotokopi bukti hak atas tanah untuk usaha kawasan pariwisata:
d. keterangan  tertulis  dari Pengusaha  Parwisata tentang  perkiraan
kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyalakan dalam jumlah
kendaraan, kapal atau kereta api, serta dava angkut vang tersedia untuk

usaha jass ransporiasi wisata:

4. kelerangan terlulis dari Pengusaha  Pariwisata lentang  perkirasn
kapasitas jasa makanan dan minuman vang dinvatakan dalam jumlah

kursi usaha jasa makanan dan mimuman;

]|

- keterangan  tertulis  dari Penpussha  Pariwisata tentang perkiraan
kapasilas penyedisan akomodasi vang dinvalakan dalam jumlah kamar

serla tentang lasilitas yang tersedia untuk usaha penyediaan akomodasi;

6. izin  operasional sesual dengan  ketentuan peraturan  perundang-

undangan untuk usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata; dan/atan

T.surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan suratl

rekomendasi penggunaan peralatan  keschatan dari instansi  teknis
terkail apabila menggunalkan peralatan keschatan untuk usaha sSpa.

1. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen yang diserahkan dan

data yang disampaikan adalah benar: dan

J- asli sural kuasa bermeteral cukup dan tokopi Kariu Tanda Pendudulk

penerima kuasa, apabila pengurusannyva lidak dilakukan secara lang=ung
oleh pemohon,




{2] Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwizata palng lama 3 (tiga)

(3]

(1)

hari dengan persyaratan lenghkap.

Penerbitan Tanda Daltar Usaha Pariwisata tidak dikenalkan biaya,

Bagan Keenampuluh delapan
[zin Usaha Simpan Pinjarmn Koperasi/Unit Simpan Mnjam Koperasi

Pasal 71

Persyaratan penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan
Finjam Koperasi meliputi:

a. permechonan  tertulis  yang  diajulan  oleh pengurus koperasi simpan

pinjam,/unit simpan pinjam koperasi dialamatkan kepada Bupati Co.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Jfotokopi pengesahan akta penditian/perubahan anggaran dasar koperasi

beserta surat keputusannya;

- Nomor Pokol Wajity Pajale koperasi;

fotokopi sural bukti setoran modal dalam  bentuk deposite di bank

pemeriniab alas nama koperasi dan/atau salah satu pEngurus;

. daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas;
. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penpurus dan pengawas;

0. fotokopi nomor rekening atas nama koperasi;

-rencana kerja selama 2 (dua) tahun vang disahkan Organisasi Perangkat

Daerah yang membidangi urusan koperasi:

. hukti kepeseriann BIM)S Keschatan / BRJS Ketenagakerjaan:

. surat keteranpgan domisili

-asli surat petnyataan bermeteral culup buhwa wilavah keangegotaan adalah

dalam Daerah.

- asli sural pernyatasn bermeterai cukup bahwa dolumen vang diserahkan

dan data yang disampaikan adalah benas: dan

-ashi sural kuasa bermeleral cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohon,

(2) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Foperasi/Unit Simpan

Pinjam Koperasi paling lama 5 (lima) har dengan persyaratan lengkan.




{}] Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam KoperasifUnit Simpan Pinjam Koperasi
tidak dikenalean biava.

Bagian Keenampuluh sembilan
Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Pasal 72

(1) Persyaratan pencrbitan Ixin Pembukaan Kantor Cabang atau Kantor Cabang

Pembantu Koperasi Simpan Pinjam/Unil Simpan Pinjam Koperasi melipuati;

a. permohonan tertulis yang diajukan pengurus koperasi simpan pinjam /unit
simpan pinjam koperasi dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sata Pintu;

b. alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu vang akan dibuka;

¢. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangea;

d. modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu;

e. fotokopi hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpat

pinjam koperasi dengan predikat kesehatan selurang-kurangnva cukup
sehal;

f. daftar sarana kerja beserta kondisi Rsiknya;

g neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam
1 [satu) tahun terakhir :

h.rencana  kerja kantor cabang paling scdikit setahun vang disahkan
Urganisasi Perangkat Dacrah yang membidangi urusan koperasi:

i. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon
karyawan kantor cabung;

J. fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon kepala kantor cabang atau calon
kepala kantor cabang pembantu:

k. asli surat pernyataan bermeterm cukup dard pengurus koperasi simpan
pinjam/unit kopcrasi simpan pinjam  induk yang menyatakan bahwa
koperasi simpan pinjam/unit koperasi simpan pinjam induk dari kantor
cabang atau kentor cabang pembantu vang akan dibuka telah
melaksanakaan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 ()
tahun dan mempunyai anggola sckurang-kurangnya 20 {dua puluh) Orang
di daerah yang akan dibuka kantor cabang atau kantor cahang pembantu:




(2]

(2]
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1. sertifikat standar kompetensi calon kepala cabang untuk pembulaan

kantor cabang;

m. asli surat pernyataan hermeterai eulo p bahwa dokumen yang diserahlean
dan data yang disampaikan adalah benar; dan

n.asli surat luasa bermeteorai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Pendudul

penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung
oleh pemohaon,

Persyaratan pencrbitan  lzin  Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan
Pijam /Unit Simpan Pinjam Koperas: melipuri:

a. permohonan tertulis vang diajukan pengurus koperasi simpan pinjam funit
simpan pinjam koperasi dialamaikan kepada Bupati Co. Kepala Dinas
Fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. memiliki kanlor cabang dan kantor cabmang permbantu;
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon kepala Kantor Kas;

d. asli sural pernyataan bermeterai cukup dari pengurus koperasi simpan
pinjam/unit koperasi simpan pinjam induk yang menyatakan  bahlwa
koperasi simpan pinjam /unit koperasi simpan pinjam induk dad kantor
cabang atau  kantor cabang pembantu  vang akan  dibuks  telah
melaksanakaon kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun dan mempunyai anggota sckurang-kurangnyva 20 (dua puluh) orang
di daerah yang akan dibuka kantor cabang atau kantor cabang pembantuy;

. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen vang diserahkan
dan data yang disampaikan adalah benar; dan

. asli surat kuasa bermeterai culkup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
penerima kuasa, apabila pengurisannya tidak dilakulan secars langsung
oleh pemohon.

Jangka waktu penerbitan lzin Pembulasn Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu atau Kantor Kas Kopcrasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam
Koperasi paling lama 5 [lima| hari dengan persyaratan lengkap.

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu atau

Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi tidak
dikenalean biayva.




BATR Y
REROMENDASI, PENANDATANGANAN DAN PRELAPORAN

Pasal 73

(1} Rekomendusi Organisasi Perangkat Daerah dalam Peraturan Bupati ini dapat

berupa pertimbangan dari Tim Teknis atau potugas dari unsur Orpanisasi
Perangkat Daerah,

(2} lzin dan nonizin yang diterbilkan, ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSPE,

(3} Kepala DPM-PTSP menyusun laporan  pencrbitan  izin  dan  nonizin
schagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk -
a. laporan bulanan; dan

b. laporan tahunan.

{4] Laporan penerbitan izin dan non/izin sebagaimana dimaksud pada ayal (3
paling kurang memuat jumlah selurub dan per jenis izin yang diterbitlan,
nama dan alamat pemegang izin, nomar, lenggal dan masa berlaku izin,

alamat tempal usaha dan/ atau kegiatan, dan  jenis usaha dan/atau
kegmatan,

(3} Laporan pencrbitan izin dan nenizin sebagaimana dimalkesud pada ayar (2)
disampaikan kepada Bupati melalui Selretaris Dacrah dengan termbusan

kepada perangkat daerah terkadt paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir
bulan dan/atan tahun beralan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MORNITORING DAN EVALUASI

Pua=zal 74

Pembinaan, pengawasan, monitoring dun evaluasi dilaksanakan aleh Organisasi
FPerangkat Daerah terkait sesuai dengan  bidang tugas vAng menjadi

kewenangannya.

BAR VII
PEMNGATITIAN

Pasal 75

(1} Pemnohon dapat menyampailean pengaduan kepada Kepala DPM-PTSE dalam

hal pelayvanan petiginan dan nonperiginan tidak sesuei dengan Standar

Pelayanan.




{2) Pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayval {1) dilaksanakan
sesual dengan mekanisme pengelolaan pengaduan vang berlaku di DEM-PTSP. |

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlalki:

& Ketentuan angka 23 pada Lampiran Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
Nomor 49 Tahun 2008 tentang Jenis dan Standarisasi Pelayanan Perizinan
pada Kantor Pelavanan Perizinan Terpadu Kabu paten Tanjung Jabung Timur
angka 23 diubah, sehitgpa berbunyi ;

23, Jenia Pelayanan : Persctujuan Prinsip Bupati.

a) Dasar Hulmm © Peraturan Daerah Kabupaten Tanj ung Jabung Timur

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi,
b} Persyaralan  : [1] permohonan:
(2] wentitas dan bualti divi pemohon:

(@) Totokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon

pororangan; atau

(b} fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggang
Jawab dan Alta Pendirian dan petubahannya
vang lvrakhir (apabila ada) hbapi pemohon
badan, yang dilenpkapi dengan pengesahan i
persctujuan fpemberitabuan dari Kementeran
Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan
vang berbentuk Perseroan Terbalas;

2] totokopt Nomor Pokok Wajib Pajak;

{d] rekomendasi Kepala Desa atau Luarah setempat;

dan
(v) rekomendasi Camat setempat.

c} Jangks waktupenerbitan  Perselujuan  Prinsip Bupari paling  lama
10 {sepuluh) harl dengan persyaratan lengkap.

d) DPenerbitan Persetujuan Prinsip Bupati tidak dikenakan hiaya.




Ta

b. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pelimpahan HKewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pazal 77
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur.
Ditetapkan di Muara Sabak
TELAH DITELITI OLEH : pada tanggal 4 P& 2018
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